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Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ( Studi Kasus : 
Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2007)

Nama
NPM
Program Studi 
Judul Tesis

Penelitian Hukum ini bertujuan untuk menganalisa hasil putusan KPPU mengenai 
kasus tender Pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi 
wilayah Propinsi DKI Jakarta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
sehingga dari penelitian ini masyarakat dapat mengetahui mengenai latar belakang 
terjadinya kasus tender Pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro 
Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta berkaitan dengan penyimpangan- 
penyimpangan yang dilakukan dalam proses tender Pengadaan alat pembasmi/ 
penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta tersebut. 
Dan Mengetahui kesesuaian antara putusan KPPU nomor 06/KPPU-L/2007 
dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 
;Mengetahui proses penyelenggaraan tender yang tidak bertentangan dengan 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ;Mengetahui praktek persekongkolan 
tender Pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi 
wilayah Propinsi DKI. Suatu penyelenggaraan tender pengadaan alat pembasmi/ 
penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta yang 
tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah 
penyelenggaraan tender pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk yang 
tidak melakukan persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan 
gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal

Kata K u n c i: Persesekongkolan, KPPU Nomor 06 / KPPU-L/2007.
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BABI

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dewasa ini sudah lebih dari 80 negara di dunia yang telah memiliki 

Undang -  Undang Persaingan Usaha dan Anti Monopoli dan lebih dari 20 negara 

lainnya sedang berupaya menyusun aturan peundangan yang sama. Langkah 

Negara -  negara tersebut, sementara mengarah pada satu tujuan, yaitu meletakkan 

dasar bagi suatu aturan hukum untuk melakukan regulasi guna menciptakan iklim 

persaingan usaha yang sehat. Persaingan usaha yang sehat ( fair competation) 

merupakan salah satu Negara -  Negara mengelola perekonomian yang 

berorientasi pasar. 1

Perekonomian Indonesia telah mengalami perkembangan yang pesat sejak 

diluncurkannya program pembangunan secara bertahap lima tahunan yang 

dilaksanakan mulai Pelita I. Kegiatan disemua sektor telah membuahkan hasil 

yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Kenyataan telah menunjukkan bahwa 

pertumbuhan ekonomi yang tinggi dimungkinkan oleh kebijaksanaan 

pembangunan ekonomi yang ditempuh oleh pemerintah dengan mengacu pada 

mekanisme pasar terkendali. Kebijaksanaan ekonomi pasar tersebut bukan 

sekedar dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga 

untuk lebih jauh memaksimalkan kesejahteraan ekonomi bangsa.2

1 Johnny Ibrahim, ” Hukum Persaingan Usaha Filosofi, Teori dan Implikasi 
Penerapannya di Indonesia, “ ( Malang : Bayumedia Publishing, 2006),hal. 1.

2 Normin S. Pakpahan, "Rangkuman Seminar ELIPS : Pokok-Pokok Tentang Hukum 
Persaingan Usaha," (Jakarta : Kantor Menteri Negara Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan 
dan Pengawasan Pembangunan, 1994), hal.1-3.

Universitas Indonesia
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Setelah sekian lama, akhirnya pada 5 Maret 1999, Undang-Undang Nomor 

5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak 

Sehat {Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999) disahkan di Indonesia. Undang- 

Undang ini merupakan Undang-Undang pertama yang merupakan hasil inisiatif 

dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) sejak pertama kali 

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini berdiri.

Latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini 

dikarenakan adanya krisis moneter yang kemudian berlanjut kepada krisis 

ekonomi yang melanda Indonesia pada tahun 1997. Perkembangan usaha swasta 

selama periode tersebut, di satu sisi diwarnai oleh berbagai kebijakan pemerintah 

yang kurang tepat sehingga pasar menjadi terdistorsi dan di sisi lain, 

perkembangan usaha swasta dalam kenyataannya sebagian besar merupakan 

perwujudan dari kondisi persaingan usaha tidak sehat.3

Sebelum disahkannya undang-undang ini, masalah persaingan usaha di 

Indonesia diatur secara terpisah di beberapa pasal dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP),Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8  Tahun 1995 

Tentang Pasar Modal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan 

dan lain-lain. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, 

diharapkan kondisi persaingan usaha di Indonesia akan menjadi lebih sehat dan 

lebih tertata4

Tak dapat dipungkiri lagi bahwa keberadaan suatu badan untuk 

mengawasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Praktek Usaha Tidak Sehat 

sangat diperlukan sehingga dibentuklah Komisi Pengawas Persaingan Usaha 

(KPPU) di Indonesia. Alasan sosiologis dibentuknya KPPU ini adalah bahwa 

dalam mengawasi pelaksanaan suatu aturan hukum diperlukan suatu lembaga

3 Indonesia, Undang-Undang Tentang Larangan Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak 
Sehat (Penjelasan), UU No.5, LN No.33 Tahun 1999.TLN.No.38l7.

4 Faisal Basri, "Perekonomian Indonesia : Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan 
Ekonomi Indonesia, " (Jakarta : Erlangga, 2002), hal. 355-364.
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yang mendapat kewenangan dari negara (Pemerintah dan rakyat) yang dapat 

melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 

secara independen. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 75 

Tahun 1999 yaitu bahwa tujuan pembentukan KPPU adalah untuk mengawasi 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.5

Dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan KPPU 

kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi setiap pelaku usaha dalam upaya 

untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat lebih teijamin sehingga praktek- 

praktek anti persaingan yang terjadi di Indonesia akan berkurang bahkan tidak 

terjadi lagi. Namun pada prakteknya, para pelaku usaha bahkan pemerintah di 

Indonesia masih banyak yang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal inilah yang terjadi dalam kasus 

persekongkolan tender pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro 

Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta tahun 2006. KPPU menduga adanya 

praktek anti persaingan dalam proses tender pengadaan alat pembasmi/ 

penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta terkait 

dengan adanya persekongkolan dalam pelaksanaan tender tersebut.

Provinsi DKI Jakarta merupakan Ibukota Republik Indonesia, sebuah 

negara kepulauan dengan sekitar 13.000 pulau dan penduduk lebih dari 200 juta 

jiwa. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki kebhinekaan dalam suku 

bangsa, bahasa, budaya, serta adat dan agama. Kebhinekaan tersebut tercermin 

pula di ibukota negara, Jakarta. Jakarta- yang dewasa ini berpenduduk hampir 

sepuluh juta jiwa - merupakan salah satu kota di Asia yang paling sering 

dibicarakan dengan berbagai alasan yang wajar. Jakarta telah berkembang secara 

luar biasa dan akan berada pada kedudukan terdepan dan bertanggungjawab di 

Asia pada dasawarsa-dasawarsa mendatang. Jakarta mempunyai kedudukan khas, 

baik sebagai ibukota negara maupun ibukota daerah swatantra. Jakarta juga 

merupakan pusat kegiatan sosial dan budaya dengan berbagai sarana terbaik di 

Indonesia dalam bidang pendidikan, budaya, olah raga, dan kesehatan. Jakarta

5 Indonesia, Keputusan Presiden Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Kepres 
No.75 Tahun 1999, Lembaran Lepas 1999, ps.2.
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merupakan gerbang utama Indonesia. Letaknya yang strategis di Kepulauan 

Indonesia.6

Berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk, Jakarta berkedudukan 

sebagai propinsi, setingkat dengan propinsi lain yang ada di Indonesia. Sebagai 

sebuah propinsi, Jakarta dikepalai oleh seorang Gubernur yang bertanggung jawab 

langsung kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Dalam Negeri. 

Dengan memiliki posisi ganda sebagai kota propinsi dan ibukota negara, Jakarta 

memperoleh status sebagai Daerah Khusus Ibukota ( DKI ).Badan Perencana 

Pembangunan Daerah ( BAPPEDA ) menetapkan kebijakan - yang merupakan 

petunjuk bagi badan-badan pemerintah daerah - serta membantu Gubernur Kepala 

Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menetapkan kebijakan-kebijakan mengenai 

perencanaan strategis,pembangunan, dan keuangan untuk wilayah DKI Jakarta. 

DKI Jakarta terdiri dari lima Kotamadya dan satu Kabupaten Administratif, yang 

berkedudukan sebagai daerah swatantra tingkat dua, di bawah pengawasan kantor 

Gubernur. Kelima kotamadya tersebut adalah Jakarta Utara, Jakarta Timur, 

Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan Kabupaten Kepulauan Seribu. 

Tiap kotamadya dikepalai oleh seorang Walikota yang membantu mempersiapkan 

perencanaan wilayahnya, sedangkan Kepulauan Seribu dikepalai oleh seorang 

Bupati bertanggung jawab dalam bidang keuangan. Masing-masing wilayah kota 

membawahi sejumlah kecamatan dan kelurahan. Di seluruh DKI Jakarta terdapat 

43 kecamatan dan 265 kelurahan. Selain itu terdapat juga organisasi-organisasi 

kemasyarakatan yakni Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), yang berada di 

bawah yurisdiksi kecamatan.7

Pemerintah Daerah DKI Jakarta (Pemda DKI) mengeluarkan kampanye 

untuk memberantas sarang nyamuk. Infrastruktur dan dana pun disiapkan oleh 

Pemda DKI. Mulai dari penyuluhan sampai pembelian alat pembasmi nyamuk. 

Salah satunya rencana pembelian mesin penyemprot nyamuk (fogging) sebanyak 

2.000 unit tahun 2006, Untuk membeli mesing fogging sebanyak itu, Pemda DKI 

tentu harus melakukan tender tetapi dalam proses tender banyak muncul 

kejanggalan. Dalam tender itu pula, ada salah satu pelaku usaha yang merasa

6 “ DKI JAKARTA”, <http://www. jakarta . go.id>, 30 Maret 2008.
7 Ibid.
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dirugikan. Dia lantas memperkarakan proses tender itu ke Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha (KPPU) pada akhir 2006 lalu dan akhirnya pada tanggal 20 

September 2007, KPPU memutuskan bahwa dalam proses tender tersebut telah 

terjadi pelanggaran pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengenai
o

persekongkolan tender.

*“Terbelit Mesin Pemberantas Nyamuk”,<http://www.hukumonline.com>, 30 Maret
2008.

Universitas Indonesia

Persekongkolan yang..., Rully Hesrul Yudia Wangi, FH UI, 2008

http://www.hukumonline.com


6

B. POKOK PERMASALAHAN

¡.Bagaimana seharusnya suatu penyelenggaraan tender Pengadaan alat 

pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi 

DKJ Jakarta yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang nomor 5 

tahun 1999 ?

2. Apakah putusan KPPU terhadap penyelenggaraan tender Pengadaan 

alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah 

Propinsi DKI Jakarta telah sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 

tahun 1999 ?

3. Apakah terhadap praktek persekongkolan tender Pengadaan alat 

pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi 

DKI Jakarta dapat dikenakan tindak pidana korupsi ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Umum

Tujuan umum dari pembuatan penelitian ini ialah untuk menganalisa 

hasil putusan KPPU mengenai kasus tender Pengadaan alat pembasmi/ 

penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta 

ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sehingga dari 

penelitian ini masyarakat dapat mengetahui mengenai latar belakang 

terjadinya kasus tender Pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk 

di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta berkaitan dengan 

penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan dalam proses tender 

Pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi 

wilayah Propinsi DKI Jakarta tersebut.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari pembuatan penelitian ini ialah :

• Mengetahui kesesuaian antara putusan KPPU nomor 06/KPPU- 

L/2007 dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 1999.
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• Mengetahui proses penyelenggaraan tender yang tidak 

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

• Mengetahui praktek persekongkolan tender Pengadaan alat 

pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah 

Propinsi DKI Jakarta dapat dikenakan tindak pidana korupsi.

D. KERANGKA KONSEPSIONAL

Dalam penelitian ini akan ditemui beberapa istilah penting yang akan

sering digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Tender : adalah tawaran mengajukan harga terbaik untuk membeli atau 

mendapatkan barang dan atau jasa, atau menyediakan barang dan atau jasa, 

atau melaksanakan suatu pekeijaan.9

2. Persekongkolan : adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha 

dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar 

bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. 10

3. Pelaku usaha : adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang 

berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara 

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, 

menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. 11

4. Monopoli : adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan 

atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok 

pelaku usaha. 12

5. Persaingan usaha tidak sehat : adalah persaingan antar pelaku usaha dalam 

menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang 

dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat 

persaingan usaha. 13

9 Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Op Cit., Pasal 22.
10 Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Op. Cit., Pasal 22.
11 Ibid.y Pasal 1 angka 8.
12 Ibid., Pasal 1 angka 1.
13 Ibid., Pasal 1 angka 6.

Universitas Indonesia

Persekongkolan yang..., Rully Hesrul Yudia Wangi, FH UI, 2008



8

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian hukum normatif14 atau penelitian doktrinal15, dimana penelitian hukum 

yang dilakukan adalah berupa usaha penemuan hukum in concreto yang layak 

diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara hukum tertentu.

a. Pendekatan

Dalam penelitian ini akan digunakan pendekatan Undang-Undang (statute 

approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan historis (historical 

approach) . 16

Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan 

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu 

hukum yang sedang ditangani. 17

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap 

kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan sudah menjadi putusan 

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 18

b. Jenis dan sumber Bahan Hukum

Jenis bahan hukum pada penelitian ini adalah bahan hukum yang diperoleh 

dari studi pustaka khususnya bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan 

perundang- undangan, dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur- 

literatur yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. 19

Sumber bahan hukum ini diperoleh dari study pustaka, yang terdiri dari:

14 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali 
Press, 1990), hal. 15.

's Soetandyo Wignjosocbroto, MPenelitian hukum Sebuah tipologi," Majalah Masyarakat 
Indonesia (tahun ke-I No 2, 1974) dalam Bambang Sunggono, METODOLOGI PENELITIAN 
HUKUM, Ed 1 Cet 6, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003X hal. 42, lihat juga Soetandyo 
Wignjosoebroto, “hukum dan Metode-Metode Kajiannya,” (Kertas Kerja, Penataran Tenaga 
Teknis Peneliti hukum, BPHN Jakarta, 10-30 Nopember 1980).

16 Peter Mahmud Marzuki, PENELITIAN HUKUM, (Jakarta: Kencana, 2007), hal. 93

17 Ibid

11 Ibid

19 Ibid, hal. 141.
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1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif 

artinya mempunyai otoritas, yang mengikat, terdiri dari Undang- 

Undang dan peraturan dan putusan-putusan komisi pengawas 

persaingan usaha yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, 

diantaranya:

a) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan 

Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3817)

b) Keppres Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas 

Persaingan Usaha (Tanggal 8 Juli 1999)

c) Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara 

Nomor : 06/KPPU-L/2007 (Diputuskan dalam Rapat 

Musyawarah Majelis Komisi pada hari selasa tanggal 18 

September 2007 dan dinyatakan di muka persidangan yang 

dinyatakan terbuka untuk umum pada hari kami tanggal 2 0  

September 2007).

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan 

pada bahan hukum primer, diantaranya:

a) Literatur-literatur hukum

b) Hasil penelitian kalangan hukum

3) Bahan hukum tersier yang diperoleh dari kamus hukum dan surat 

kabar.
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F. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I. Pendahuluan

Dalam pendahuluan, akan dipaparkan mengenai latar belakang 

penulisan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kerangka 

konsepsional, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Umum Mengenai Persekongkolan Tender

Bab II akan membahas mengenai teori-teori mengenai 

persekongkolan tender yaitu pengertian persekongkolan, 

pengertian dan ruang lingkup tender, unsur-unsur 

persekongkolan tender, jenis-jenis dan indikasi 

persekongkolan tender serta suatu penyelenggaraan tender 

Pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi 

wilayah Propinsi DKI Jakarta yang tidak bertentangan dengan 

Undang-Undang nomor 5 tahun 1999.

Bab III. Analisa Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha nomor

06/KPPU-L/2007 Atas Kasus Persekongkolan Tender Pengadaan 

alat pembasmi/ penyentprot nyamuk di Biro Administrasi 

wilayah Propinsi DKI Jakarta.

Bab III akan membahas mengenai latar belakang kasus dan posisi 

kasus persekongkolan tender Pengadaan alat pembasmi/ penyemprot 

nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta, 

kemudian hasil analisa dari putusan Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha atas kasus Persekongkolan Tender Pengadaan alat pembasmi/ 

penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI 

Jakarta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta 

perbandingan putusan tersebut dengan putusan negara lain.
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Bab IV. KORUPSI DAN PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM

PERSPEKTIF PIDANA

Bab IV akan membahas mengenai t tindak pidana korupsi yaitu 

pengertian tindak pidana korupsi ,ruang lingkup tindak pidana 

korupsi yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif, rumusan tindak 

pidana korupsi serta praktek Persekongkolan Tender Pengadaan alat 

pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah 

Propinsi DKI Jakarta dapat dikenakan tindak pidana korupsi dan 

persekongkolan tender dalam perspektif pidana.

Bab V. Penutup

Bab V akan membahas mengenai kesimpulan dan saran dari 

penelitian ini.
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BAB II

TINJAUAN UMUM PERSEKONGKOLAN TENDER

A. PENGERTIAN PERSEKONGKOLAN TENDER

Black’s Law Dictionary ( 2004 : 329 ) mendefinisikan persekongkolan 

(conspiracy):

“An agreement by two or more persons to commit an unlawful act,

coupled with an intent to achieve the agreement’s objective, and ( in most states)

action or conduct that furthers the agreement; a combination fo r  an unlaw fu l  
20purpose.

Definisi di atas menegaskan bahwa Sebuah persekongkolan oleh dua orang 

atau lebih untuk melakukan tindakan melanggar hukum, disertai dengan niat 

untuk mencapai tujuan peijanjian, serta (di sebagian besar negara bagian) tindakan 

atau perbuatan yang mendorong perjanjian tersebut; suatu gabungan dari niat yang 

melanggar hukum.

Jadi terdapat dua unsur persekongkolan yaitu :

1. Adanya dua pihak atau lebih secara bersama-sama (in concert) 

melakukan perbuatan tertentu.

2.Perbuatan yang disekongkolkan merupakan perbuatan yang melanggar 

hukum.

20 Black's Law Dictionary, Revised Eight Edition, West publishing Co, 2004.
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United States Departemeni o f Justice menentukan bahwa persekongkolan 

tender (bid rigging) adalah

“The way that conspiring competitors effectively raises prices where 

purchasers-often federal, state, or local goverments- acquired goods or services 

by soliciting competing bids

Menurut definisi di atas, persekongkolan tender terjadi ketika para pesaing 

bersekongkol untuk menaikkan harga agar salah satu pesaing yang disepakati 

dapat memenangkan tender.

Dalam beberapa literatur lainnya, Bid rigging/ Collusive tendering 

dipaparkan sebagai berikut:

1. “A Conspiracy must be aimed at bringing about collusive tendering. 

This is especially the case i f  the competitors agree to influence the 

result o f a call for tender for the benefit o f one o f  the participants by 

submitting no tender or only pretend tender (with coordinated 

overpriced bids expecting that the contract will be awarded to the 

bidder who submits the most favorable offer). As a rule, such conduct 

is based on the expectation that the party not benefiting will benefit 

later from corresponding conduct by other cartel members. ” 21

2. “Collusive tendering occurs where undertakings collaborate on 

responses to invitation to tender for the supply o f  goods and services. 

The practise limit prices competition between the parties and amount 

to an attempt by the tenderers to share markets between themselves. 

Instead o f  competing to submit the lowest possible tender at the tightes 

possible margin, the parties may agree on the lowest offer to be 

submitted or agree amongst themselves who should be the most 

succesful bidder.22

21 Knud Hanson eL al., Undang-Undang Larangan praktek monopoli dan persaingan 
usaha, Cet.2, (Jakarta: Katalis, 2002), hal. 313.

22 Alison Jones and Brenda Sufrin, EC Competition Law, Text, Cases, and Materials, 
(New York : Oxford University Press, 2001), hal. 648.
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3. “Collusive tendering is a practise whereby firms agree amongst 

themselves to collaborate over their response to invitations to tender. 

It is particularly likely to be encountered in the engineering and 

construction industries where firm compete fo r  very large 

contracts. ”23

Arie Siswanto secara tegas juga menyatakan bahwa persekongkolan tender 

berarti persekongkolan yang dilakukan oleh peserta tender untuk mengatur dan 

menentukan siapa yang menjadi pemenang tender24. Senada dengan pengertian di 

atas, Naoaki Okatani menyatakan persekongkolan tender terjadi apabila para 

penawar akan menentukan perusahaan yang harus mendapat order dengan harga 

kontrak yang ditawarkan.25

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan 

definisi persekongkolan atau konspirasi usaha sebagai bentuk keija sama yang 

dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk 

menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. 

Tujuan dari kegiatan persekongkolan ini secara limitatif telah disebutkan dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu untuk menguasai pasar bagi 

kepentingan pihak-pihak yang bersekongkol. Pengertian pasar yang dimaksud di 

atas mengacu pada pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah 

lembaga ekonomi dimana para pembeli dan penjual baik secara langsung maupun 

tidak langsung dapat melakukan transaksi perdagangan barang/jasa.

Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 membagi 3 (tiga) 

bentuk persekongkolan yaitu:

a. Persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang 

tender.

23 Richard Whish, Competition Law, Fifth Edition, United Kingdom Lexis Nexis 
Butterworths, 2003. hal :243.

24 Arie Siswanto, Hukum Persaingan Usaha ", ( Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002) hal. 45.
25 Yakub Adi Krisanto, nAnalisis pasat 22 UU No.5 Tahun 1999 dan karakteristik 

putusan KPPU tentang persekongkolan tender," Jurnal Hukum Bisnis (Volume 24  no.2 
2005): hal.44*46.

26 Ditha Wiradiputra,u Hukum Persaingan Usaha ", modul disampaikan untuk Retooling 
Progam Under Employee Graduates At Priority Under TPSDP, Jakarta, 14 September 2004, hal. 
5 9 -6 0 .
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b. Persekongkolan untuk memperoleh informasi yang dapat 

dilasifikasikan sebagai rahasia perusahaan

c. Persekongkolan untuk menghambat produksi atau pemasaran 

barang/jasa

Pembentuk undang-undang menempatkan 3 (tiga) bentuk persekongkolan 

tersebut karena mempunyai kesamaan kekhasan (karakteristik) yang dapat 

diketahui dari pengertian (dasar) persekongkolan yaitu :

1. Kegiatan persekongkolan hanya dapat dilakukan apabila terdapat dua 

pihak atau lebih melakukan kerja sama secara tidak jujur, melawan 

hukum, dan menghambat persaingan.

2. Bahwa tujuan dari persekongkolan adalah untuk menguasai pasar 

bersangkutan yaitu pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah 

pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan jasa yang sama 

atau sejenis atau subtitusi dari barang dan/jasa tersebut, (pasal 1 angka

10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999).

B. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP TENDER

Undang -  Undang No. 5 Tahun 1999 melarang perbuatan pelaku usaha 

yang bertujuan menghambat atau bertentangan dengan prinsip persaingan usaha 

yang tidak sehat seperti pembatasan akses pasar, kolusi, dan tindakan lain yang 

bertujuan untuk menghilangkan persaingan. Tindakan lain yang dapat berakibat 

kepada terjadinya persaingan usaha tidak sehat adalah tindakan persekongkolan 

untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sebagaimana diatur oleh 

Pasal 22 ndang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Berdasarkan penjelasan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, 

tender adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, 

untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa. Dalam pengertian 

tender termasuk dalam ruang lingkup tender antara lain :

1. Tawaran mengajukan harga (terendah) untuk memborong atau 

melaksanakan suatu pekerjaan.
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2. Tawaran mengajukan harga (terendah) untuk mengadakan barang- 

barang dan atau jasa.

3. Tawaran mengajukan harga (tertinggi) untuk membeli suatu barang 

dan atau jasa.

4. Tawaran mengajukan harga (terendah) untuk menjual suatu barang dan 

atau jasa.

Berdasarkan definisi tersebut, maka cakupan dasar penerapan pasal 22 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tender atau tawaran mengajukan 

harga yang dapat dilakukan melalui:

A. Tender terbuka

B. Tender terbatas

C. Pelelangan umum; dan

D. Pelelangan terbatas

Berdasarkan cakupan dasar penerapan ini, maka pemilihan langsung dan 

penunjukkan langusng yang merupakan bagian dari proses tender/lelang juga 

tercakup dalam penerapan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.27

Terdapat tiga terminologi berbeda untuk menjelaskan pengertian tender 

yaitu pemborongan, pengadaan dan penyediaan. Tiga terminologi tersebut 

menjadi pengertian dasar dari tender, artinya dalam tender suatu pekeijaan 

meliputi pemborongan, pengadaan, dan penyediaan. Apabila pekeijaan/proyek 

ditenderkan maka pelaku usaha yang menang dalam proses tender akan 

memborong, mengadakan, atau menyediakan barang/jasa yang dikehendaki oleh 

pemilik pekerjaan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian antara pemenang 

tender dengan pemilik pekerjaan.28

Para pihak dalam tender terdiri atas pemilik pekerjaan/proyek yang 

melakukan tender dan pelaku usaha yang ingin melaksanakan proyek yang 

ditenderkan (peserta tender). Tender yang bertujuan untuk memperoleh pemenang 

tender dalam iklim tender yang kompetitif harus terdiri atas dua atau lebih pelaku 

usaha peserta tender. Peserta-peserta tersebut akan berkompetisi dalam

27 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU), Pedoman Pasal 22 
Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan UU No.5/1999 Tentang 
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hal. 7.

28 Krisanto, Loc C it
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mengajukan harga suatu proyek yang ditawarkan sehingga apabila peserta tender 

hanya satu, maka pilihan pemilik pekerjaan menjadi lebih terbatas.29

C. UNSUR-UNSUR PERSEKONGKOLAN TENDER

Sebelumnya telah dikemukakan pengertian persekongkolan tender yang 

berasal dari kolaborasi dua terminologi yaitu persekongkolan dan tender. Dari 

penjelasan di atas maka persekongkolan tender adalah perbuatan pelaku usaha 

yang melakukan kerja sama dengan pelaku usaha lain untuk menguasai pasar 

dengan cara mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat 

mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Dengan demikian persekongkolan 

tender memuat unsur-unsur sebagai berikut :30

1. Adanya dua atau lebih pelaku usaha. Dalam pasal 22 ditegaskan bahwa 

persekongkolan tender dapat terjadi tidak hanya antar pelaku usaha, 

tetapi juga pihak lain. Hal ini untuk mengantisipasi celah hukum 

bahwa persekongkolan dapat terjadi antara pelaku usaha (korporasi) 

tetapi juga 'antara pelaku usaha dengan individu. Misalnya oknum 

pemilik pekerjaan yang berkedudukan sebagai panitia tender.

2. Adanya kerja sama untuk melakukan persekongkolan dalam tender. 

Kerja sama ini diidentifikasikan sebagai persekongkolan apabila 

dilakukan secara tidak jujur, melawan hukum (unlawfu!) dan anti 

persaingan sehat. Unsur pertama dan kedua mempunyai korelasi positif 

dan saling menegaskan bahwa kerja sama menuntut peran dua pihak 

atau lebih.

3. Adanya tujuan untuk menguasai pasar. Dalam pasal 19 sampai dengan 

pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan batasan 

perbuatan yang mengarah pada penguasaan pasar, sehingga 

persekongkolan tender harus memenuhi unsur penguasaan pasar. 

Untuk itu persekongkolan tender harus dibuktikan adanya indikasi 

adanya penguasaan pasar dengan melihat perbuatan yang dilakukan 

termasuk dalam ruang lingkup kegiatan untuk renguasai pasar.

29 Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (KPPU), Op. Cit hal. 7.
30 Ibid, hal. 8.
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4. Adanya usaha untuk mengatur/menentukan pemenang tender. 

Keijasama yang dibangun para pihak dalam bersekongkol harus 

dibuktikan bertujuan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender. 

Dengan demikian persekongkolan dalam tender mempunyai tujuan 

ganda (double objectives), yaitu untuk menguasai pasar dan mengatur 

dan/atau menentukan pemenang tender. Juga dimungkinkan dalam 

proses tender, para pihak melakukan penguasaan pasar untuk mengatur 

dan/atau menentukan pemenang tender atau sebaliknya hal tersebut 

digunakan sebagai wahana untuk melakukan penguasaan pasar dalam 

kegiatan pemborongan, pengadaan dan penyediaan barang/jasa.

5. Mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Pasal 1 angka 6  Undang- 

Undang Nomor 5 Tahun 1999 mendefinisikan persaingan usaha tidak 

sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan 

kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang 

dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau 

menghambat persaingan usaha.

Unsur-unsur tersebut diatas merupakan elaborasi dari unsur-unsur dalam 

pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Meskipun terdapat perbedaan, 

tetapi hasil elaborasi tersebut memperjelas pemahaman terhadap persekongkolan 

tender.

D. JENIS-JÉNIS DAN INDIKASI PERSEKONGKOLAN TENDER

I. Jenis-jenis persekongkolan tender

Persekongkolan tender (bid rigging) dapat dikatakan sebagai hal yang 

lumrah teijadi di Indonesia. Kolusi yang terjadi antara penyelenggara dan peserta 

tender juga merupakan hal yang biasa sehingga dapat dikatakan tender yang 

diselenggarakan hanyalah sekedar formalitas belaka. Di dalam framework fo r  

design dan impelementation o f competition law and policy juga disebutkan 

beberapa variasi persekongkolan yang biasa dilakukan dalam proses tender.31 

Empat diantaranya adalah :32

31 Ditha Wiradiputra . Op CiLt hal. 61-62
31 A.M. Tri Anggraini, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehai

Perse Illegal atau Rule o f  Reason, ( Fakultas Hukum Universitas indonesia : 2003 ) hal. 366 -
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1. Bid suppression yaitu bentuk persekongkolan yang dilakukan antara 

peserta tender untuk memenangkan salah satu diantara mereka dengan 

cara memaksa peserta tender yang lain untuk menahan diri dalam 

mengajukan penawaran atau bahkan meminta peserta tender yang lain 

untuk menarik diri dari proses tender.

2. Compelentary Bidding yaitu salah satu bentuk persekongkolan tender 

yang mempunyai maksud yang sama yaitu untuk memenangkan salah 

satu diantara mereka dimana pihak yang diharapkan akan 

memenangkan tender akan memberikan harga yang terbaik dan para 

peserta tender yang lain juga akan memberikan penawaran yang 

kompetitif tetapi dengan klausul-klausul yang kemungkinan tidak 

dapat diterima penyelenggara tender.

3. Bid rotation scheme yaitu bentuk persekongkolan tender dimana para 

peserta tender akan secara bergiliran memenangkan tender.

4. Market Division yaitu terdiri dari beberapa cara untuk memenangkan 

tender melalui pembagian pasar. Masing -  masing kontraktor dapat 

merancang wilayah geografis atau pelanggan tertentu, sehingga jika 

teijadi kontrak diwilayah tertentu, seluruh penawar sudah mengetahui 

penawar mana yang akan memenangkan tender.

Robert Meiner membedakan dua jenis persekongkolan apabila melihat 

pihak-pihak yang terlibat yaitu persekongkolan yang bersifat horizontal 

(horizontal conspiracy) dan, persekongkolan yang bersifat vertikal (vertical 

conspiracy). Persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang diadakan 

oleh pihak-pihak yang saling merupakan pesaing, sedangkan persekongkolan 

vertikal adalah persekongkolan yang dibuat oleh pihak-pihak yang berada dalam 

hubungan penjual (penyedia jasa) dengan pembeli (pengguna jasa). Asril 

Srtompul juga membedakan persekongkolan menjadi dua yaitu persekongkolan 

intra perusahaan dan persekongkolan pararel yang disengaja. Persekongkolan intra 

perusahaan terjadi apabila dua atau lebih pihak dalam satu perusahaan terjadi 

apabila dua atau lebih pihak dalam satu perusahaan yang sama mengadakan 

persetujuan untuk mengadakan tindakan yang dapat menghambat persaingan.

367.
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diterbitkan oleh KPPU disebutkan bahwa persekongkolan dalam tender dapat 

dibedakan pada 3 jenis, yaitu :35

a) Persekongkolan horizontal

Merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia 

jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya. 

Persekongkolan ini dapat dikategorikan sebagai persekongko lan dengan 

menciptakan persaingan semu di antara peserta tender.

Bagan Persekongkolan Horizontal

Panitia Pengadaan / Panitia Lelang / Pengguna Barang 
atau Jasa / Pimpinan Proyek

Pelaku Pelaku Pelaku Pelaku
usaha/ usaha/ usaha/ usaha/

penyedia *— ► penyedia <— » penyedia <— ► penyedia
barang barang barang barang

atau jasa atau jasa atau jasa atau jasa

<-»(/>
<p

OD
00
o

Sumber : Pedoman Pasal 22 tentang larangan persekongkolan dalam tender 

(Penerbit KPPU)

b) Persekongkolan vertikal

Merupakan persekongkolan yang teijadi antara salah satu atau beberapa 

pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia 

lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan. 

Persekongkolan ini dapat teijadi dalam bentuk dimana panitia tender atau panitia 

lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan 

bekerjasama dengan salah satu atau beberapa peserta tender.

33 KPPU, Op Cit., hal. 10-12.
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Bagan Persekongkolan Vertikal

Panitia Pengadaan / Panitia Lelang / Pengguna Barang 
atau Jasa / Pimpinan Proyek

Pelaku Pelaku Pelaku Pelaku
usaha/ usaha/ usaha/ usaha/

penyedia penyedia penyedia penyedia
barang barang barang barang

atau jasa atau jasa atau jasa atau jasa

n>
- i</>
O3

00
o

Sumber : Pedoman Pasal 22 tentang larangan persekongkolan dalam tender 

(Penerbit KPPU)

c) Persekongkolan horizontal dan vertikal

Merupakan persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau 

pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan pelaku 

usaha atau penyedia barang dan jasa. Persekongkolan ini dapat melibatkan dua 

atau tiga pihak yang terkait dalam proses tender. Salah satu bentuk 

persekongkolan ini adalah tender fiktif, dimana baik panitia tender, pemberi 

perkerjaan maupun para pelaku usaha melakukan suatu proses tender hanya secara 

administratif dan tertutup.
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Bagan Persekongkolan Horizontal Dan Vertikal

Panitia Pengadaan / Panitia Lelang / Pengguna Barang 
atau Jasa / Pimpinan Proyek

Pelaku 
usaha/ 

penyedia 
barang 

atau jasa

Pelaku 
usaha/ 

penyedia 
barang 

atau jasa

Pelaku 
usaha/ 

penyedia 
barang 

atau jasa

Pelaku 
usaha/ 

penyedia 
barang 

atau jasa

n-n
i / in>
o3

00
o

Sumber : Pedoman Pasal 22 tentang larangan persekongkolan dalam tender 

(Penerbit KPPU)

II. Indikasi persekongkolan tender

Tender yang berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat atau 

menghambat persaingan usaha adalah :36

1. Tender yang bersifat tertutup atau tidak transparan dan tidak 

diumumkan secara luas, sehingga mengakibatkan para pelaku usaha 

yang berminat dan memenuhi kualifikasi tidak dapat mengikutinya;

2. Tender yang bersifat diskriminatif dan tidak dapat diikuti oleh semua 

pelaku usaha dengan kompetensi yang sama;

3. Tender dengan persyaratan dan spesifikasi teknis atau merek yang 

mengarah kepada pelaku udaha tertentu sehingga menghambat pelaku 

usaha lain untuk ikut.

Untuk mengetahui telah terjadi tidaknya suatu persekongkolan dalam 

tender, berikut dijelaskan berbagai indikasi persekongkolan yang sering dijumpai 

pada pelaksanaan tender, diantaranya :

1. Indikasi persekongkolan pada saat perencanaan, antara lain meliputi :37

- Pemilihan metode pengadaan yang menghindari pelaksanaan tender/lelang

secara terbuka.

u ibid, hal. 12-17.
37 Ib id , hal 12.
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- Pencantuman spesifikasi teknik, jumlah, mutu dan /atau waktu penyerahan 

barang yang akan ditawarkan atau dijual atau dilelang yang hanya dapat 

disuplai oleh satu pelaku usaha tertentu.

- Tender/lelang dibuat dalam paket yang hanya satu atau dua peserta 

tertentu yang dapat mengikuti /melaksanakannya.

- Ada keterkaitan antara sumber pendanaan dan asal barang/jasa.

- Nilai uang jaminan lelang ditetapkan jauh lebih tinggi dari pada nilai dasar 

lelang.

- Penetapan tempat dan waktu lelang yang sulit dicapai dan diikuti.

2. Indikasi porsekongkolan pada saat pembentukan panitia, antara lain
^  O

meliputi:

- Panitia yang dipilih tidak memiliki kualifikasi yang dibutuhkan sehingga 

mudah dipengaruhi

Panitia terafiliasi dengan pelaku usaha tertentu

- Susunan dan kinerja panitia tidak diumumkan atau cenderung ditutup- 

tutupi

3. Indikasi persekongkolan pada saat prakualifikasi perusahaan atau pra lelang, 

antara lain meliputi :39

- Persyaratan untuk mengikuti prakualifikasi membatasi dan/ atau mengarah 

kepada pelaku usaha tertentu.

- Adanya kesepakatan dengan pelaku usaha tertentu mengenai spesifikasi, 

merek, jumlah, tempat dan/atau waktu penyerahan barang dan jasa yang 

akan ditender atau dilelangkan.

- Adanya kesepakatan mengenai cara, tempat, dan/ atau waktu pengumuman 

tender/lelang.

- Adanya pelaku usaha yang diluluskan dalam prakualifikasi walaupun tidak 

atau kurang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

- Panitia memberikan perlakuan khusus/istimewa kepada pelaku usaha 

tertentu.

- Adanya persyaratan tambahan yang dibuat setelah pra-kualifikasi dan 

tidak diberitahukan kepada semua peserta.

3* Ibid, hal 13.
39 Ibid
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Adanya pemegang saham yang sama diantara peserta atau panitia atau 

pemberi pekerjaan maupun pihak lain yang terkait langsung dengan 

tender/lelang (benturan kepentingan)

4 . Indikasi persekongkolan pada saat pembuatan persyaratan untuk mengikuti 

tender/lelang maupun pada saat penyusunan dokumen tender/lelang, antara 

lain meliputi adanya persyaratan tender/lelang yang mengarah kepada pelaku 

usaha tertentu terkait dengan sertifikasi barang, mutu, kapasitas dan waktu 

penyerahan yang harus dipenuhi.40

5. Indikasi persekongkolan pada saat pengumuman tender atau lelang, antara lain 

meliputi :41

- Jangka waktu pengumuman tender/lelang yang sangat terbatas.

Informasi dalam pengumuman tender/lelang dengan sengaja dibuat tidak 

lengkap dan tidak memadai. Sementara, informasi yang lebih lengkap 

hanya diberikan kepada pelaku usaha tertentu.

Pengumuman tender/lelang dilakukan melalui media dengan jangkauan 

ataupun papan pengumuman yang sangat terbatas, misalnya pada surat 

kabar yang tidak dikenal ataupun papan pengumuman yang jarang dilihat 

publik atau pada surat kabar dengan jumlah eksemplar yang tidak 

menjangkau sebagian besar target yang diinginkan.

Pengumuman tender/lelang dimuat pada surat kabar dengan ukuran iklan 

yang sangat kecil atau pada bagian/lay-out surat kabar yang seringkali 

dilewatkan oleh pembaca yang menjadi target tender/ lelang.

6 . Indikasi persekongkolan pada saat pengambilan dokumen tender/lelang, antara 

lain meliputi :42

- Dokumen tender/lelang yang diberikan tidak lama bagi seluruh calon 

peserta tender.

- Waktu pengambilan dokumen tender sangat terbatas

- Alamat atau tempat pengambilan dokumen tender sulit ditemukan.

- Panitia memindahkan tempat pengambilan dokumen secara tiba-tiba 

menjalng penutupan waktu pengambilan.

40 ib id
41 Ibid, hal. 1 3 -1 4 .
42 Ib id , hal. 14.
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7. Indikasi persekongkolan pada saat penentuan harga perkiraan sendiri atau 

harga dasar lelang, antara lain meliputi :43

- Adanya dua atau lebih harga perkiraan sendiri atau harga dasar atas suatu 

produk atau jasa yang ditender.

- Harga perkiraan sendiri atau harga dasar hanya diberikan kepada pelaku 

usaha tertentu.

- Harga perkiraan sendiri atau harga dasar ditentukan berdasarkan 

pertimbangan yang tidak jelas/tidak wajar.

8 . Indikasi persekongkolan pada saat penjelasan tender atau open house lelang, 

antara lain meliputi i44

- Informasi atas barang/jasa yang ditender/dilelang tidak jelas dan 

cenderung ditutupi.

- Penjelasan tender/lelang dapat diterima oleh pelaku usaha yang terbatas 

sementara sebagian besar calon peserta lainnya tidak dapat menyetujuinya.

- Panitia bekerja secara tertutup dan tidak memberikan layanan atau 

informasi yang seharusnya diberikan secara terbuka.

- Salah satu calon peserta tender/lelang melakukan pertemuan tertutup 

dengan panitia.

9. Indikasi persekongkolan pada saat penyerahan dan pembukaan dokumen atau 

kotak penawaran tender/lelang, antara lain meliputi :45

Adanya dokumen penawaran yang diterima setelah batas waktu.

Adanya dokumen yang dimasukkan dalam satu amplop bersama-sama 

dengan penawaran peserta tender/lelang yang lain.

- Adanya penawaran yang diterima oleh panitia dari pelaku usaha yang 

tidak mengikuti atau tidak lulus dalam proses kualifikasi atau proses 

administrasi

- Terdapat penyesuaian harga penawaran pada saat -saat akhir sebelum 

memasukkan penawaran.

- Adanya pemindahan lokasi/tempat penyerahan dokumen penawaran 

secara tiba-tiba tanpa pengumuman secara terbuka.

45 Ibid
44 Ib id.
45 Ibid, hal. 1 4 -1 5 .
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10. Indikasi persekongkolan pada saat evaluasi dari penetapan pemenang 

tender/lelang, tiga diantaranya meliputi :46

Jumlah peserta tender/lelang lebih sedikit dari jumlah sebelumnya.

Harga yang dimenangkan jauh lebih tinggi atau lebih rendah dari 

tender/lelang sebelumnya oleh perusahaan atau pelaku usaha yang sama.

- Para peserta tender/lelang memasukkan harga penawaran yang hampir 

sama.

- Peserta tender/lelang yang sama, dalam tender/ lelang yang berbeda

mengajukan harga yang berbeda untuk barang yang sama, tanpa alasan 

yang logis untuk menjelaskan perbedaan tersebut.

Panitia cenderung untuk memberi keistimewaan pada peserta tender/lelang 

tertentu.

Adanya beberapa dokumen penawaran tender/lelang yang mirip.

Adanya dokumen penawaran yang ditukar atau dimodifikasi oleh panitia. 

Proses evaluasi dilakukan di tempat terpencil dan tersembunyi.

Perilaku dan penawaran para peserta tender/lelang dalam memasukkan 

penawaran mengikuti pola yang sama dengan beberapa tender atau lelang 

sebelumnya.

11. Indikasi persekongkolan pada saat pengumuman calon pemenang, antara lain 

meliputi :47

- Pengumuman diumumkan secara terbatas sehingga tidak diketahui secara 

optimal oleh pelaku usaha yang memenuhi persyaratan, misalnya 

diumumkan pada media massa yang tidak jelas atau diumumkan melalui 

faksimili dengan nama pengirim yang kurang jelas.

- Tanggal pengumuman tender/lelang ditunda dengan alasan yang tidak 

jelas.

- Peserta tender memenangkan tender cenderung berdasarkan giliran yang 

tetap.

- Ada peserta tender/lelang yang memenangkan tender atau lelang secara 

terus menerus di wilayah tertentu.

" I b i d .  hal 15.
47 Ibid
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Ada selisih harga yang besar antara harga ang diajukan pemenag tender 

dengan harga penawaran peserta lainnya dengan alasan yang tidak dapat 

dijelaskan atau tidak wajar

1 2 . Indikasi persekongkolan pada saat pengajuan sanggahan, antara lain 

meliputi:4*

Panitia tidak menanggapi sanggahan peserta tender.

Panitia cenderung menutupi proses dan hasil evaluasi.

13. Indikasi persekongkolan pada saat penunjukkan pemenang tender/ lelang dan 

penandatanganan kontrak, antara lain meliputi :49

Surat penunjukkan pemenang tender dikeluarkan sebelum proses 

sanggahan diselesaikan.

Penerbitan surat penunjukkan pemenang tender/lelang mengalami 

penundaan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Surat penunjukkan pemenang tender/lelang tidak lengkap.

Konsep kontrak dibuat dengan menghilangkan hal-hal penting yang 

seharusnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kontrak. 

Penandatanganan kontrak dilakukan secara tertutup.

Penandatanganan kontrak mengalami penundaan tanpa alasan yang tidak 

dapat dijelaskan.

14. Indikasi persekongkolan pada saat pelaksanaan /evaluasi pelaksanaan, antara 

lain meliputi :50

Pemenang tender mensub-contractkan pekeijaan kepada perusahaan lain 

atau peserta tender yang kalah.

Volume atau nilai proyek yang diserahkan tidak sesuai dengan ketentuan 

awal, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan

- Hasil pengerjaan tidak sesuai atau lebih rendah dibandingkan dengan 

ketentuan yang diatu dalam spesifikasi teknis tanpa alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan.

" ib id .,  hal. 16.
49 Ib id
30 Ib id
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E. Dampak persekongkolan dalam tender

Dilihat dari sisi konsumen atau pemberi kerja, persekongkolan dalam 

tender dapat merugikan dalam bentuk antara lain :5>

1. Konsumen atau pemberi kerja membayar harga yang lebih mahal daripada 

yang sesungguhnya.

2. Barang atau jasa yang diperoleh (baik dari sisi mutu jumlah» waktu, 

maupun nilai) seringkali lebih rendah dari yang akan diperoleh apabila 

tender dilakukan secara jujur.

3. Teijadi hambatan pasar bagi peserta potensial yang tidak memperoleh 

kesempatan untuk mengikuti dan memenangkan tender.

4. Nilai proyek (untuk tender pengadaan jasa) menjadi lebih tinggi akibat 

mark-up yang dilakukan pihak yang bersekongkol.

Suatu penyelenggaraan tender pengadaan alat pembasmi/ penyemprot 

nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta yang tidak 

bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah 

penyelenggaraan tender pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk yang 

tidak melakukan persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan 

gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal seperti tersebut diatas serta 

melanggar ketentuan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu pelaku 

usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau 

menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan teijadinya 

persaingan usaha tidak sehat. Seharusnya dalam Pengadaan barang/jasa wajib 

menerapkan prinsip-prinsip: pertama efisien, berarti pengadaan barang/

jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk 

mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat 

dipertanggungjawabkan; kedua efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai 

dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang 

sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan; ketiga terbuka dan 

bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa 

yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di

51 Ibid
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antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu 

berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan; keempat 

transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan 

barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, 

hasil evaluasi, penetapan calon peryedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta 

penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya; 

e.adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua 

calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah, untuk memberi keuntungan 

kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun; kelima akuntabel, 

berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi 

kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat 

sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan 

barang/jasa. Demikian suatu penyelenggaraan tender pengadaan alat pembasmi/ 

penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta yang 

tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menurut 

pendapat penulis.
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BAB III

Analisa Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 06/KPPU-L/2007 

Atas Kasus Persekongkolan Tender Pengadaan Alat Pembasmi/ Penyemprot 

Nyamuk Di Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta

A. Latar Belakang Kasus

Pada tanggal 6  Januari 2006, Kepala Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI 

Jakarta, bertindak sebagai Pengguna Anggaran Satuan Kerja yang ditunjuk untuk dan 

atas nama Gubernur Propinsi DKI Jakarta menerbitkan Surat Keputusan Kepala Biro 

Administrasi Wilayah Setda Propinsi DKI Jakarta No. 01 Tahun 2006 tentang 

Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Biro Adminstrasi Wilayah Propinsi 

DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006.52 Pada tanggal 2 Juni 2006, Gubernur Propinsi 

DKI Jakarta menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 

0014552/2006 yang memutuskan menyediakan anggaran setinggi tingginya sebesar 

Rp 35200.000.000 (tiga puluh lima milyar dua ratus juta rupiah) untuk pengadaan 

alat penyemprot/pembasmi nyamuk (mesin fogging)53. Bahwa pada tanggal 11 

September 2006, Kepala Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta 

mengajukan permohonan pelaksanaan pengadaan alat penyemprot/pembasmi nyamuk 

(mesin fogging) untuk 267 kelurahan di wilayah Propinsi DKI sebanyak 2.000 (dua 

ribu) unit kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Unit Biro Administrasi Wilayah 

Propinsi DKI Jakarta, yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro

52 Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia, Putusan Nomor : 
06/KPPU-L/2007, hal. 5.

53 Ibid
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Adm inistrasi Wilayah Setda Propinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2006 tanggal 6  

Januari 2006 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Biro 

Adm inistrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006. Dalam 

permohonan tersebut turut dilampirkan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pekerjaan, 

Rencana Anggara Biaya (selanjutnya disebut RAB), dan Patokan Harga Satuan.54

Pada tanggal 22 September 2006, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Unit 

Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta menyampaikan rencana kerja dan 

jadwal pengadaan alat penyemprot/pembasmi nyamuk (mesin fogging) kepada 

Kepala Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta dan sekaligus 

mengumumkan kegiatan pengadaan di Harian Media Indonesia dan papan 

pengumuman Kantor Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.55 Tanggal 17 Oktober 2006, 

Kepala Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta menerbitkan Keputusan 

Kepala Biro Administrasi Wilayah Setda Propinsi DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 

2006 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan Barang/Jasa Pekeijaan Pengadaan Alat 

Penyemprot/Pembasmi Nyamuk (mesin fogging) yang memutuskan PT. Bhakti Wira 
Husada sebagai Calon Pemenang Pertama, PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia 

sebagai Calon Pemenang Kedua, dan PT. Trimitra Sehati sebagai Calon Pemenang 

Ketiga.56 Pada hari yang sama, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Unit Biro 

Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta mengumumkan PT. Bhakti Wira 

Husada sebagai pemenang tender pengadaan Alat Penyfcnlprot/PembasmiNyamuk di 

Biro Administrasi Wilayah Setda Propinsi DKI Jakartamelalui Pehgumuman Nomor 

55/PL-FOGGING/X/2006.57 Bahwa pada tanggal 1 November 2006, dilaksanakan 

Penandatanganan Surat Peijanjian/Kontrak Pelaksan&dh Pekeijaan Pengadaan Alat 

Pembasmi/Penyemprot Nyamuk (mesin foggirig)Ndrttor 750/-077.I3 tanggal 1 

Nopember 2006 antara Kepala Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta 

sebagai Pihak Pertama dan PT Bhakti Wira Husada sebagai Pihak Kedua.5i

54 Ibid, hal. 7.
55 Ibid
56 Ibid, hal. 14 -15.
51 Ibid., hal. 15.
*  Ib id:
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B. Hasil Pem eriksaan Yang Dilakukan Oleh KPPU

B .I. Tahap Pengumpulan Terjadinya Pelanggaran

Pada awalnya KPPU menerima laporan mengenai adanya dugaan 

pelangaran laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran Undang-undang Nomor 5 

Tahun 1999 yang berkaitan dengan tender pengadaan alat pembasmi/penyemprot 

nyamuk (mesin fogging) di Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta tahun 

2006.59 Setelah KPPU melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan dinyatakan 

lengkap dan jelas. 60Dan atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi 

tanggal 5 April 2007 menetapkan laporan tersebut ditindaklanjuti ke tahap 

pemeriksaan pendahuluan.

B.2. T ahap Pemeriksaan Pendahuluan61 dan Pemeriksaan L anjutan 62

Dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan , Tim 

Pemeriksa dari KPPU telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat atau 

dokumen, BAP serta bukti -  bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan 

penyelidikan63. Dan setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan Tim membuat Hasil 
Pemeriksaan Lanjutan sebagai berikut :64

59 Syamsul Maarif., " Hukum Acara Persaingan ", ( Jakarta : Fakultas Hukum UPH, 2007 ), 
hal. 9. Syarat membuat Laporan Dugaan Pelanggaran ialah : harus tertulis» dalam bahasa Indonesia, 
ditandatangani oleh pelapor atau kuasa hukum pelapor, disertai dengan identitas pelapor dan bukti 
pendukung, laporan disampaikan ke Ketua KPPU baik langsung maupun melalui Kantor Perwakilan 
Daerah. Laporan harus berisi keterangan yang jelas yaitu setidak -  tidaknya memuat keterangan 
sebagai berikut: Identitas pelaku usaha yang melanggar, perjanjian atau kegiatan usaha yang diduga 
melangar, cara peijanjian atau kegiatan usaha dilakukan atau dampaknya terhadap persaingan, 
kepentingan umum atau konsumen, serta ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 yang dilanggar.

60 Ibid., hal. 10. Penelitian dan Klarifikasi dilakukan oleh Komisi melalui Sekretariat KPPU 
untuk mendapatkan kejelasan dan kelengkapan laporan. Kegiatannya antara lain mempelajari dokumen 
Laporan, mengklarifikasi data ke pelapor dan sumber -  sumber lainnya. Hasilnya dituangkan dalam 
Resume Laporan Dugaan Pelanggaran. Isi Resume Laporan antara lain : Identitas pelaku usaha yang 
melanggar, peijanjian atau kegiatan usaha yang diduga melangar, cara peijanjian atau kegiatan usaha 
dilakukan atau dampaknya terhadap persaingan, kepentingan umum atau konsumen, serta uraian 
ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 yang dilanggar.

61 Ibid., hal 13. Pemeriksan Pendahuluan dilakukan oleh Tim Pemeriksa Pendahuluan yang 
sekurang -  kurangnya terdiri dari 3 orang anggota komisi dan tujuan Pemeriksaan Pendahuluan adalah 
untuk mendapatkan pengakuan terlapor dan atau bukti awal yang cukup terjadinya pelanggaran.

62 Ibid., hal. 16. Pemeriksan Lanjutan dilakukan oleh Tim Pemeriksa Lanjutan dan tujuan 
Pemeriksaan Lanjutan adalah untuk mendapatkan bukti yang cukup adanya pelanggaran serta bukti 
dianggap cukup apabila ditemukan setidak -  tidaknya 2 alat bukti yang saling mendukung.

°  Komisi Pengawas Persaingan Usaha ( KPPU ), Op Cit, hal 3.
64 Ibid, hal 5.
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B 2.L  Tentang Identitas Para Terlapor

B.2.1.1. Terlapor I, PT Bhakti Wira Husada,

beralamat kantor di Jl. Tebet Utara I No. 20, Jakarta 

Selatan 12820, adalah pelaku usaha yang berbentuk 

badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu 

Perseroan Terbatas dengan Akta Perubahan Terakhir No. 

17 tanggal 28 Oktober 2005 yang dibuat oleh Notaris 

Elliza Asmawel, SH, melakukan kegiatan usaha antara 

lain dalam industri farmasi dan alat-alat perlengkapan 

kesehatan, dan menjalankan perusahaan apotik dan 

laboratorium;65

B.2.1.2. Terlapor II, PT Perusahaan Perdagangan 

Indonesia, beralamat kantor di Wisma 1TC, Jl. Abdul 

Muis No. 8 , Jakarta 10160, adalah pelaku usaha yang 
berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan Republik Indonesia 

berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta No. 4 
tanggal 9 Juni 2003 yang dibuat oleh Notaris Betsail 

Untajana, SH, yang melakukan kegiatan usaha dalam 

bidang perdagangan umum;66

B 2 A 3 .  Terlapor III, PT Trimitra Sehati, beralamat 

kantor di Hayam Wuruk Plaza 111, Room C Lt 6 , Jl. 

Hayam Wuruk 108 Jakarta Pusat, adalah pelaku usaha 

yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan Republik Indonesia 

berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta No. 40 

tanggal 18 Februari 2003 yang dibuat oleh Notaris Piter

65 Ibid., hal. 3 - 4 .
66 Ibid., hal. 4.
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Lie, SH, yang melakukan kegiatan usaha menyediakan 

dan menjual alat kesehatan,kedokteran, dan farmasi;67

B.2.1.4. Terlapor IV, PT Rama Mandiri, beralamat 

kantor di Jl. Permata Hijau Blok F RT 0I7/RW 010 No. 

37 Jakarta Selatan 12210, adalah pelaku usaha yang 

berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan Republik Indonesia 

berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta No. 5 

tanggal 5 Juni 2006 yang dibuat oleh Notaris Irma 

Bonita, SH, yang melakukan kegiatan usaha perdagangan 

umum dan jasa lainnya;68

B2.1.5. Terlapor V, PT Penta Valent, beralamat kantor 

di Jl. Daan Mogot Gg Macan No. 4, Kedoya Utara 

Jakarta Barat, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan 

hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang- 

undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan 

Terbatas dengan Akta No. 80 tanggal 31 Maret 2005 

yang dibuat oleh Notaris Erly Soehandjojo, SH, yang 

melakukan kegiatan usaha dalambidang perdagangan 
besar,69

B.2.1.6. Terlapor VI, PT Aiiiigerah Multi 

Perkasatama, beralamat kantor di Jl. Karang Anyar 

Raya, Komplek Karang Anyar Permai 53 -  54, Blok A 

Nomor 9 Jakarta Pusat 10740, adalah pelaku usaha yang 

berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan 

peraturan perundang-undangan Republik Indonesia 

berupa suatu Perseroan

67 Ibid.
Ä ibid.
69 Ibid, hal. 5

Universitas Indonesia

Persekongkolan yang..., Rully Hesrul Yudia Wangi, FH UI, 2008



36

Terbatas, yang ditunjuk oleh Blancfog Singapore sebagai 

agen tunggal mesin fogging merek Blancfog sejak 

tanggal 19 Mei 2006;70

B.2.1.7. Terlapor VII, Panitia Pengadaan Barang dan 

Jasa Unit Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI 

Jakarta, yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan 

Kepala Biro Administrasi Wilayah Setda Propinsi DKI 

Jakarta No. 1 Tahun 2006 tanggal 6  Januari 2006 tentang 

Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Biro 

Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta Tahun 

Anggaran 2006;71

B.2.1.8. Terlapor VIII, Kepala Biro Administrasi 

Wilayah Propinsi DKI Jakarta, bertindak sebagai 

Pengguna Anggaran Satuan Keija yang ditunjuk untuk 

dan atas nama Gubernur Propinsi DKI Jakarta.72

B.22. Pemakaian Perusahaan sebagai peserta tender73

B22.1. M. Bahri mengetahui ada tender pengadaan 

Alat Pembasmi/Penyemprot Nyamuk (mesin fogging) 

dari papan pengumuman di Biro Administrasi Wilayah 

Propinsi DKI Jakarta (vide bukti B31);

B 222 . M. Bahri menghubungi Jeffty Bunyamin 

terkait dengan masalah pendanaan dalam mengikuti 

tender. Jeffiy Bunyamin kemudian menghubungi 

Sugiarto Santoso agar bersedia menjadi investor untuk 

mendanai tender ini (vide bukti B31);

B 223 . M. Bahri bersama dengan Jeflry Bunyamin 

kemudian mencari perusahaan yang mempunyai alat

70Ibid
71 Ibid
72 Ibid
73 Ibid, hal. 15 -17 .
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pembasmi/penyemprot nyamuk dan dipilihlah Abidin 

Herman (Direktur Terlapor VI, agen tunggal merek 

Blancfog) (vide bukti B31);

B.22.4. Abidin Herman sudah pernah berbisnis dengan 

Sugiarto Santoso dan bahkan masih terlibat masalah 

hutang piutang (vide bukti B31);
B.22.5. M. Bahri kemudian menghubungi Ahmad 

Hidayat (Marketing Terlapor I) untuk menyampaikan 

kemungkinan meminjam Terlapor I dalam tender 

pengadaan Alat Penyemprot/Pembasmi Nyamuk di 

Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta (vide 

bukti B29, B3J);
B.22.6. Terlapor 1 sudah sering dipinjam untuk 

mengikuti tender (vide bukti BI);

B22.7. Terlapor I bersedia digunakan dan siap 
ditunjuk sebagai pemenang dengan fee bendera sebesar 

2%, untuk mengikuti tender pengadaan Alat 

Penyemprot/Pembasmi Nyamuk di Biro Administrasi 

Wilayah Propinsi DKI Jakarta. Hal ini dipertegas dalam 
Surat Peijanjian Keijasama antara Terlapor I dengan 

Jeffiy Bunyamin (vide bukti BI, B29t C97);

B.2.2.8. M. Bahri dan Jeffry Bunyamin menugaskan 

Ahmad Hidayat untuk mencari perusahaan pendamping 

bagi Terlapor I. Diperoleh Terlapor IV, Terlapor V, 

Terlapor U sebagai perusahaan yang mendampingi 

Terlapor I {vide bukti B31);

B 22.9 . M. Bahri menghubungi sendiri Direktur 

Terlapor 111 untuk meminjam perusahaannya dalam 

tender ini, Terlapor III bersedia meminjamkan
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perusahaannya namun tidak bersedia menjadi 

pemenang (vide bukti B31 dan B9);

B.22.10. Dalam rangka peminjaman perusahaan, 

Terlapor IV meminta fee sebesar 5% apabila dinyatakan 

sebagai pemenang tender. Terlapor IV hanya 

memasukkan Nilai Proyek Tertinggi (NPT) sebesar Rp

5.398.700.000 (lima milyar tiga ratus sembilan puluh 

delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), padahal Terlapor

IV pernah mengerjakan proyek senilai Rp

12 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0  (dua belas milyar rupiah) (vide bukti 

B4)\ B.2.2.11. Sebagai perusahaan pendamping, 

Terlapor IV dan Terlapor V menerima fee sebesar Rp

15.000.000 (lima belas juta rupiah), Terlapor II sebesar 

Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), sedangkan 

Terlapor III sampai sekarang belum menerima fee (vide 

bukti B9, B29);
B.22A2. Dalam tender ini, Jeffry Bunyamin sebagai 

penghubung kepada investor, menerima fee sebesar 

1,5% dari nilai proyek, sedangkan Sugiarto Santoso 

selaku investor memperoleh keuntungan sebesar 9% 

dari nilai proyek setelah dikurangi biaya-biaya. Ahmad 

Hidayat memperoleh fee sebesar Rp 50.000.000 (lima 

puluh juta rupiah) dari Terlapor I (vide bukti BI2, B29); 

B 22A 3. Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor II, dan 

Terlapor III hanya menyiapkan dokumen administrasi 

perusahaan saja sedangkan dokumen penawaran secara 

keseluruhan disusun oleh Sugiarto Santoso bersama 

dengan M. Bahri. Baik Terlapor III, Terlapor Terlapor, 

maupun Terlapor II tidak pernah mengikuti 

pelaksanaan proses tender (vide bukti B18, B22, B23,
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B31); B.2.2.14. Prasetyo Sidi (Kepala Cabang Terlapor

V Jakarta Timur) dan Darsim meminjamkan 

perusahaannya untuk mengikuti tender tanpa 

sepengetahuan Direktur Terlapor V. Baik Prasetyo Sidi 

maupun Darsim tidak pemah mengikuti jalannya proses 

tender, termasuk menghadiri acara Aanwijzing maupun 

pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran 

namun tanda tangannya ada dalam daftar hadir (vide 

bukti B22);

B22A5. Hasan Basnapal meminjamkan Terlapor II 

untuk mengikuti tender tanpa sepengetahuan Direktur 

Terlapor II. Direktur Terlapor II tidak pemah 

menghadiri acara Aanwijzing serta pemasukan dan 

pembukaan dokumen penawaran, namun tanda 

tangannya ada dalam daftar hadir (vide bukti B¡8).

B.2.3. Kerja Sama Antara Terlapor I dan Jeffry Bunyamin74

B.23.1. Tanggal 25 September 2006, Terlapor I 

membuat Surat Perjanjian Keijasama (selanjutnya 

disebut SPK) No. 437/SPK/IX/2006 dengan Jeffry 

Bunyamin dalam rangka penanganan proyek 

Pengadaan Alat Kesehatan Tahun Anggaran 2006 di 

Pemda DKI Jakarta. Surat Perjanjian ini berisi antara 

lain tentang pemberian fee bendera sebesar 2 % dari 

Jeffry Bunyamin kepada Terlapor I yang langsung 

ditransfer ke rekening Terlapor I (BNI 46 A/C No. 

0011777315 cabang Tebet). Dalam SPK ini terdapat 

Addendum yang membahas mengenai Perhitungan 

Restitusi Pajak (vide bukti BI, BI2, C97, C l05);

74 Ibid, hal. 17-18 .
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B 232. Tanggal 10 Oktober 2006, Terlapor I 

memberikan Surat Kuasa No. 36I/UM/BWH/X/2006 

kepada Jefiry Bunyamin untuk membuka rekening atas 

nama Terlapor I di Bank Artha Graha Cabang 

Suryopranoto, bukan kepada Sugiarto Santoso (vide 

bukti B12, C106);

B.23.3. Tanggal 20 Desember 2006, Pemda DKI 

Jakarta membayar kepada Terlapor I ke rekening 

Terlapor I di Bank Artha Graha sebesar Rp 

26J94.965.000 (dua puluh enam milyar lima ratus 

sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh 

lima ribu rupiah) (vide bukti Cl 03);

B.23.4. Tanggal 21 Desember 2006, Jeffry sebagai 

kuasa Terlapor I menarik tunai dana sebesar Rp

26.594.965.000 (dua puluh enam milyar lima ratus 

sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh 

lima ribu rupiah) (vide bukti C103);

B23.5. Tanggal 3 Januari 2007, Jefiry Bunyamin 

mentransfer uang sejumlah Rp 531.000.000 (lima ratus 

tiga puluh satu juta rupiah) kepada Terlapor I melalui 

Bank BNI untuk pembayaran fee peminjaman 

perusahaan (vide bukti C99).

B.2.4. Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank Artha

G raha75

B.2.4.1. Tanggal 2 Oktober 2006, Bank Artha Graha 

menerbitkan Surat Keterangan Dukungan Keuangan 

untuk Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, 

Terlapor V, PT Bumi Paradise, dan PT Kamara Idola 

(vide bukti BI7)\

75 Ibid., hal. 18-19
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B.2.4.2. Surat Keterangan Dukungan Keuangan 

Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan 

Terlapor V diberikan sesuai permintaan Sugiarto 

Santoso selaku Kuasa Direktur masing-masing 

perusahaan dengan Surat Kuasa tertanggal 2 Oktober 

2006 (vide bukti Cl, C2, C3, C4, C6);

B.2.4.3. Terlapor III, Terlapor II, dan Terlapor V tidak 

pernah memberikan Surat Kuasa kepada Sugiarto 

Santoso (vide bukti B2, B18, BI 9, B22).

B.2.5. Pemesanan Mesin Fogging Merek Blancfog Oleh Terlapor 
VI76

B.2.5.1. Tanggal 19 Mei 2006, Terlapor VI menjadi 

agen tunggal Blancfog di Indonesia (vide bukti B6, 

C46);

B.2.5.2. Tanggal 26 Juni 2006, terdapat dokumen 

Rincian Analisis Perhitungan CIF Harga Satuan 

Pengadaan Peralatan Blancfog Portable Thermal 

Fogger BL 35 dari Terlapor VI kepada Bp Inggard 

Joshua (vide bukti C91)\

B.2.5.3. Data pembelian mesin fogging Terlapor VI 

sejak Mei s/d Oktober 2006 adalah sebagai berikut: 

(vide bukti C75);

No. Tanggal Jumlah (unit)

1.20 Mei 2006 10

2.26 Mei 2006 10

3.23 Agustus 2006 5

4.28 September 2006 600

5.10 Oktober 2006 800

6.30 Oktober 2006 700

u lbid.t hal. 19.
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B.2.6. Harga Mesin Fogging dalam Buku Patokan Harga Satuan77

B.2.6.1. Dalam Buku Patokan Harga Satuan Pemda 

DKI Jakarta hanya terdapat harga mesin fogging merek 

Agrofox Type AF 35, yaitu sebesar Rp 18.505.700 

(delapan belas juta lima ratus lima ribu tujuh ratus 

rupiah) (vide bukti BI4);

B.2.6.2. Dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah 

Propinsi DKI Jakarta No. 6/SE/2004 tanggal 3 Maret 

2004, perihal Permohonan Usulan Patokan Harga 

Satuan pada point 3 dan 4, disebutkan bahwa (vide 

Bukti B24f C86):

B.2.62.1. Terhadap barang/jasa lainnya yang 

tidak tercantum dalam buku patokan harga 

satuan, Kepala Unit/Satuan Keija dalam 

mengajukan usulan harga satuan agar 

mencantumkan sumber informasi harga serta 

alamat lengkap penyedia barang, bentuk usulan 

beserta lampiran permohonan sebagaimana 

lampiran surat edaran ini dan usulan harga 

tersebut merupakan informasi harga yang wajar 

sesuai dengan kebutuhan unit/satuan kerja;

B2.622. Permohonan harga satuan barang/jasa 

lainnya dari unit/satuan kerja yang data 

spesifikasi barangnya mirip atau mendekati 

dengan data yang tercantum dalam buku 

patokan harga satuan, maka Kepala Unit/Satuan 

Keija sebagai pengguna barang untuk 

mengikuti/ menggunakan harga spesifikasi yang

77 Ibid , hal. 19-20.
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telah tercantum dalam buku patokan harga 

satuan dimaksud;

B.2.6.3. Surat Edaran tersebut dibuat berdasarkan 

ketentuan dalam Pasal 8 angka 3 Keputusan Gubernur 

Propinsi DKI Jakarta No. 108 Tahun 2003 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 

Daerah Propinsi DKI Jakarta.

B.2.7. Fakta lain78

B.2.7.1. Addendum dalam Surat Peijanjian 

Kerjasama antara Terlapor I dan Jeffry 

Bunyamin mengatur mengenai penerimaan 

restitusi PPN sebesar Rp 1.700.000.000 (satu 

milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan 

pembagian sebagai berikut (vide Bukti C105)i

B.2.7.1.1. 60% untuk Terlapor I, sebesar 

Rp 1.020.000.000 (satu milyar dua puluh 

juta rupiah);

B.2.7.12. 40% untuk Jeffry Bunyamin, 

sebesar Rp680.000.000 (enam ratus 

delapan puluh juta rupiah);

B2.7.2. Sampai pemeriksaan lanjutan ini 

berakhir,permasalahan mengenai pembayaran 

pajak belum selesai dan addertdum tersebut 

belum dilaksanakan.

B.2.8. Dugaan Persekongkolan Horisontal

Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, 

dan Terlapor V diduga bersekongkol dalam 

mengikuti tender pengadaan Alat Penyemprot 

Nyamuk (mesin fogging) di Biro Administrasi

71 Ibid, hal. 20-21.
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Wilayah Propinsi DKI Jakarta Tahun 2006 berupa: 

Persaingan semu dalam mengikuti tender 

pengadaan Alat Penyemprot Nyamuk (mesin 

fogging). Persaingan semu tersebut terjadi dalam 

bentuk kesamaan dokumen tender karena dokumen 

tender tersebut dipersiapkan oleh pihak yang sama, 

yaitu M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin, 

dan Sugiarto Santoso.

B.2.9. Dugaan Persekongkolah Vertikal

Terlapor VIII merekomendasikan hanya mesin 

Fogging merek Blancfog sebagai produk yang 

ditawarkan oleh Terlapor VI dalam Surat 

Permohonan Patokan Harga Satuan kepada 

Kepala Biro Perlengkapan Propinsi DKI 

Jakarta.
B.2.10 Kesimpulan

B.2.10.1 Persekongkolan horizontal antara Terlapor I, 

Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V 

yang difasilitasi oleh M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jefrry 

Bunyamin, dan Sugiarto Santoso untuk memenangkan 

PT Bhakti Wira Husada dalam tender pengadaan Alat 

Penyemprot/Pembasmi Nyamuk (mesin Fogging) pada 

Biro Administrasi Wilayah Setda Propinsi DKI Jakarta 

tahun 2006;

B2.10.2. Persekongkolan vertikal antara Terlapor VI 

dan Terlapor VIII serta Terlapor VII untuk 

memenangkan mesin fogging merek Blancfog dalam 

tender pengadaan Alat Penyemprot/Pembasmi Nyamuk 

(mesin fogging) pada Biro Administrasi Wilayah Setda 

Propinsi DKI Jakarta tahun 2006.
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C. Analisa Terhadap Penerapan Pasal -  Pasal Di Dalam Undang -  Undang 
Nomor 5 Tahun 1999 Oleh Kppu Dalam Memutus Perkara Persekongkolan
Tender Proyek Pengadaan Alat Penyemprot/Pembasmi Nyamuk (Mesin

Fogging) Pada Biro Administrasi Wilayah Setda Propinsi DKI Jakarta Tabun 

2006 Serta Perbandingan Dengan Putusan Banding Pengadilan Banding 

Amerika Serikat,Amerika Serikat Sebagai Penggugat -Terbanding, Versus, 

James P. Heffernan Sebagai Tergugat -  Pembanding No. 94-1080.

C.l Analisis Tentang Penyusunan Dokumen Penawaran

C.l.l.Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan

Terlapor V mengikuti tender pengadaan Alat Penyemprot Nyamuk

(mesin fogging) di Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta 

Tahun 2006;

C.l 2. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan 

Terlapor V tidak menyusun dokumen penawaran, termasuk harga 

penawarannya;

C.l 3. Bahwa yang menyusun dokumen penawaran milik kelima 

perusahaan tersebut adalah M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffry 

Bunyamin, dan Sugiarto Santoso;

C.l.4. Bahwa dengan disusunnya dokumen penawaran oleh pihak 

yang sama, maka terdapat kesamaan dokumen penawaran milik 

terlapor I, Terlapor U, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V 

berupa:

C. 1.4.1. Surat Pengantar Penawaran Pengadaan alat 

Fogging;

C.l.42. Surat Keterangan Dukungan Keuangan;

c.l.4.3. Garansi Bank;

C.l.4.4. Daftar Spesifikasi Teknis Beserta

Kelengkapannya;
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C.1.4.5. Surat Dukungan, Surat Kesanggupan 
Penyediaan Suku Cadang, Kesediaan Peninjauan, 
Kesanggupan Pelayanan Puma Jual dari Terlapor VI;
C.l .4.6. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;

C.l.4.7. Surat Pernyataan Bersedia Masuk Dalam 
Daftar Hitam;

C.l.4.8. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan 
Pengadilan;

C.l .4.9. Dukungan Bank;

C.1.4.10. Bahwa dengan disiapkannya dokumen 

penawaran oleh pihak yang sama yaitu M. Bahri, 

Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin dan Sugiarto 

Santoso, termasuk surat keterangan dukungan keuangan 

dan garansi bank dari Bank Artha Graha atas nama 

Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan 

Terlapor V, menunjukkan telah teijadi pengaturan 

dalam tender yang mengakibatkan teijadinya 

persaingan semu diantara masing-masing perusahaan 

tersebut.

C.2. Adalisi Tentarig Pengaturan Pemenang Tender

C.2.1. Bahwa Terlapor I bersedia dipinjam oleh M Bahri dan Jeffry 

Bunyamin dengan fee bendera sebesar 2% yang termuat dalam Surat 

Peijanjian Keijasama No. 437/SPK/DC/2006 tanggal 25 September 

2006;

C2 2 . Bahwa pengaturan pemenang tender oleh M. Bahri bersama 

dengan Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin dan Sugiarto Santoso 

dilakukan melalui penentuan harga penawaran Terlapor I yang dibuat 

lebih rendah dibandingkan dengan harga penawaran perusahaan 

pendampingnya;
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C.23. Bahwa sesuai dengan Surat Perjanjian Ketjasama antara 

Terlapor I dan Jeffry Bunyamin yang memuat klausul tentang 

besarnya fee bendera yang diminta oleh Terlapor I sebesar 2%, maka 

M. Bahri bersama dengan Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin dan 

Sugiarto Santoso menetapkan Terlapor I sebagai perusahaan yang 

akan ditunjuk sebagai pemenang karena Terlapor I meminta fee  yang 

lebih rendah bila dibandingkan dengan perusahaan lain yang menjadi 

pendamping;

C.2.4. Bahwa Panitia menggugurkan Terlapor IV dalam evaluasi 

kualifikasi karena Kemampuan Dasarnya (KD) tidak mencukupi. 

Dalam dokumen penawarannya, Terlapor IV hanya memasukkan Nilai 

Proyek Tertinggi (NPT) sebesar Rp 5.398.700.000 (lima milyar tiga 

ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), padahal 

Terlapor IV pernah mengerjakan proyek senilai Rp 12.000.000.000 

(dua belas milyar rupiah);

C.2.5. Bahwa Terlapor IV tidak diposisikan sebagai perusahaan 

pemenang tender oleh M Bahri dan Jeffry Bunyamin karena meminta 

fee lebih besar dari Terlapor I yaitu sebesar 5%. Hal ini dilakukan 

dengan cara tidak memasukkan KD Terlapor IV senilai Rp

12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah). Apabila KD Terlapor IV 

yang dimasukkan senilai Rp 12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah, 

maka Terlapor IV dapat ditunjuk sebagai pemenang karena 

penawarannya terendah.

C 3. Analisis Tentang Penentuan Mesin Blancfog sebagai Pemenang

C.3.1. Bahwa tanggai 26 Juni 2006, Terlapor VIII mengajukan 

patokan harga satuan kepada Biro Perlengkapan Propinsi DKI Jakarta 

dengan hanya mencantumkan mesin fogging merek Blancfog;
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C.32. Bahwa pengajuan harga satuan tersebut mengacu pada Surat 

Edaran Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 6/SE/2004 tanggal

3 Maret 2004 perihal Permohonan Usulan Patokan Harga Satuan;

C.3 J .  Bahwa point 4 Surat Edaran tersebut menyatakan ’’Permohonan 

harga satuan barang/jasa lainnya dari unit/satuan kerja yang data 

spesifikasi barangnya mirip atau mendekati dengan data yang 

tercantum dalam buku patokan harga satuan, maka Kepala Unit/Satuan 

Keija sebagai pengguna barang untuk mengikuti / menggunakan harga 

spesifikasi yang telah tercantum dalam buku patokan harga satuan 

dimaksud;

C.3.4. Bahwa dalam buku patokan harga satuan Pemda DKI Jakarta 

sudah terdapat harga mesin fogging merek Agro fox;

C.3.5. Bahwa mengacu pada point 4 Surat Edaran Sekretaris Daerah 

Propinsi DKI Jakarta No. 6/SE/2004 tanggal 3 Maret 2004, Terlapor 

VIII tidak perlu mengajukan patokan harga satuan mesin fogging 

yang lain karena sudah ada harga patokan untuk barang yang 

spesifikasinya mirip atau mendekati;

C.3.6. Bahwa mesin fogging adalah barang yang umum, bukan 

merupakan peralatan yang mempunyai spesifikasi khusus sehingga 

spesifikasinya tidak banyak berbeda antara merek satu dengan yang 

lain;

C3.7. Bahwa dengan demikian, tindakan Terlapor VIII yang hanya 

mengajukan usulan patokan harga satuan mesin fogging merek 

Blancfog adalah karena Blancfog sejak awal sudah ditetapkan sebagai 

produk yang akan dimenangkan dalam tender ini; C3.8. Bahwa 

Sugiarto Santoso bersedia menjadi investor untuk peserta yang 

membawa mesin fogging merek Blancfog karena sudah mendapat 

kepastian bahwa Blancfog yang akan ditunjuk sebagai pemenang.
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C.4. Analisis Tentang Pemesanan Mesin Fogging Merek Blancfog oleh

Terlapor VI sebelum penentuan pemenang tender

C.4.1. Bahwa Terlapor VII mengumumkan Terlapor I sebagai 

pemenang tender pada tanggal 17 Oktober 2006;

CA2. Bahwa sejak awal Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI 

Jakarta telah merencanakan Blancfog sebagai pemenang tender 

sehingga Terlapor VI berani melakukan pemesanan mesin fogging 

merek Blancfog dalam jumlah yang besar sejak tanggal 28 September 

2006, jauh sebelum pengumuman pemenang sebagaimana diuraikan 

dalam butir d bagian temuan 

pemeriksaan;

C.43. Bahwa pemesanan mesin fogging dalam jumlah besar tersebut 

membutuhkan biaya yang besar yang secara tidak langsung menjadi 

yang harus ditanggung oleh Terlapor VI, antara lain biaya 

penyimpanan;

C.4.4. Bahwa Terlapor VI tidak mungkin berani memesan mesin 

fogging dalam jumlah besar apabila tidak ada jaminan bahwa Blancfog 

akan ditetapkan sebagai pemenang karena Terlapor VI akan 

menanggung risiko barang tidak laku.

C.5. Analis Tentang Keterlibatan Terlapor Vll

C.5.1. Bahwa Terlapor III, Terlapor V, Terlapor II tidak pemah hadir 

dan mengikuti jalannya proses tender, namun terdapat tanda tangan 

wakil dari masing-masing perusahaan tersebut dalam dokumen daftar 

hadir Aanwijzing maupun pemasukan dan pembukaan dokumen 

penawaran;

C.52. Bahwa Terlapor VII dengan sengaja tidak memeriksa personil 

yang mewakili perusahaan dalam mengikuti tender;

C.5 3 . Bahwa dengan demikian Terlapor VII tidak melaksanakan tugas 

dan fungsinya dengan benar.
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C.6 . Analis Tentang Terlapor I

C.6.1. Bahwa Terlapor 1 adalah salah satu unit usaha dari Yayasan Eka 

Paksi (TNI Angkatan Darat);

C.62 . Bahwa Terlapor 1 sering dipinjam untuk mengikuti tender dan 

berpendapat bahwa pinjam meminjam perusahaan merupakan hal yang 

lazim dalam mengikuti tender termasuk pemberian fee sebesar 2 -  5% 

apabila menjadi pemenang;

C.63. Bahwa Terlapor I sudah pernah berperkara di K.PPU dan 

dinyatakan bersalah dalam persekongkolan tender pengadaan alat 

kesehatan di RSUD Cibinong tahun 2005 walaupun belum mempunyai 

kekuatan hukum yang tetap;

C.6.4. Bahwa Terlapor 1 tidak mempunyai kemampuan baik secara 

finansial dan teknikal untuk dapat ditunjuk sebagai pemenang tender 

dimana seluruh pendanaan diperoleh dari Sugiarto Santoso.

Akhirnya, berdasarkan bukti -  bukti, keterangan saksi - saksi dan Berita Acara 

Pemeriksaan ( BAP ) yang telah dihasilkan dari pemeriksaan dan penyelidikan atas 

perkara ini, Majelis Komisi, Benny Pasaribu, Ph.D. sebagai Ketua Majelis Komisi, Ir. 

Tadjuddin Noer Said, dan Yoyo Arifardhani, SJH., MM., LL.M., masing-masing 
sebagai Anggota Majelis Komisi, dibantu oleh Endah Widwianingsih, S.H., dan 

Dewitya Irian i, S.H. masing-masing sebagai Panitera memutuskan pada hari Selasa 

tanggai 18 September 2007 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan 

terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 September 2007 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, 

dan Terlapor VI terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1999;

2. Menyatakan Terlapor VII, dan Terlapor VIII tidak terbukti melanggar 

ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999;

3. Menghukum Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor

V untuk tidak mengikuti tender pengadaan di lingkungan Pemerintah Daerah
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di Propinsi DKI Jakarta selama 2 (dua) tahun sejak putusan ini mempunyai 

kekuatan hukum tetap;

4. Menghukum Terlapor VI untuk tidak memasok barang/jasa di lingkungan 

Pemerintah Daerah di Propinsi DKI Jakarta selama 2 (dua) tahun sejak 

putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin dan Sugiarto 

Santoso untuk tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam 

tender pengadaan di lingkungan Pemerintah Daerah di Propinsi DKI Jakarta 

selama 2  (dua) tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6 . Menghukum Terlapor I membayar ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000 

(seratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran 

pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen 

Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas 

Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta 

Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan 

Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

7. Menghukum Terlapor II membayar ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000 

(sepuluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran 

pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen 

Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas 

Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta 

Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan 

Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

8 . Menghukum Terlapor IV membayar ganti rugi sebesar Rp. 15.000.000 

(lima belas juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran 

pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen 

Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas 

Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta 

Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan 

Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
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9. Menghukum Terlapor V membayar ganti rugi sebesar Rp. 15.000.000 (lima 

belas juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran 

pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen 

Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas 

Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta 

Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan 

Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);

10. Menghukum Terlapor VI membayar ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000 

(seratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran 

pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen 

Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas 

Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat di Jl. Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta 

Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan 

Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).

Dalam perkara persekongkolan tender proyek pengadaan alat 

penyemprot/pembasmi nyamuk (mesin fogging) pada Biro Administrasi Wilayah 

Setda Propinsi DKI Jakarta Tahun 2006 ini, majelis komisi menggunakan pasal 22 

Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai dasar untuk membuat putusan. 

Berdasarkan penjabaran mengenai putusan KPPU di pembahasan sebelumnya, akan 

diadakan penganalisaan teriiadap putusan KPPU mengenai dugaan terjadinya praktek 

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat terhadap proses tender yang 

dilakukan oleh Panitia pengadaan barang atau jasa pengadaan alat 

penyemprot/pembasmi nyamuk (mesin fogging) pada Biro Administrasi Wilayah 

Setda Propinsi DKI Jakarta Tahun 2006 dengan melihat pada perspektif hukum 

persaingan usaha yang terdapat pada pasal -  pasal dalam Undang -  Undang Nomor 5 

Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat.
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Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan 

atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya 

persaingan usaha tidak sehat”.

Unsur -  unsur dari pasal 22 Undang -  Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut diatas 

akan dijabarkan sebagai berikut:

I. Unsur Pelaku Usaha

Menurut pasal 1 angka 5 Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1999, 

yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah :

“ Orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk 

badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum 

negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama 

melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha 

dalam bidang ekonomi

Dalam putusannya KPPU bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara 

ini adalah Terlapor I, Terlapor I I , Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI 

yang identitasnya disebutkan dalam B.2.1. Tentang Identitas Para Terlapor diatas. 

Maka berdasarkan bukti -  bukti tersebut dalam B.2.1. Tentang Identitas Para 

Terlapor, secara sah dan meyakinkan bahwa Terlapor I, Terlapor II , Terlapor III, 

Terlapor IV, Teflapor V, dan Terlapor VI telah memenuhi unsur pasal 1 angka 5 

Undang -  Undang Nomor 5 Tahun 1999.

II. Unsur Bersekongkol

Menurut pasal 1 angka 8  Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1999 

dinyatakan bahwa:
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"Kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas 

inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya 

memenangkan peserta tender tertentu "

Pada putusan KPPU Perkara Nomor: 06/KPPU-L/2007, KPPU 

menentukan bahwa persekongkolan dalam pasal 22 Undang -  Undang Nomor 5 

Tahun 1999 merupakan lex specialis dari ketentuan persekongkolan dalam pasal 1 

angka 8 ( lex generalis ) seperti yang telah disebutkan diatas. Sehingga jika kedua 

pasal ini dihubungkan, maka persekongkolan / konspirasi usaha dapat dilakukan 

antara pelaku usaha dengan pelaku usaha lain seperti yang diakomodir dalam pasal 1 

angka 8 Undang -  Undang Nomor 5 Tahun 1999 maupun pihak lain ( yang akan 

dibahas dalam pembahasan selanjutnya ) seperti yang diakomodir dalam pasal 2 2  

Undang -  Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dan unsur bersekongkol menurut pedoman 

pasal 22 Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1999 antara lain dapat berupa:

1 . Kerjasama antara dua pihak atau lebih;

2 . Secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan 

penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya; Membandingkan dokumen 

tender sebelum penyerahan;

3 . Menciptakan persaingan semu;

4 . Menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan;

5 . Tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau 

sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur 

dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu;

6 . Pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak 

terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang 

mengikuti tender, dengan cara melawan hukum.

Dijelaskan juga berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999, persekongkolan dapat teijadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu 

persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari 

persekongkolan horizontal dan vertikal. Serta yang dimaksud dengan 

persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha
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atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan 

jasa pesaingnya; dan persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang teijadi 

antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan 

panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau 

pemberi pekerjaan, sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal 

adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang 

dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau 

penyedia barang dan jasa.

Didalam perkara ini persekongkolan horizontal dilakukan oleh Terlapor I, 

Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dalam bentuk 

sebagai berikut: Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V 

adalah perusahaan yang dipinjam oleh M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin 

dan Sugiarto Santoso dan secara bersama-sama menawarkan mesin fogging merek 

Blancfog milik Terlapor VI dalam mengikuti tender pengadaan alat 

pembasmi/penyemprot nyamuk (mesin fogging) di Biro Administrasi Wilayah 

Propinsi DKI Jakarta. Dengan demikian, unsur bersekongkol terpenuhi.

III. Unsur Pihak Lain

Istilah pelaku usaha lain dalam pedoman pasal 22 Undang -  Undang Nomor 5 

Tahun 1999 disebutkan bahwa :

” Pihak lain adalah para pihak ( vertikal dan horisontal) yang terlibat dalam 

proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha 

sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan 

tender tersebut”.

Dalam Perkara Nomor: 06/KPPU-L/2007 ini yang dimaksud dengan pihak 

lain adalah M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin dan SugiartoSantoso karena 

terlibat dalam proses tender, dengan demikian unsur pihak lain terpenuhi.

IV. Unsur Mengatur dan Menentukan Pemenang Tender

Karena dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22 Undang - 

Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan harga untuk memborong
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suatu pekerjaan, untuk mengadakan barangbarang.atau untuk menyediakan jasa 

sedangkan yang dimaksud tender dalam perkara ini adalah tawaran mengajukan harga 

untuk pengadaan alat pembasmi/penyemprot nyamuk (mesin fogging) di Biro 

Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta tahun 2006 karena dokumen penawaran 

kelima Terlapor tersebut dibuat oleh M.Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin dan 

Sugiarto Santoso sehingga harga penawaran dapat diatur untuk diajukan oleh masing

-  masing Terlapor dan pada akhirnya mengatur salah satu diantara 5 (lima) 

perusahaan Terlapor tersebut menjadi pemenang maka dengan demikian, unsur 

mengatur dan atau menentukan pemenang tender, terpenuhi.

V. Unsur Persaingan Usaha

Karena dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang ditetapkan dalam 

Pasal 1 angka 6  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persaingan antara 

pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan 

atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau 

menghambat persaingan usaha serta tindakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, 

Terlapor IV dan Terlapor V yang meminjamkan perusahaannya dan selanjutnya 

digunakan oleh M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin dan Sugiarto Santoso 

untuk mengikuti tender, merupakan suatu tindakan menghambat persaingan usaha 

maka dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat, terpenuhi.

Perbandingan putusan perkara ini dengan Putusan Banding P en gad ilan  

Bandittg Am erika Serikat^Amerika Serikat Sebagai Penggugat -T erb a n d in g , 

V ersus, Jaihes P . Heffernan Sebagai Tergugat -  Pembanding N o. 94-1080.

Dalam Putusan Banding Pengadilan Banding Amerika Serikat^\merika 

Serikat Sebagai Penggugat -Terbanding, Versus, James P. Heffeman Sebagai 

Tergugat -  Pembanding No. 94-1080. Berdasarkan permintaan Pengadilan Banding, 

999 F.2d 194. untuk meninjau kembali keputusan hukuman tentang antitrust, 

Pengadilan Negeri Amerika Serikat di Northern District of Illinois, George W. 

Lindberg. J., telah menetapkan hukuman kepada James P. Heffeman, ia dinyatakan 

bersalah atas pelanggaran pasal 1 Undang -  Undang Sherman dan dijatuhi hukuman
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24 bulan masa tahanan berdasarkan kenaikan satu tingkat dalam konspirasi antara 

peserta lelang "one-ievel increase for bid-rigging” yaitu berupa kecurangan tender 

dan tergugat mengajukan banding. Pengadilan Banding, Hakim Ketua, berkeyakinan 

bahwa peningkatan satu tingkat tidak berlaku terhadap tergugat yang tidak ikut serta 

dalam putaran penawaran tapi, agaknya, setuju dengan kompetitor untuk 

menyampaikan penawaran dengan harga yang sama. Pedoman penetapan hukuman 

Antitrust tidak mengaitkan penjualan yang dilakukan oleh setiap anggota konspirasi 

dengan semua anggota lainnya untuk menentukan volume perdagangan yang terkena 

dampak pelanggaran tersebut. Pedoman penetapan vonis menetapkan artikulasi 

filosofi hukuman, tapi undang-undang yang menjadi dasar Pedoman tersebut 

menyatakan dengan cukup jelas bahwa penolakan, ketidakmampuan, balas-jasa, dan 

rehabilitasi merupakan pertimbangan utama dalam penetapan hukum berdasarkan 

Pedoman tersebut. Pertimbangan penolakan untuk memberikan hukuman yang lebih 

berat terhadap pelanggaran anti monopoli yang bersifat menguntungkan dan sulit 

untuk dideteksi dan diberikan hukuman, karena keduanya meningkatkan keuntungan 

yang diharapkan dari kejahatan tersebut dan karenanya diperlukan hukuman untuk 

mencegahnya. Peningkatan satu tingkat terhadap tingkat pelanggaran dasar bagi 

mereka yang pelanggaran anti monopolinya melibatkan “kecurangan tender- atau 

penyerahan penawaran yang tidak kompetitif, tidak berlaku bagi tergugat yang tidak 

ikut serta dalam perputaran penawaran, tapi lebih pada kesepakatan dengan para 

pesaing untuk menyerahkan penawaran dengan harga yang identik. Dengan adanya 

pertimbangan — pertimbangan diatas maka hakim memutuskan vonis terhadap 

Hefferman dihapuskan dan kasus ini ditangguhkan dengan instruksi untuk 

menjatuhkan vonis kepadanya sesuai pendapat ini.

Berdasarkan hasil analisa diatas, karena unsur -  unsur dalam pasal 22 Undang

- Undang Nomor 5 Tahun 1999 semuanya terpenuhi maka penulis berpendapat bahwa 

putusan Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Perkara Nomor 

06/KPPU-L/2007 telah sesuai dengan perspektif persaingan usaha dan telah sesuai 
dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta
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membuktikan bahwa dalam proses tender proyek pengadaan alat 

penyemprot/pembasmi nyamuk (mesin fogging) pada Biro Administrasi Wilayah 

Setda Propinsi DKI Jakarta Tahun 2006 telah dilakukan dengan cara -  cara yang 

merupakan suatu bentuk persaingan usaha tidak sehat. Dalam suatu pengadaan barang 

atau jasa yang fair wajib menerapkan prinsip -  prinsip yaitu

a. efisien, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan 

menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang 

ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat 

dipertanggungjawabkan;

b. efektif, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan 

yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya 

sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;

c. terbuka dan bersaing, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi 

penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui 

persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan 

memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang 
jelas dan transparan;

d. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan 

barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, 

hasil evaluasi, penetapan calon peryedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi 

peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada 

umumnya;

e. adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi 

semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah, untuk memberi 

keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;

f. akuntabel, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan 

maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan 

pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang 

berlaku dalam pengadaan barang/jasa.
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Sedangkan agar terjadinya persaingan usaha yang sehat dalam pengadaan 

barang atau jasa harus mematuhi hal -  hal sebagai berikut:

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk 

mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan 

barang/jasa;

b. bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran, serta 

menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya 

dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan 

barang/jasa;

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung 

untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;

d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang 

ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan paia 

pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan 

barang/jasa (conjlict o f interest);

f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran 

keuangan negara dalam pengadaan barang/jasa;

g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/ atau 

kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang 

secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk 

memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang 

diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Berikut ini analisa penulis terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan 

Usaha Nomor 06/KPPU-L/2007 Atas Kasus Persekongkolan Tender Pengadaan Alat 

Pembasmi/ Penyemprot Nyamuk Di Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI 

Jakarta:
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1) Terhadap putusan butir I, penulis setuju bahwa Terlapor I, Terlapor II, 

Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V telah melanggar pasal 22 Undang - 

Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena tindakan Terlapor I, Terlapor II, 

Terlapor III, Terlapor IV dan Terlapor V yang meminjamkan perusahaannya 

dan selanjutnya digunakan oleh M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jefifry Bunyamin 

dan Sugiarto Santoso untuk mengikuti tender, merupakan suatu tindakan 

menghambat persaingan usaha dan dokumen penawaran kelima Terlapor 

tersebut juga dibuat oleh M.Bahri, Ahmad Hidayat, JefFry Bunyamin dan 

Sugiarto Santoso sehingga harga penawaran dapat diatur untuk diajukan oleh 

masing — masing Terlapor dan pada akhirnya mengatur salah satu diantara 5 

(lima) perusahaan Terlapor tersebut menjadi pemenang telah memenuhi unsur 

mengatur dan menentukan pemenang tender.

2) Terhadap putusan butir 2, penulis setuju karena Terlapor VII, dan Terlapor 

VIII tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 
Tahun 1999.

3) Terhadap putusan butir 3, penulis tidak setuju karena dengan ketentuan pasal 

49 butir 2 Undang -  Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu ” larangan kepada 

pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang — 

undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang -  

kurangnya 2 ( dua ) tahun dan selama -  lamanya 5 ( lima ) tahun maka 

seharusnya majelis komisi menghukum Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, 

Terlapor IV dan Terlapor V untuk tidak mengikuti tender pengadaan 

dilingkungan Pemerintah Daerah di Propinsi DKI Jakarta selama 5 tahun 

bukan 2 tahun. Hal ini sebagai tindakan pencegahan KPPU agar 

persekongkolan tender tidak terulang lagi dan kepentingan publik berupa 

persaingan sehat terjaga.

4) Terhadap putusan butir 4, penulis tidak setuju karena dengan ketentuan pasal 

49 butir 2 Undang -  Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu larangan kepada 

pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang -  

undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang -
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kurangnya 2 ( dua ) tahun dan selama -  lamanya 5 ( lima ) tahun maka 

seharusnya majelis komisi menghukum Terlapor VI untuk tidak memasok 

barang/jasa dilingkungan Pemerintah Daerah di Propinsi DKI Jakarta selama 

5 tahun bukan 2 tahun. Hal ini sebagai tindakan pencegahan KPPU agar 

persekongkolan tender tidak terulang lagi dan kepentingan publik berupa 

persaingan sehat teijaga.

5) Terhadap putusan butir 5, penulis tidak setuju karena dengan ketentuan pasal 

49 butir 2 Undang -  Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu larangan kepada 

pelaku usaha yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap undang -  

undang ini untuk menduduki jabatan direksi atau komisaris sekurang — 

kurangnya 2 ( dua ) tahun dan selama -  lamanya 5 ( lima ) tahun maka 

seharusnya majelis komisi menghukum M.Bahri, Ahmad Hidayat, Jerry 

Bunyamin dan Sugiarto Santoso untuk tidak terlibat baik langsung maupun 

tidak langsung dalam tender pengadaan dilingkungan Pemerintah Daerah di 

Propinsi DKI Jakarta selama 5 tahun bukan 2 tahun. Hal ini sebagai tindakan 

pencegahan KPPU agar persekongkolan tender tidak terulang lagi dan 

kepentingan publik berupa persaingan sehat terjaga.

6) Terhadap putusan butir 6, penulis tidak setuju karena dengan ketentuan pasal 

47 butir 3 Undang -  Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu KPPU berwenang 

untuk menjatuhkan sanski administratif terhadap pelaku usaha yang 

melanggar ketentuan pasal 22 Undang -  Undang Nomor 5 Tahun 1999, 

berupa pengenaan denda serendah -  rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah) dan setinggi -  tingginya Rp. 25.0000.000.000,00 (dua puluh 

lima miliar rupiah) maka seharusnya Majelis Komisi menghukum Terlapor I 

membayar denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hal ini sebagai 

tindakan pencegahan KPPU agar persekongkolan tender tidak terulang lagi 

dan kepentingan publik berupa persaingan sehat teijaga.

7) Terhadap putusan butir 7, penulis tidak setuju karena dengan ketentuan pasal 

47 butir 3 Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu KPPU berwenang 

untuk menjatuhkan sanski administratif terhadap pelaku usaha yang
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yang melanggar ketentuan pasal 22 Undang -  Undang Nomor 5 Tahun 1999, 

berupa pengenaan denda serendah -  rendahnya Rp. 1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah) dan setinggi -  tingginya Rp. 25.0000.000.000,00 (dua puluh 

lima miliar rupiah) maka seharusnya Majelis Komisi menghukum Terlapor VI 

membayar denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hal ini sebagai 

tindakan pencegahan KPPU agar persekongkolan tender tidak terulang lagi 

dan kepentingan publik berupa persaingan sehat teijaga.

11) Seharusnya Majelis Komisi Menghukum Terlapor III dengan membayar 

denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) karena pada butir 1 Putusan 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 06/KPPU-L/2007 : Terlapor III 

terbukti melanggar ketentuan pasal 22 Undang -  Undang Nomor 5 Tahun 

1999.

Sebagai langkah tindak lanjut atas putusan ini, para pelaku usaha yang tidak 

menerima putusan KPPU dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri 

selambat -  lambatnya 14 hari setelah pemberitahuan putusan tersebut diterima. 

Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha 

dalam waktu 14 hari sejak diterimanya keberatan tersebut, dan harus memberikan 

putusan dalam waktu 30 hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut. 

Selanjutnya jika terdapat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri, maka pihak yang 

berkeberatan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri, dapat 

mengajukan Kasasi kepada Mahkamah Agung ( MA) dalam waktu 14 hari terhitung 

sejak putusan dijatuhkan. MA harus memberikan putusan dalam waktu 30 hari sejak 

permohonan kasasi diterima.79

79 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Huhtm Bisnis : Anti Monopoli ( Jakarta : PT. 
Raja Grafindo Persada, 2002 ) hal. 61 -62.
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BAB IV

KORUPSI DAN PERSEKONGKOLAN TENDER DALAM 

PERSPEKTIF PIDANA

A. PENGERTIAN KORUPSI

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa Latin: 

corruptio = penyuapan; corruptore -  merusak) gejala di mana para pejabat, 

badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, 

pemalsuan serta ketidakberesan lainnya. Adapun arti harfiah dari korupsi dapat 

berupa:

a) kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kebejatan, dan 

ketidakjujuran80;

b) perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang 

sogok, dan sebagainya81;

c) 1. korup (busuk; suka menerima uang suap uang/sogok; memakai

kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya);

2 . korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan 

uang sogok, dan sebagainya);

3. koruptor (orang yang korupsi) .82

*° S. Wojowasito-W J.S. Poerwadarmmta, Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia 
inggris, (Bandung: Hasta).

81 W J.S . Poerwadarmmta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, ( Balai Pustaka ),
1976.

82 Muhammad Ali, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modem, ( Jakarta : Pustaka
Amani).
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Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. 

Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan 

semacam itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang 

busuk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan 

kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta 

penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan 

jabatannya. Dengan demikian, secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa 

sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti yang sangat luas.

1. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau 

perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.

2. Korupsi: busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang 

dipercayakan kepadanya., dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk 

kepentingan pribadi).

Adapun menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam Kamus Hukum, yang 

dimaksud curruptie adalah korupsi; perbuatan curang; tindak pidana yang 

merugikan keuangan negara.83

Baharuddin Lopa mengutip pendapat dari David M. Chaimers, 

menguraikan arti istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut 

masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, 

dan yang menyangkut bidang kepentingan umum. Kesimpulan ini diambil dari 

definisi yang dikemukakan antara lain berbunyi, financial manipulations and  

deliction injurious to the economy are often labeled corrupt (manipulasi dan 

keputusan mengenai keuangan yang membahayakan perekonomian sering 

dikategorikan perbuatan korupsi). Selanjutnya ia menjelaskan the term is often 

applied also to misjudgements by officials in the public economies (istilah ini 

sering juga digunakan terhadap kesalahan ketetapan oleh pejabat yang 

menyangkut bidang perekonomian umum). Dikatakan pula, disguised payment in 

the form o f  gifts, legal fees, employment, favors to relatives, social influence, or 

any relationship that sacrifices the public and welfare, with or without the implied 

payment o f  money, is usually considered corrupt (pembayaran terselubung dalam 

bentuk pemberian hadiah, ongkos administrasi, pelayanan, pemberian hadiah

83 Subekti dan Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, ( Jakarta: Pranadya Paramita ), 1973.
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kepada sanak keluarga, pengaruh kedudukan sosial, atau hubungan apa saja yang 

merugikan kepentingan dan kesejahteraan umum, dengan atau tanpa pembayaran 

uang, biasanya dianggap sebagai perbuatan kompsi). la menguraikan pula bentuk 

korupsi yang lain, yang diistilahkan political corruption (korupsi politik) adalah 

electoral corruption includes purchase o f  vote mth money, promises o f  ojjice or 

special favorsf coercion, intimidation, and interference mth administrative o f  

judicial decision, or governmental appointment (korupsi pada penelitian umum, 

termasuk memperoleh suara dengan uang, janji dengan jabatan atau hadiah 

khusus, paksaan, intimidasi, dan campur tangan terhadap kebebasan memilih. 

Korupsi dalam jabatan melibatkan penjualan suara dalam legislatif, keputusan 

administrasi, atau keputusan yang menyangkut pemerintahan).

Pendapat Andi Hamzah Tentang Kompsi:

Delik korupsi Pasal 1 ayat (1) sub a UUPTPK urutannya sebagai berikut.

a. Melawan hukum.

b. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.

c. Yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara 

dan perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya 

bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara. Untuk menyusun dakwaan, tidak perlu dimulai 

dengan melawan hukum. Dalam hukum pidana sering delik itu dibagi 

dua, yaitu perbuatan dan pertanggungjawaban. Pada perumusan delik 

di atas perbuatan adalah “memperkaya diri dan seterusnya dan 

akibatnya adalah “kerugian negara dan seterusnya”, di susul dengan 

“melawan hukum” yang dapat diartikan dalam delik ini sebagai “tanpa 

hak untuk menikmati basil korupsi” tersebut selaras dengan putusan 

HR tanggal 30 Januari 1911, yang mengartikan “melawan hukum” itu 

“tidak mempunyai hak untuk menikmati keuntungan” itu dalam delik 

penipuan (Pasal 378 KUHP).

Kata-kata tidak mempunyai hak untuk menikmati hasil korupsi sama 

dengan pengertian sehari-hari, artinya pada umumnya telah mengerti maksud 

kata-kata itu. Para pakar berpendapat bahwa alasan peniadaan pidana (strajuitslui
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tingsgrond) tidak perlu disinggung dalam dakwaan. Maksudnya tidak diisyaratkan 

untuk disebut dalam dakwaan tidak adanya alasan pemaaf itu.

Delik korupsi tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) sub b UUPTPK yang 

unsur-unsurnya sebagai berikut:

a. dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau badan;

b. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada 

padanya karena jabatan atau kedudukan;

c. yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan 

negara atau perekonomian negara.

Jika diperhatikan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang- 

Undang Nomor 20 Tahun 2001, tindak pidana korupsi itu dapat dilihat dari 2 

(dua) segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif.

1. Yang dimaksud dengan korupsi aktif adalah sebagai berikut:

1. Secara melawan hukum memperkaya diri, sendiri atau orang lain atau 

korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 

negara; (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang 

ada padanya karena jabatannya atau kedudukan yang dapat merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999).

3. Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat 

kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, 

atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau 

kedudukan tersebut (Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

4. Percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak 

pidana korupsi (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999).

5* Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau 

penyelenggara negara dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat 

sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal

5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).
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6 . Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena 

atau berhubung dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya 

dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

7. Memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud 

untuk mempengaruhi putusan perkara yang, diserahkan padanya untuk 

diadili (Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

8 . Pemborong atau ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau 

penjual bangunan yang pada waktu menyerahkan, bahan bangunan, 

melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang 

atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat 

(1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

9. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan 

bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a (Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 
20 Tahun 2001).

10. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara 

Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan 

perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam 

keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001).

11. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan 

Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia 

dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana yang, 

dimaksud dalam huruf c (Pasal 7 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001).

12. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugaskan 

menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara 

waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang 

disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga 

tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam 

melakukan perbuatan tersebut (Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001).

Universitas Indonesia

Persekongkolan yang..., Rully Hesrul Yudia Wangi, FH UI, 2008



69

13. Pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan 
suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu, dengan 
sengaja memalsukan buku-buku, atau daftar-daftar yang khusus untuk 

pemeriksaan administrasi (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2001).

14. Pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas 

menjalankan jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu 

dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau 

membuat tidak dapat dipakai barang, akta,, surat, atau daftar yang 

digunakan untuk meyakinkan atau untuk membuktikan di muka pejabat 

yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya, atau membiarkan orang 

lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak 

dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut (Pasal 10 Undang- 

Undang Nomor 20 tahun 2001).

15. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang:

a. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara 
melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya 

memaksa seseorang memberikan sesuatu, atau menerima pembayaran 

dengan potongan atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (Pasal 

12 hurufe Undang-Undang Nomor 20Tahun 2001).

b. Pada waktu menjalankan tugas meminta, menerima, atau memotong 

pembayaran bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain 

atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal 

diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang (huruf f).

c. Pada waktu menjalankan tugas meminta atau menerima pekeijaan atau 

penyerahan barang seolah-olah merupakan, utang pada dirinya, 

padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang (huruf 

g)-
d. Pada waktu menjalankan tugas telah menggunakan tanah negara yang 

di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal 

diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan 

perundang-undangan.
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e. Baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta 

dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat 

dilakukan perbuatan untuk seluruhnya atau sebagian ditugaskan untuk 

mengurus atau mengawasinya (huruf i).

16. Memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau 

wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh 

pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan 

itu (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

2. Adapun korupsi pasif adalah sebagai berikut:

1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau 

janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang 

bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001).

2. Hakim atau Advokat yang menerima pemberian atau janji untuk 

mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan padanya untuk diadili 

atau untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang diberikan berhubung 

dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 6  

ayat (2) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001).

3. Orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang 

menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia atau 

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang membiarkan perbuatan 

curang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c, 

dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001).

4. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau 

janji padahal diketahui atau patut diketahui atau patut diduga, bahwa 

hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang 

berhubungan dengan jabatannya, atau menurut pikiran orang yang 

memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya 

(Pasal 11 Undang-Undang rNomor20 Tahun 2001).
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5. Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau 
janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut 
diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya; atau 

sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak 

melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan 

kewajibannya (Pasal 12 huruf-a dan huruf b Undang-Undang Nomor 20 
Tahun 2001).

6 . Hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut 

diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi 

putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (Pasal 12 huruf c 

Undang-Undang Nomor 20, Tahun 2001).

7. Advokat yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut 

diduga, bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk mere pengaruhi 

nasihat atau pendapat yang diberikan berhubungan dengan perkara yang 

diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (Pasal 12 huruf d Undang- 
Undang Nomor 20 Tahun 2001).

8 . Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima 

gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan 

dengan kewajiban atau tugasnya (Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001).

3* R um usan T indak  Pidana Korupsi

Pasal 2 ayat (1): “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan 

perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; dipidana dengan pidana 

penjara paling sedikit empat tahun dan paling lama 2 0  (dua puluh) tahun dan 

denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 

Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam pasal ini, yaitu:

a. melawan hukum;

b. memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

c. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
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Pasal 2 ayat (2): “Dalam hal tindak pidana korupsi, sebagaimana dimaksud 

dalam ayat ( 1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana matidapat, dijatuhkan” . 

Pada ayat (2) ini ditambah unsur “dilakukan dalam keadaan tertentu” . Yang 

dimaksud dengan “keadaan tertentu adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan 

pemberatan pidana bagi pelaku, tindak pidana korupsi.

Pasal 3: “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri 

atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan 

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat 

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana 

penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling 

lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima 

puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 

(UUNo. 31 Tahun 1999).

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam pasal ini, yaitu

a. tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

b. menyalahgunakan kewenangan atau sarana yang ada padanya, karena 

jabatan atau kedudukan;

c. yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Pelaku persekongkolan tender dalam penyelenggaraan tender pengadaan

alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI 

Jakarta dapat dikenakan tindak pidana korupsi jika memenuhi unsur -  unsur 

dalam undang - undang tindak pidana korupsi seperti tersebut diatas. Dalam hal 

ini Terlapor I: PT Bhakti Wira Husada, Terlapor II: PT Perusahaan Perdagangan 

Indonesia, Terlapor III: PT Trimitra Sehati, Terlapor IV: PT Rama Mandiri, 

Terlapor V: PT Penta Valent, Terlapor VI: PT Anugerah Multi Perkasatama, serta 

pihak lain dalam perkara penyelenggaraan tender pengadaan alat pembasmi/ 

penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta seperti 

M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffiy Bunyamin, dan Sugiarto Santoso dapat 

dikenakan undang - undang tindak pidana korupsi jika memenuhi unsur — unsur 

pasal dalam undang - undang tindak pidana korupsi.
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B. Persekongkolan Tender dalam Perspektif Pidana

Persekongkolan tender merupakan pelanggaran yang bersifat adm inistratif 

dan juga bersifat pidana. Dikatakan pelanggaran yang bersifat administratif, 

karena persekongkolan tender bertentangan dengan tata cara penyelenggaraan 

tender yang sehat, yang didalamnya mengandung asas-asas persaingan usaha yang 

sehat. Sedangkan pelanggaran yang bersifat pidana maksudnya, persekongkolan 

tender membawa kerugian bagi Negara (terutama dalam hal pembelanjaan 

pemerintah dan pengeluaran Negara)84 dan bagi masyarakat. Masyarakat akan 

mengalami kerugian karena masyarakat yang pada akhirnya harus menanggung 

beban harga tinggi dan buruknya kualitas barang dan/atau jasa.85 Dikarenakan 

persekongkolan tender juga merupakan pelanggaran yang bersifat pidana, m aka 

persekongkolan tender termasuk tindak pidana.

Kegiatan persekongkolan tender yang mengandung dua sifat pelanggaran 

hukum membawa konsekuensi penjatuhan sanksi administratif oleh KPPU, tidak 

menghapuskan sifat pidana persekongkolan tender. Dengan demikian, 

pemeriksaan tindak pidana persekongkolan tender dan penjatuhan sanksi pidana 

terhadap para pihak yang melakukan persekongkolan tender tetap harus 

dilakukan.

Tidak hapusnya sifat pidana persekongkolan tender dengan penjatuhan 

sanksi administratif oleh KPPU, semakin dipertegas dengan tidak adanya 

ketentuan dalam Undang- Undang No.5 Tahun 1999 yang menetapkan bahw a 

penjatuhan sanksi administrasi dan sanksi pidana bersifat alternatif bagi pelaku 

usaha86 Dengan demikian, penjatuhan sanksi administratif dan sanksi pidana 

bersifat kumulatif bagi pelaku usaha. Artinya, penjatuhan sanksi administratif dan 

sanksi pidana dapat dilakukan terhadap tiap-tiap pelaku usaha yang terbukti 

melakukan persekongkolan tender.

M Knud Hansen etal., Undang-undang Larangan Prakiek Monopoli Dan Persaingan  
Usaha Tidak Sehat; cet2, (Jakarta: GTZ bekerjasama dengan PT. Katalis Mitra Plaosan, 2002), 
hal. 315.

%ilbid., hal. 316.
u  Penjatuhan sanksi administratif dan sanksi pidana bersifat alternatif bagi pelaku usaha, 

artinya dengan dijatuhkannya sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang m elakukan 
persekongkolan tender, dan pelaku usaha tersebut telah menjalankannya, maka sanksi pidana tidak 
perlu dijatuhkan terhadap pelaku usaha yang bersangkutan.Lihat Munir Fuady, H ukum  A nti 
Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat, cet.2, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 
hal. 121.
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Penjatuhan sanksi administratif dan sanksi pidana dalam Undang - U ndang  

No.5 Tahun 1999, hanya bersifat kumulatif bagi pelaku usaha karena sanksi 

administratif dalam Undang - Undang No.5 Tahun 1999 hanya berlaku bag i 

pelaku usaha. Namun, bukan berarti pihak lain yang bukan pelaku usaha, y an g  

terbukti melakukan persekongkolan tender dan telah dijatuhi sanksi adm in istra tif 

oleh pihak terkait (dalam hal ini, atasan pihak lain tersebut), terbebas d a ri 

penjatuhan sanksi pidana menurut Undang - Undang No.5 Tahun 1999. H al itu  

dikarenakan, tindakan yang dilakukan dalam rangka persekongkolan tender te lah  

melanggar Keputusan Presiden No.18 Tahun 2000 atau Keputusan P residen  

No.80 Tahun 2003 atau kelaziman dalam penyelenggaraan tender yang sehat, d a n  

Pasal 22 Undang-undang No.5 Tahun 1999, sehingga harus dijatuhi sanksi 

berdasarkan hukum yang dilanggar.

Penjatuhan sanksi administratif dan sanksi pidana yang bersifat k u m u la tif  

bagi pelaku usaha yang terbukti melakukan persekongkolan tender, dim aksudkan 

untuk mencapai tujuan penjatuhan sanksi dalam rangka menegakkan h ukum  

persaingan usaha. Hal itu dikarenakan, penjatuhan sanksi pidana oleh Pengadilan  

akan menambah “penderitaan” bagi pelaku usaha yang telah dijatuhi sanksi 

administratif oleh KPPU. Tambahan penderitaan dimaksud adalah sebagai 

berikut: pertama, penjatuhan sanksi pidana denda oleh Pengadilan m engharuskan 

pelaku usaha untuk membayar pidana denda selain pelaku usaha yang  

bersangkutan juga harus membayar denda administratif dan ganti rugi yeng te lah  

ditetapkan oleh KPPU. Apabila pelaku usaha yang bersangkutan tidak m au 

membayar pidana denda, dia harus melaksanakan pidana kurungan pengganti 

denda selama-lamanya enam bulan. Pidana kurungan pengganti denda m enam bah 

“penderitaan” berupa memperburuk reputasi pelaku usaha yang bersangkutan.

Kedua, apabila Pengadilan juga menjatuhkan sanksi pidana tam bahan 

berupa pencabutan izin usaha, dan/atau larangan menduduki jabatan Direksi a tau  

Komisaris sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan selama-lamanya 5 (lima) tahun , 

maka pelaku usaha tidak dapat lagi menjalankan kegiatan usahanya, dan  bag i 

pelaku usaha perseorangan atau Direktur dan/atau Komisaris dari Badan U saha 

yang terbukti melakukan persekongkolan tender, mereka akan kehilangan 

kesempatan menduduki jabatan tertinggi di semua Perusahaan; dan akan
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kehilangan pendapatan yang besar serta fasilitas-fasilitas yang secara  e k o n o m i 

menguntungkan.

KPPU hendaknya melaporkan tindak pidana persekongkolan ten d e r d a n  

menyerahkan putusan-putusannya atas perkara persekongkolan ten d e r k e p a d a  

penyidik POLRI, untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh penyid ik  P O L R I, 

Penuntut Umum oleh Kejaksaan, dan Pengadilan, tanpa menunggu p u tu sa n - 

putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Penetapan putusan K P P U  seb ag a i 

bukti permulaan yang cukup menandakan bahwa pemeriksaan tin d ak  p id a n a  

persekongkolan tender telah dimulai bersamaan dengan pemeriksaan p e rk a ra  

persekongkolan tender secara administratif oleh KPPU.

Pemeriksaan tindak pidana persekongkolan tender san g a t k ec il 

kemungkinan dihentikan pada tahap penyidikan oleh penyidik PO LR I, m au p u n  

pada tahap penuntutan oleh kejaksaan. Menurut KUHAP, penyid ikan  d a n  

penuntutan dihentikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peris tiw a  y a n g  

disidik atau dituntut ternyata bukan tindak pidana atau penyidikan atau p en u n tu tan  

dihentikan demi hukum.87 Untuk mencegah dihentikannya penyidikan a ta u  

penuntutan atas dasar tidak adanya cukup bukti, KPPU harus membantu p en y id ik  

POLRI maupun penuntut umum menemukan bukti-bukti kuat telah te rjad in y a  

tindak pidana persekongkolan tender, serta bukti-bukti kuat yang m enun jukkan  

bahwa para pihak yang oleh KPPU dinyatakan melanggar Pasal 22 U ndang  - 

Undang No.5 Tahun 1999 adalah pihak yang bersalah melakukan tindak  p id an a  

tersebut. KPPU membantu penyidik POLRI dan penuntut umum dengan  c a ra  

memberikan segala informasi yang berkaitan dengan perkara persekongkolan
AA

tender yang telah diputus olehnya

Unsur-unsur tindak pidana persekongkolan tender menurut rum usan P asal 

22 Undang-undang Noi Tahun 1999 adalah sebagai berikut: pelaku  usaha , 

bersekongkol, pihak lain, untuk mengatur dan/atau menentukan pem enang tender,

*7 Indonesia, Undang-undang Tentang Hukum Acara Pidana, UU No.8 T a h u n  1 9 8 1 , LN 
No.76 tahun 1981, TLN No329, ps. 109 ayat (2) dan ps. 140 ayat (2).

“  Informasi ini tidak termasuk identitas pihak yang m elaporkan te ija d in y a  
persekongkolan tender kepada KPPU, dan rahasia perusahaan, karena Undang-undang N o 3  T a h u n  
1999 mewajibkan KPPU untuk merahasiakan kedua informasi tersebut
Lihat Indonesia, Undang-undang T miang Larangan Praktek Monopoli dan P ersa in g a n  U sa h a  
TidakSehat, UU N o i tahun 1999,LNNo33 tahun 1999,TLN No.3817, ps.38 ayat (3 )  dan  p s 3 9  
ayat (3).
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serta dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Mengacu kepada putusan 

KPPU yang merupakan bukti permulaan yang cukup, penulis berpendapat bahwa 

unsur-unsur tindak pidana persekongkolan tender sebagaimana terdapat dalam 

rumusan Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999, terpenuhi dalam kasus 

pengadaan penyelenggaraan tender pengadaan alat pembasmi/ penyemprot 

nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta seperti yang ditulis 

penulis dalam bab II.

Penyidikan atau penuntutan dihentikan demi hukum apabila tindak pidana 

telah diputus oleh pengadilan, dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap 

(inkraht) atau pelaku tindak pidana meninggal dunia atau daluwarsa penuntutan 

pidana. Jadi, penyidikan atau penuntutan tindak pidana persekongkolan tender 

tidak mungkin dihentikan demi hukum atas dasar adanya putusan pengadilan atas 

tindak pidana tersebut yang berkekuatan hukum tetap. Penghentian penyidikan 

atau penuntutan tindak pidana persekongkolan tender atas dasar pelaku meninggal 

dunia, hanya berlaku bagi pelaku usaha perseorangan dan pihak lain 

perseorangan. Apabila seorang pelaku tindak pidana persekongkolan tender 

meninggal dunia, maka penghentian penyidikan atau penuntutan terhadap dirinya, 

tidak akan menghentikan penyidikan atau penuntutan terhadap pelaku tindak 

pidana persekongkolan tender lainnya (baik perseorangan maupun badan usaha). 

Daluwarsa penuntutan tindak pidana yang diancam dengan pidana denda adalah 

setelah enam tahun tindak pidana persekongkolan tender dilakukan. Oleh karena 

itu, seluruh perkara persekongkolan tender yang telah diputus oleh KPPU sesudah 

tahun 2 0 0 2 , belum daluwarsa untuk disidik dan dituntut

Dalam menjatuhkan putusan terhadap para pihak yang melakukan tindak 

pidana persekongkolan tender, majelis hakim harus mempertimbangkan terpenuhi 

atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana persekongkolan tender 

sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999, serta 

ada atau tidak adanya dasar-dasar peniadaan pidana yang menghapuskan unsur 

melawan hukum dan unsur dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana terhadap 

pelaku.89

19 Sebagaimana telah penulis kemukakan dalam Bab II Sub Bab C unsur melawan hukum  
dan unsur dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana terhadap pelaku, tidak selalu dimasukkan 
dalam mmusan tindak pidana pada peraturan perundang-undangan pidana karena setiap tindak
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Dalam setiap persekongkolan tender, pasti melibatkan pelaku usaha 

dengan pihak lain. Pihak lain terbagi atas pelaku usaha selaku peserta tender dan 

subjek hukum selain pelaku usaha peserta tender. Sanksi administratif dan sanksi 

pidana dalam Bab VIII Undang-Undang No.5 Tahun 1999 dapat dijatuhkan 

kepada pelaku usaha dan pihak lain berupa pelaku usaha selaku peserta tender. 

Sebaliknya, hanya sanksi pidana pokok dan sanksi pidana tambahan berupa 

penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan timbulnya 

kerugian pada pihak lain, yang dapat dijatuhkan terhadap subjek hukum selain 

pelaku usaha peserta tender (atau pihak lain yang bukan pelaku usaha).

Dikarenakan putusan KPPU yang menyatakan pihak lain yang bukan 

pelaku usaha bersalah melakukan persekongkolan tender tidak berarti tanpa 

adanya sanksi administratif, serta untuk mengantisipasi bebasnya pihak lain 

tersebut dari hukuman, KPPU memberikan rekomendasi kepada para atasan pihak 

lain tersebut untuk memeriksa dan menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak 

lain yang bersangkutan. Menurut penulis, rekomendasi ini akan diikuti dengan 

penjatuhan sanksi administratif oleh para atasan pihak lain yang bukan pelaku 

usaha karena tindakan-tindakan pihak lain tersebut dalam persekongkolan tender 

merupakan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan 

dalam Keputusan Presiden No.18 Tahun 2000 dan Keputusan Presiden No.80 

Tahun 2003, serta kelaziman dalam praktek tender yang sehat (dalam hal ini, 

tender penjualan barang ).

Pemeriksaan tindak pidana persekongkolan tender dan penjatuhan sanksi 

pidana terhadap para pihak yang oleh KPPU dinyatakan bersalah melakukan 

persekongkolan tender tetap harus dilakukan, walaupun KPPU telah memeriksa 

perkara persekongkolan tender dan menjatuhkan sanksi administratif kepada para 

pelaku usaha yang melakukan persekongkolan tender. Hal itu dikarenakan, 

penjatuhan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melakukan 

persekongkolan tender, tidak menghilangkan sifat pidana dari persekongkolan 

tender serta tidak ada ketentuan dalam Undang - Undang No.5 Tahun 1999 yang 

menetapkan bahwa sanksi administratif dan sanksi pidana bersifat alternatif bagi 

pelaku usaha yang melakukan persekongkolan tender.

pidana dianggap sudah memenuhi kedua unsur ini. Akan tetapi, apabila pihak terdakwa dapat 
membuktikan sebaliknya, maka terdakwa dapat dilepaskan dari segala tuntutan hukum.
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Menurut penulis, penjatuhan sanksi administratif oleh KPPU akan diikuti 

lengan penjatuhan sanksi pidana oleh Pengadilan. Hal itu dikarenakan, mengacu 

>ada putusan-putusan KPPU atas perkara-perkara persekongkolan tender, unsur- 

ansur tindak pidana persekongkolan tender telah terpenuhi; sangat kecil 

k em u n g k in an  adanya dasar-dasar peniadaan pidana; serta sangat kecil 

k em u n g k in an  penyidikan atau penuntutan tindak pidana persekongkolan tender 

dihentikan oleh penyidik POLRI atau penuntut umum. Walaupun pemeriksaan 

tindak pidana persekongkolan tender teihadap salah satu pihak dihentikan pada 

tahap penyidikan atau tahap penuntutan, hal tersebut tidak akan menghentikan 

pemeriksaan tindak pidana persekongkolan tender terhadap pihak lainnya; atau 

pemeriksaan di Pengadilan tidak dapat membuktikan bahwa salah satu pihak 

bersalah melakukan persekongkolan tender atau adanya dasar peniadaan pidana 

yang menghapus tindak pidana persekongkolan tender salah satu pihak, hal 

tersebut tidak serta merta membebaskan pihak lainnya dari penjatuhan sanksi 

pidana atau melepaskan pihak lainnya dari tuntutan tindak pidana persekongkolan 

tender.

Dengan dijatuhkannya sanksi administratif dan sanksi pidana secara 

kumulatif* tentunya akan mengurangi jumlah pelanggaran persekongkolan tender 

serta merupakan tindakan pencegahan pelanggaran persekongkolan tender dan 

pada akhirnya, tujuan penjatuhan sanksi dalam rangka menegakkan hukum 

persaingan usaha di Indonesia pun tercapai.
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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan -  pembahasan pada bab sebelumnya, penulis 

mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1) Suatu penyelenggaraan tender pengadaan alat pembasmi/ 

penyemprot nyamuk di Biro Administrasi wilayah Propinsi DKI 

Jakarta yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1999 adalah penyelenggaraan tender pengadaan alat 

pembasmi/ penyemprot nyamuk yang tidak melalaikan 

persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan 

gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal seperti 

tersebut diatas serta melanggar ketentuan pasal 22 Undang- 

Undang Nomor 5 Tahun 1999 yaitu pelaku usaha dilarang 

bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau 

menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan 

teijadinya persaingan usaha tidak sehat;

2) Berdasarkan hasil analisa penulis, karena unsur -  unsur dalam 

pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 semuanya 

terpenuhi maka penulis berpendapat bahwa putusan Majelis 

Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam Perkara Nomor 

06/KPPU-L/2007 telah sesuai dengan perspektif persaingan usaha
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dan telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang - 

Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli 

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta membuktikan bahwa 

dalam proses tender proyek pengadaan alat penyemprot/pembasmi 

nyamuk (mesin fogging) pada Biro Administrasi Wilayah Setda 

Propinsi DKI Jakarta Tahun 2006 telah dilakukan dengan cara — 

cara yang merupakan suatu bentuk persaingan usaha tidak sehat. 

Tetapi dalam putusan KPPU Perkara Nomor : 06/KPPU-L/2007, 

Majelis komisi hanya menghukum Terlapor I dengan membayar 

ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000 ( seratus juta rupiah ), 

menghukum Terlapor II dengan membayar ganti rugi sebesar Rp.

10.000.000 ( sepuluh juta rupiah ), menghukum Terlapor IV 

dengan membayar ganti rugi sebesar Rp. 15.000.000 ( lima Belas 

juta rupiah ), menghukum Terlapor V dengan membayar ganti rugi 

sebesar Rp. 15.000.000 ( lima Belas juta rupiah ), menghukum 

Terlapor VI dengan membayar ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000 

( seratus juta rupiah ). Seharusnya Majelis Komisi berwenang 

untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha 

tersebut diatas berupa pengenaan denda serendah -  rendahnya Rp.

1.000.000.000 ( satu miliar rupiah ) dan setinggi -  tingginya Rp.

25.000.000.000 ( dua puluh lima miliar rupiah) hal ini sesuai 

dengan Pasal 47 ayat 2 butir g Undang - Undang Nomor 5 Tahun 

1999 agar menimbulkan efek jera bagi para terlapor. Dan Terlapor 

IÏI seharusnya juga dihukum sesuai dengan Undang - Undang 

Nomor 5 Tahun 1999 karena terbukti melanggar pasal 22 Undang - 

Undang Nomor 5 Tahun 1999 sedangkan dalam putusan perkara 

nomor : 06 / KPPU -  L/2007 terlapor III tidak dihukum padahal 

dalam butir 1 putusan tersebut terlapor 111 telah dinyatakan terbukti 

melanggar pasal 22 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999;

3) Pelaku persekongkolan tender dalam penyelenggaraan tender 

pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro 

Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta dapat dikenakan tindak
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pidana korupsi jika memenuhi unsur -  unsur dalam undang - 

undang tindak pidana korupsi. Dalam hal ini Terlapor I: PT Bhakti 

Wira Husada, Terlapor II: PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, 

Terlapor III: PT Trimitra Sehati, Terlapor IV: PT Rama Mandiri, 

Terlapor V: PT Penta Valent, Terlapor VI: PT Anugerah Multi 

Perkasatama, serta pihak lain dalam perkara penyelenggaraan 

tender pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro 

Administrasi wilayah Propinsi DKI Jakarta seperti M. Bahri, 

Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin, dan Sugiarto Santoso dapat 

dikenakan undang - undang tindak pidana korupsi jika memenuhi 

unsur-unsur pasal dalam undang - undang tindak pidana korupsi.

B. Saran

Saran — saran dari penulis adalah sebagai berikut:

1) Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam putusan berikutnya 

harus memberikan sanksi yang maksimum bagi pelaku usaha dan 

pihak lain yang terbukti melanggar pasal 22 Undang -  Undang No. 5 

Tahun 1999 agar menimbulkan efek jera (deterence effect) bagi pelaku 

usaha dan pihak lain yang akan melakukan persekongkolan tender dan 

kepentingan publik berupa persaingan sehat terjaga;

2) Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha memberikan Putusan 

Perkara Nomor : 06/KPPU-L/2007 atas kasus persekongkolan tender 

pengadaan alat pembasmi/ penyemprot nyamuk di Biro Administrasi 

Wilayah Propinsi DKI Jakaita kepada penyidik POLRI untuk 

dilakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan penindang -  

undangan yang berlaku;

3) Lembaga eksekutif dan legislatif agar segera membuat undang -  

undang pengadaan barang dan jasa guna mendukung pelaksanaan 

peraturan yang telah ada.
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SALINAN

AvflIMpR sL

P U T U S A N  

Perkara Nomor 06/KPPU-L/2007

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut Komisi)

yang memeriksa dugaan pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya

disebut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999), yang dilakukan oleh:-----------------------

1. PT Bhakti Wira Hnsada, yang beralamat kantor di Jalan Tebet Utara I No. 20, Jakarta

Selatan 12820, selanjutnya disebut “Terlapor P ; ------------------------------------------

2. PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, yang beralamat kantor di Wisma ITC, JaJan

Abdul MuisNo. 8, Jakarta 10160, selanjutnya disebut Terlapor II”; ---------------------

3. PT Tri Mitra Sehati, yang beralamat kantor di Hayam W uruk Plaza 111, Room C Lt

6, Jl. Hayam Wuruk 108 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut “Terlapor III”;--------------

4. PT Rama Mandiri, yang beralamat kantor di Jalan Permata Hijau Blok F RT 017/RW

010 No. 37 Jakarta Selatan 12210, selanjutnya disebut “Teriapor IVW; ------------------

5. PT Penta Valent, yang beralamat kantor di Jalan Kedoya Raya No. 33 R t 002/Rw.07

Kedoya Utara -  Kebon Jeruk, Jakarta 11520, selanjurnya disebut “Teriapor V”;--------

6. PT Anugerah Multi Perkasatama, yang beralamat kantor di Jl. Karang Anyar Raya,

Komplek Karang Anyar Permai 53 -  54, Blok A Nomor 9 Jakarta Pusat 10740, 

selanjutnya disebut “Terlapor VI*;----- -----------------------------------------------  — .

7. Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Unit Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI

Jakarta, yang beralamat kantor di Jalan Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusal, 

selanjutnya disebut “Terlapor VII”;--------------------------------------------------- —

8. Kepala Biro Administrasi Wilayah SETDA Propinsi DKI Jakarta, yang beralamat

kantor di Jalan Medan Merdeka Selaian No. 8-9 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut 

“Terlapor V M ”; -----------------------------------------------------------------------------
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telah mengambil Putusan sebagai benkut: -...... ■■■ ..... ....... ......— ■ 1 — —■ ■

Majelis Komisi: ----------------------------------------------------------------- ------------------
Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;----------------------

Setelah mendengar keterangan para Terlapor; — -------------“ -------------------------------

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi;——-------------------------------------------------

Setelah mendengar keterangan Pemerintah;-------- — ----------------------------------------

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (selanjutnya disebut BAP);----------------------

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang Komisi menerima laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan tender pengadaan alat

pembasmi/penyemprot nyamuk (mesin fogging) di Biro Administrasi Wilayah

Propinsi DKI Jakarta tahun 2006;----------------------------------------------------------

2. Menimbang bahwa setelah Komisi melakukan penelitian dan klarifikasi, laporan
dinyatakan lengkap dan jelas;--------------------------------------------------------------

3. Menimbang bahwa atas laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Rapat Komisi

tanggal 5 April 2007 menetapkan laporan tersebut ditindaklanjuti ke tahap 
Pemeriksaan Pendahuluan;-----------------------------------------------------------------

4. Menimbang bahwa selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor

12/PEN/KPPU/IV/2007 tanggal 9 April 2007 tentang Pemeriksaan Pendahuluan 

Perkara Nomor 06/KPPU-L/2007, terhitung sejak tanggal 9 April 2007 sampai 
dengan 22 Mei 2007;------------------— --------...---------------------------------------

5. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Pendahuluan, Komisi

menerbitkan Keputusan Nomor 70/KEP/KPPU/IV/2007 tanggal 9 April 2007 tentang 

Penugasan Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan 

Perkara Nomor 06/KPPU-U2007;----------------------------------------------------------

6. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan

Surat Tugas Nomor 139/SET/DE/ST/1V/2006 tanggal 9 April 2007 yang menugaskan

Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa dalam Pemeriksaan Pendahuluan;

7. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa telah

mendengar keterangan dari para Terlapor;------------------------------------------ ------

hal. 2 dari 42
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8. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa

menemukan adanya bukti awal yang cukup terhadap pelanggaran Pasal 22 Undang- 

undang Nomor 5 Tahun 1999;-----------------—------------------------------------------

9. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa

merekomendasikan kepada Rapat Komisi agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap 

Pemeriksaan Lanjutan;----------------------------------------------------------------------

10. Menimbang bahwa atas dasar rekomendasi Tim Pemeriksa Pendahuluan tersebut.

Komisi menyetujui dan menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 

22/PEN/KPPU/V/2007 tanggal 1S Mei 2007 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara 

Nomor 06/KPPU-L/2007, terhitung sejak tanggal 16 Mei 2007 sampai dengan tanggal

10 Agustus 2007;— ------------------------------------------------------------------------- -

11. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan

Keputusan Nomor 90/KEP/KPPU/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 tentang Penugasan 

Anggota Komisi sebagai Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Pemeriksaan Lanjutan 

Perkara Nomor 06/KPPU-L/2007;----------------------------------------------------------

12. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan

Surat Tugas Nomor 267/SET/DE/ST/V/2007 tanggal 15 Mei 2007 yang menugaskan 

Sekretariat Komisi untuk membantu Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Pemeriksaan 
Lanjutan;................... ..............................i—► ■ <■■■................  ............ ........

13. Menimbang bahwa dalam masa Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa telah

mendengar keterangan para Terlapor, para Saksi, dan Pemerintah;......................■■■--

14. Menimbang bahwa identitas dan keterangan para Terlapor dan Para Saksi telah dicatat

dalam BAP yang telah diakui kebenarannya dan ditandatangani oleh yang 
bersangkutan; — — ...........   ......  ........................—  ■ ■■ ■

15. Menimbang bahwa identitas dan keterangan pemerintah telah dicatat dalam Risalah
Pertemuan dengan Pemerintah;------—........... ... ......... .

16. Menimbang bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan dan Pemeriksaan Lanjutan, Tim

Pemeriksa telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan »tmi dokumen, 

BAP serta bukti*bukti lain yang telah diperoleh selama pemeriksaan dan 

penyelidikan;------------------------------------------------------------------------ — ——

17. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim membuat Laporan

Hasil Pemeriksaan Lanjutan sebagai berikut:-------------------------------------------- -

17.1. Tentang Identitas Para Terlapor;-------------------------------------------------

17.1.1. Tertapor I, PT Bhakti Wira Hasada, beralamat kantor di JL Tebet 

Utara I No. 20, Jakarta Selatan 12820, adalah pelaku usaha yang
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17.1.4.

17.1.5.

SALINAN |

berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan 
penmdang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan 
Terbalas dengan Akta Perubahan Terakhir No. 17 tanggal 28 Oktober 
2005 yang dibuat oleh Notaris Elliza Asmawel, SH, melakukan 

kegiatan usaha antara lain dalam industri farmasi dan alat-alat 

perlengkapan kesehatan, dan menjalankan perusahaan apotik dan 
laboratorium;-------------— - _____________________ .

Terlapor II, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, beralamat 

kantor di Wisma ITC, Jl. Abdul Muis No. 8, Jakarta 10160, adalah 

pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia 

berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta No. 4 tanggal 9 Juni 

2003 yang dibuat oleh Notaris Betsail Untajana, SH, yang melakukan 

kegiatan usaha dalam bidang perdagangan umum;- 

Terlapor IH, PT Trimrtra Sehati, beralamat kantor di Hayam 

Wuruk Plaza 111, Room C Lt 6, Jl. Hayam Wuruk 108 Jakarta 

Pusat, adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang 

didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik 

Indonesia berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta No. 40 

tanggal 18 Februari 2003 yang dibuat oleh Notaris Piter Lie, SH, yang 
melakukan kegiatan usaha menyediakan dan menjual alat kesehatan,

kedokteran, dan farmasi;-------  ■ ■ ■ ■ —— —------
Terlapor IV, PT Rama Mandiri, beralamat kantor di Jl. Permata 

Hijau Blok F RT 017/RW 010 No. 37 Jakarta Selaian 12210, 

adalah pelaku usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia 

berupa suatu Perseroan Terbatas dengan Akta No. 5 tanggal 5 Juni 

2006 yang dibuat oleh Notaris Irma Bonita, SH, yang melakukan

kegiatan usaha perdagangan umum dan jasa lainnya;-------------------

Terlapor V» PT Penta Valent, beralamat kantor di JL Daan Mogot 

Gg Macan No. 4, Kedoya Utara Jakarta Barat, adalah pelaku usaha 

yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan 

pcnHidang-undangan Republik Indonesia baupa suatu Perseroan 

Tcrialas dengan Akla N a 80 tanggal 31 Maret 2005 yang dibuat oleh
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Notaris Erly Soehandjojo, SH, yang melakukan kegiatan usaha dalam 

bidang perdagangan besar,------------------------------------------------

17.1.6. Teriapor VI, PT Anugerah Multi Perkmsatama, beraJamat kantor 

di Jl. Karang Anyar Raya, Komplek Karang Anyar Permai 53 -  54, 

DIok A Nomor 9 Jakarta Pusat 10740, adalah pelaku usaha yang 

berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan Republik Indonesia berupa suatu Perseroan 

Terbatas, yang ditunjuk oleh Biancfog Singapore sebagai agen 

tunggal mesin fbgging merek Biancfog sejak tanggal 19 Mei 2006; —

17.1.7. Terlapor VII, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Unit Biro 

Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta, yang ditunjuk 

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Biro Administrasi Wilayah 

Setda Propinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2006 tanggal 6 Januari 2006 

tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Biro 

Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006;—

17.1.8. Teriapor VIII, Kepala Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI

Jakarta, bertindak sebagai Pengguna Anggaran Satuan Kerja yang 

ditunjuk untuk dan atas nama Gubernur Propinsi DKJ Jakarta;--------

17.2. Tentang Perencanaan Tender;-------------------------------------------------- -

17.2.1. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2006, Terlapor VIII menerbitkan

Surat Keputusan Kepala Biro Administrasi Wilayah Setda Propinsi 

DKI Jakarta No. 01 Tahun 2006 tentang Pembentukan Panitia 

Pengadaan Barang dan Jasa Biro Adminstrasi Wilayah Propinsi 

DKI Jakarta Tahun Anggaran 2006 (vide bukti C73);----------------

17.2.2. Bahwa pada tanggal 2 Juni 2006, Gubernur Propinsi DKI Jakarta

menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 

0014552/2006 yang memutuskan menyediakan anggaran setinggi* 

tingginya sebesar Rp 35200.000.000 (tiga puluh lima milyar dua 

ratus juta rupiah) untuk pengadaan alat penyemprot/pembasmi 

nyamuk (mesin fogging) (vide bukti C87);------------------------------

17.2.3. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2006, Teriapor VIQ menyampaikan suiat 

No 3587076.12 kepada Gubernur Propinsi DKI Jakarta u.p Kepala 

Biro Perlengkapan Propinsi DKI Jakarta yang isinya mengajukan 

usulan harga satuan barang alat penyemprot/pembasmi nyamuk
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(mesin fogging) karena belum tercantum di dalam Buku Patokan 

Harga Satuan Barang/Jasa Propinsi DKI Jakarta (vide bukti C88); -

17.2.4. Dalam usulan tersebut, Terlapor VIII hanya menyebutkan 1 (satu)

merek barang yaitu Blancfog, lengkap dengan spesifikasi 

teknisnya;----------------------------------------------------------------

17.2.5. Bahwa pada anggai 3 Juli 2006, Kepala Biro Perlengkapan

Propinsi DKI Jakarta menerbitkan Surat Keputusan No. 

2493/073.532 tentang Patokan Harga Satuan Barang kebutuhan 

Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta untuk Alat 

penyemprot/pembasmi nyamuk (mesin fogging) dengan nama dan 

spesifikasi barang sebagai berikut: (vide bukti C9)\-----------------

No. Nama dan Spesifikasi Barang Harga Satuan
--------(Rp)---------

l. Mesin Semprot Aisp Serba Gua*
Merek BtancFog 15.850.000
Spesifikasi Teknik:
Power, combustion chamber 12.Kwor 16.7 HP
Fuel Compsuption 1.7L/H
Capacity of fuel tank 1.4L
Capacity of chemical tank 5L
Pressure in chemical tank 0.25-0.4 bar
Pressure in fuel tank 0.08 bar
Power Supply 2x1 5v Batteries
FI or rale (according to nozzle size used) 10-25L/H
Solution output 0-42L/H
Weight (empty) 8.2 Kr
Dimension (L x W x H ) 1307x272x315mm

Perlengkapan Standar
Standar Fogging Tube 1 unit
Fuel funnel with strainer 1 set
Solution funnel with strainer 1 set
Instruction manual with sport part list 1 set
Tool kit 1 set
Cleaning Tolls 1 set
Set o f 1 set
Made In Jerman
Perlengkapan Keselamatan:
Sarung tangan, Jaket, Topi, Pelindung 
Telinga, Sepatu Boot dan Masker

2. M esia S e a p n t  Asan Serba Gaaa:
Merk Nebels-Indonesia 11*25.000
Model BFM-5L
Spesificatjons:
U kuran: Pi x L b x T g 1300x280x310cm
Berat bersih 6^kg
Kapasitas tanld bahan b ab r U  Liter

hal. 6 dari 42

Persekongkolan yang..., Rully Hesrul Yudia Wangi, FH UI, 2008



j SALINAN

Isi tangki bahan kimia 5 Liter
Konsumsi bahan bakar 12  Liter/jam
Banvaknya semprotan 25-40 liter/jam
Luas semprotan rata-rata 40-60 HA/im
Made ln Indonesia

___ __________ _____ ___ ________________ _____
3 Mesla S eaprot Asap Serba Gaaa:

Merit Best Fog Rer 13.395.000
Type BF 200 Aerosol & U.L.V
Starting Methode Push Button Start
Power Supply 12v DC Rechar Battery
Dimension (WxLxHT) 230x1.320x340mm
WeiRht (empty) 10 Kg
Gasoline tank capacity 1.8 Itr
Gasoline consumption 1.8 hr/hr
Solution tank capacity 8 Ur
Solution out put 50 Ltr/hr
Solution tank material Stainless Steel 316 L
Shipping data (LxWxH) 230x1360x350 mm
Shipping data (weight empty) 13.3 Kg

17.2.6. Bahwa pada tanggal II September 2006, Terlapor VIII

mengajukan permohonan pelaksanaan pengadaan alat 

penyemprot/pembasmi nyamuk (mesin fogging) untuk 267 

kelurahan di wilayah Propinsi DKI sebanyak 2.000 (dua ribu) unit 

kepada Terlapor VII. Dalam permohonan tersebut turut 

dilampirkan Rencana Kcija dan Syarat-Syarat Pekerjaan, Rencana 

Anggara Biaya (selanjutnya disebut RAB), dan Patokan Harga
Satuan (vide bukti C1I);-----------------------------------------------

17J .  Tentang Pelaksanaan Teoder; — -----------------------------------------------

17.3.1. Bahwa pada tanggal 22 September 2006, Terlapor VII

menyampaikan rencana keija dan jadwal pengadaan alat 

penyemprot/pembasmi nyamuk (mesin fogging) kepada Terlapor 

VIII dan sekaligus mengumumkan kegiatan pengadaan di Harian 

Media Indonesia dan papan pengumuman Kantor Pemerintah 

Propinsi DKI Jakarta. Isi pengumuman pada pokoknya

menyebutkan: (vide bukti C12);------------------------------------—

173.1.1. Jenis pengadaan yaitu alat penyemprot nyamuk (mesin

fogging);----------------------------------------------------

17.3.1.2. Sub bidang pekeijaan yaitu alat kesehatan dengan 

kualifikasi golongan B (Besar);---------------------------
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17.3.1.3. Perkiraan Nilai Pekeijaan sebesar Rp 35.094.000.000 

(tiga puluh lima milyar sembilan puluh empat juta
rupiah);----------------------------------------------- ------

17.3.2. Bahwa pada tanggal 25 September s/d 2 Oktober 2006, sebanyak 

46 (empat puluh enam) perusahaan mendaftar dan mengambil 

dokumen pengadaan, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut: 

(vide bukti C i4,C l5)\--------------------------------------------------

17.3.2.1. Syarat penyedia barang/jasa; ---------- --

17.3.2.2. Penyampaian dokumen dilakukan dengan sistem 2

(dua) sampul yaitu sampul 1 (satu) terdiri dari dokumen 

administrasi dan teknis, dan sampul 2 (dua) berisi 

dokumen penawaran biaya;--------------------------------

17.3.2.3. Evaluasi penawaran menggunakan Merit Point System.

Evaluasi terhadap sampul 1 (satu) dilakukan terhadap 

kelengkapan persyaratan administrasi yang 

menghasilkan 2 (dua) kesimpulan yaitu memenuhi 

syarat dan tidak memenuhi syarat. Penawaran yang 

tidak memenuhi syarat administrasi tidak dilanjutkan 

dengan evaluasi teknis. Evaluasi teknis dilakukan 

dengan sistem nilai dengan pembobotan sebagai 
berikut:------------------------------------------------------

Spesifikasi teknis 70%
Brosur/kataJog/leaflet 5%
Garansi Puma Jual 10%
Pengalaman perusahaan 5%
Suku Cadang/spare pari 10%

Total 100%

Ambang batas lulus adalah 75,0 dan peserta lelang yang 

mendapatkan total nilai > 75,0 dinyatakan lulus, 

sedangkan peserta yang total nilainya < 75,0 dinyatakan

tidak lulus;-------------------------------------------------

17.3.2.4. Terlapor VII menetapkan spesifikasi teknis alat 

penyemprot nyamuk (mesin fogging) sebagai berikut: -

M etil Semprot Asap Serba G raa

Spesifikasi Teknik
Power, combustion chamber !2K w crl6 .7H P
Fuel Compsuption I.7L/H
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Capacity of fuel tank ML
Capacity of chemical tank 5L
Pressure in chemical tank 0.25-04 bar
Pressure in fuel tank 0.08 bar
Power Supply 2x1 iv  Batteries
Floe rate (according to nozzle size used) 10-25L /H __
Solution output 042L/H
Weight (empty) 8-2 Kg
Dimension (L x W x H) 1307x272x315mm

Perlengkapan Standar.
Standar Fogging Tube 1 w it
Fuel funnel with strainer 1 set
Solution funnel with strainer 1 set
Instruction manual with spore part list 1 set
Tool kit 1 set
Cleaning Tolls 1 set
Set of 1 set

.PplcrgkaptpKisclaiintan; _
Samng tangan, Jaket, Topi, Pelindung 
Telinga, Sepatu Boot dan Masker

173.2.5. Harga Perkiraan Sendiri (selanjutnya disebut IIPS) 

sebesar Rp 34.100.000.000 (tiga puluh empat milyar 

seratus juta rupiah) dengan volume 2000 (dua ribu)
unit;-------— --------------------------------------------

17.3.2.6. Penilaian kualifikasi dilakukan dengan sistem 

Pascakualifikasi terhadap 3 (tiga) penawaran terendah 

yang memenuhi syarat administrasi dan teknis, serta 

berdasarkan sistem perhitungan Merit P o ini System 

dengan komposisi 65 (Administrasi dan Teknis) dan 35

(Penawaran Biaya); *---------------------------------------

17.3.3. Bahwa pada tanggal 1% September 2006, Terlapor VII melakukan 

Rapat Penjelasan Pckcijaan yang dihadiri oleh 31 (tiga puluh satu)

perusahaan dengan hasil sebagai berikut: (vide bukti C¡6);

No. Ketentuan dalam 
RKS

Sebelum Rapat Penjelasan Perubahan Dalam Rjpot Penjelasan

1 Bab I Pasal 1, 
Angka 1.4 hurufe

Memiliki Laporm bulanan PPb 
Pasal 25 atau Pasal 21/23 atau PPN 
sekurang-kurangnya 3 bulan yang 
lalu

Memiliki Laporai b u la m  P Ph 
Pasal 25 atau Pasal 21/23 stsu PPN 
sekurang-ktaangnya 3 bulan yang 
lalu

2 Bab 1 Pasal 1, 
Angka 1.4 huruf p

Memiliki Surat Keterangan Domis 
Perusahaan, Alrte Pendirian 
Perusahaan, Sertifikat Asosiasi, 
Kartu Tanda anggota KADIN, 
NPWP, TDP

Ditambah Asosiasi Kcslab dan 
Tanda Anggota KADIN

3 Bab I Pasal 1, 
Angka 1.4 bi*ufq

Memiliki Surat Tanda Pendaftaran 
sebagai agen tunggal yang telah 
terdaftar pada Departemen

Memiliki Suni Dukwgan Agen 
Tinggal yaig tdah terdaftar pada 
Departemen Ppdagangjn
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Penbeansan RI - .........
4 Bab II Pasal 3 humf 

k
........ sedangkan untuk barang
impor harus dijelaskan apakah 
harga tenebut merupakan harga 
free on beard (FOD) atau cost 
Insurance and fretgh (CIF)

__(dihdangkan)

5 Bab II Pasal 7, 
angka 75

Penilaian kualifikasi dilakukan 
dengan Pascakualiiikasi terhadap 3 
penawaran terendah yang 
memenuhi syarat administrasi dan 
teknis dan berdasarkan Sistem 
Perhitungan Merit Poin dengan 
komposisi 65 (Administrasi St 
Teknis) dan 35 (Penawaran Biava)

Penilaian kualiGkasi dilakukan 
dengan fa ca k ia lif ik »  terhadap 3 
penawvan terendah yang 
memenuhi syarat administrasi dan 
teknis dan berdasarkan Sistem 
Perhitungan Merit Poin dengan 
komposisi 65 (Teknis) dan 35 
(P enaw m  Biaya

6 Bab 11 Pasal 12 Jangka waktu maksimal yang 
diberikan kdpoda ptnyedi* 
barang/jasa untuk melaksanakan 
Pengadaan Alat Fogging yang telah 
ditentukan adalah 30 hari kalender 
terhitung.......... .....

Jangka waktu maksimal yang 
diberikan kepada periyedii 
barang/jasa untuk melaksanakan 
Pengadaan Alat Fogging yang telah 
ditentukan adalah 45 hari kalender 
terhitam...... .................

7 Bab 11 Pasal 18 Tentang Syarat-Syarat Teknis Spesifikasi teknis tidak mengikat 
seperti yang dituangkan dalam 
Pasal 18

8 Lampiran 
Spesifikasi Teknis

Mengarah pada 1 merek Spesifikasi tidak mengikal. Panitia 
akan mengaku pada Biro 
Perlengkapan sebagai u iit yang 
mengeluarkan Harga Satuan

17.3.4. Bahwa tanggal 5 Oktober 2006 adalah batas akhir pemasukan 

dokumen penawaran. Pada hari yang sama dilakukan juga 

pembukaan dokumen penawaran Sampul 1 dengan hasil sebagai 

berikut: (vide buhi CI7);----------------------------------------------

17.3.4.1. Jumlah perusahaan yang memasukkan dokumen

penawaran sebanyak 30 (tiga puluh) perusahaan;--------

17.3.4.2. Pembukaan dokumen penawaran disaksikan 2 (dua)

wakil peserta yaitu PT Putra Lakopoperkasa dan PT 

Natana Loris Kaiya Utama;- ■■ ■ ■ ■■

17.3.4.3. Dalam acara pembukaanu dokumen penawaran Sampul

1 (persyaratan administrasi) sekaligus dilakukan 

pengecekan kelengkapan dokumen penawaran masing- 

masing perusahaan. Dari 30 (tiga puluh) perusahaan 

yang memasukkan penawaran hanya 7 (tujuh) 

perusahaan yang memenuhi kelengkapan persyaratan 

administrasi yaitu: —-

Na. Nama Perusahaan
1 PT Perusahaan Pddagangn Indoaesia
2 PT Penta Vilert
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3 PTBorimex
4 FT Trimitra Sehati
5 PT Rámá Mandiri
6 PT Sumber Mandiri Alkestron
7 PTBhakti Wira Huada

17.3,5. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2006, Terlapor VII melakukan 

evaluasi terhadap persyaratan administrasi dan teknis (Sampul 1). 

Hasil evaluasi Terlapor VII untuk persyaratan administrasi sesuai 

dengan Berita Acara pembukaan penawaran dimana hanya 7 

(tujuh) perusahaan saja yang memenuhi persyaratan administrasi. 

Hasil evaluasi terhadap 23 (dua puluh tiga) perusahaan yang tidak 

memenuhi persyaratan administrasi adalah sebagai berikut: (vide 

bukti CIS, C19);--------------------------------------------------------

N o. Nama Perusahaan Evaluasi Kegagalan

1. PT Hotma Asih Persada ■ Tidak ada surat tanda pendaftaran sebagai agen tunggal 
yang telah terdaftar di Depdag R]

" Tidak ada surat pernyataan dari pebrik/agen tunggal tentang 
kemampuan menyediakan barang

2. CV Hidayah 4 Tidak ada s in t  Pernyataan Kebenaran Isi Dokumen
•  Tidak ada s m t  tanda pendaftaran sebagai agen tinggal 

yang telah terdaftar di Depdag RI
•  Tidak terdaftar dalam hak paten dan merek yang 

dikeluarkan oleh Dep. Hum dan HAM RI (produk dalam 
negeri)

3. PTNatama Loris KaryaS. ■ Tidak ada s m t  Pernyataan Kebenaran Isi Dokumen
4, PT Amarta Putra Selaras • Tidak ada Daftar Pengalaman Perusahaan
5. PT Bumi Paradise ■ SIUP tidak sama (Kualifikasi B subbidang Alat Kesehatan)
6. PT Landaru Persada ■ Tidak memiliki Surat Pernyataan Dukingan Agen 

Tunggal/Pabrikan yang terdaftar pada Depdag RI
7. PT NiratenTri Tunggal 

Farmasia
* Nilai Jaminan Penawaran Asli kurang

8. PT Putra Solokindo 
Mandiri

■ S m t Penawaran mencantumkan harga penawaran
■ Tidak ada Dukungan Bank asli
* Tidak ada Jaminan Penawaran asli
•  Tidak ada Daftar Barang, Spesifikasi Teknis dan 

kelengkaorayi ______  ______ ___
9. PT Indotama Medikatama 

Prima
•  Tidak ada surat pernyataan dari pabrik/agen tunggal tentang 

kemampuan menyediakan barang 
■ Tidak ada surat pernyataan lertang Kompetensi dan 

kemampuan usaha
10.. CVMorindo ■ Nilai Jaminan Pcs&wana Asli kurang _ ____________
U . PT Kimia Farma ■ Surat Perawaran mencantumkan harga penawaran

■ Tidak ada iadwal pelaksanaan
12. PT PiiraL ako Perkasa * Tidak memiliki S tn t  Penyala«  Dukimgan Agen 

Tunmal/Pabrikai yang terdaftar pada Depdag RI
13. CV Dita Putri W inrawa •  Tidak ada Surai Pemvaiaan Kebesmn ts  dokunen

. 14._
15. PT Indo Fvm a Global M. ■ Tidak ada s m t  t n f e  pcmfcftwp sebagai agen tinggal 

yang telah terdaftar di Depdag RI
16. PT Prima Sakti GcmiUhe •  Tidak ada s m t  poriY*t»dmpabr*/aReñnjTOaltertaTi*
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kcnwnpun menyediakan barang

17. PT Lucas Diaia •  Surat Penawaran mencantumkan Hv r i penawaran

18. CV Pütró Bungsu •  Tidak Ma iurtl undi ßäidtflann sefagai agen tunggal 
ynng Idah IcrdaAar di Dtpdag RI

•  Tidak ada Surat Pemyauun pabrik/ige» tunggal lemang 
ketersediaan spareparl/suku cadang yang 
berkesinambungan

•  Tidak memiliki Surat Ptrnyataa» D ukw gn  Agen 
Tunggal/Pabrikan yang terdaftar pada Depdag RI

•  Tidak ada surat pernyataan tentang Kompetensi dan 
kemampuan usaha

19. PT Alfindo Nun tama P. ■ Tidak ada surat tanda pendaftaran sebagai agen tunggal 
yang telah terdaftar di Depdag RI

■ Tidak ada Surat Pernyataan pabrik/agen tunggal tentang 
ketersediaan sparepcrt/suku cadang yang 
berkesinambungan

• Tidak memiliki Surat Pernyataan Dukungan Agen 
Tunggal/Pabrikan yang terdaftar pada Depdag RI

■ Tidak memiliki Sertifikat Izin Penyalur Alat Kesehatan
20. CV Dareta ■ Tidak ada surat tanda pendaftaran agen tunggal 

y an« telah terdaftar di Depdag RI
21 PT Sumber Mandiri A. ■ Tidak memiliki Surat Dukunjpn Bank Ali
22. PT Solusindo Ganda K. ■ Tidak ada surat tanda pendaftaran sebagai agen tunggal 

yang telah terdaftar di Depdag RI
■ tidak memiliki Surat Pernyataan Dukwgao Agen 

Tunggal/Pabrikan yang terdaftar pada Depdag RI
* Tidak membuat Surat Pernyataan Kinerja Baik dan Tidak 

Masuk dalam daftar hitam
23. PTLeondita Jaya * Masa bedaku surat jaminan tidak sama

Selanjutnya evaluasi teknis dilakukan terhadap 7 (tujuh) 

perusahaan yang memenuhi persyaratan administrasi dengan hasil 

sebagai berikut:—............ ........ —......  .............................
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Soesifikasi tek ab 70,0 70.000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000
■ komponen utama sesuai 

dengan dokuenm 
pmgnriawn (nftar9 100) V V V V V V V

•  komponen itfama tidak 
sesuai dengan dokumen
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pengada» (nilai *75)
Broatr/Kalalog/Leaflet 
y iftf  dilegalisir yaag 
lerfcagi atas

3,0 5,000 5.000 5,000 2,500 5,000 5,000 5,000

•  Ada dan lengkap (nilai
100)

•  Ada idapi tidak lengkap 
(nilai 50)

•  Tidak ada(nilai0)

V >/ V V V V V

G araasi p i n u  ja a l  yang 
terbagi atas:

10,0 10,000 10,000 10,000 5,000 10,000 10,000 10,000

■ Ada dan sesuai dengan 
dokumen pengadan 
yaitu 3 tahun (nilai 100)

■ Ada dan tidak sesuai 
dengan dokumen 
pengadaan yaitu <  3 
tahun (nilai 50)

•  Tidak ada (nilai 0)

>/ t/ V V V V V

Peagalanaaa penisahaa» 

v aoe terbagi atas
5»0

Total Dcneslaman: <X5) 2,500 0,000 0,000 2.500 0.625 0.625 0.625
•  > 10 tahun (nilai 100)
■ > 5 - 1 0  tahun (nilai 50)
•  3 - 5  tahun (nilai 25)
• < 3  tahun (nilai 0)

V V V V V V V

Nilai enket oekeriaan (W) 1,250 0,000 2,500 2.500 1,250 0,000 2,500
■ > Rp 10 milyar (nilai 

100)
•  > Rp 7 milyar -  Rp 10 

milyar (nilai 50)
•  < Rp 7 milyar * 0

V J V V V V V

Sak« cadang/spa re pari 
v i n  terbaei atas

10,00 10,000 10,000 10,000 7,500 7,500 10,000 10,000

■ Berkesinambungan > 5 
tahun (nilai 100)

•  Sampai dengan 5 tahui 
(nilai 75)

■ Tidak ada (nilai 0)

>/ V V V V V V

Total NDii 100,0 98,750 95,000 *7,500 90,000 94,375 95,625 98,125

L a lu L n lu Lalui L a lu Lola* Lilns L a lu L a lu

17.3.6. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2006, Terlapor VII melakukan 

pembukaan dan evaluasi dokumen Sampul 2 (penawaran harga) 

dengan hasil sebagai berikut: (vide bukti C20);----------------------

N * Nama Perusahaan Harga Penawaran 
(Rp)

Sistem 
Nilai (%)

Hasil
Nilai Peringkat

1 PT Rama Mahdtri 23.760.000.000 100 35 1
2 PT Bhakti Wira Husada 29.700.000.000 97 34 2
3 PT Perusahaan Perdagangan 

Indonesia
30380.000.000 94 33 3

4 PT Penta Valent 30.800.000.000 91 32 4
5 PTTrimrtra Saati 3U40.000.000 89 31 5

hal. 13 dari 42

Persekongkolan yang..., Rully Hesrul Yudia Wangi, FH UI, 2008



'j SALINAN~1'

6 PTBorimek 32-299.960.000 86 30 6
7 PT Sumber Mtftdiri Alkestron 33 800000000 83 29 7

Notc: Biaya terendah nilai bobotnya adalah 35 dengan persentasenya 100%.

17*3.7. Bahwa pada tanggal 11 Oktober 2006. Terlapor VI! melakukan 

evaluasi teknis dan biaya. Nilai teknis sebesar 65% dan nilai biaya 

35%. Hasil evaluasi perhitungan akhir teknis dan biaya adalah 

sebagai berikut: (vide bukti C2!);---------------------- ------

No. Nama Perusahaan
Hasil
Nilai

Teknis

Total
Teknis

H&sil Nilai 
Biaya

Total
Biaya

Total 
Teknis A  

Biaya
Peringkat

1 PT Rama Mandiri 95,000 61,750 100 35 96.750 3
2 PT Bhakti W in  

Husada
98,750 64.188 97 34 98,188 1

3 PT Perusahaan
Perdagangan
Indonesia

98.125 63.781 94 33 96,781 2

4 PT Penta Valent 95.625 62,156 91 32 94.156 5
5 PT Trimitra Sejati 97,500 63375 89 31 94375 4
6 PTBorimek 94375 61344 86 30 91344 6
7 PT Sumber Mandiri 

Alkestron
90,000 58,500 83 29 87,500 7

17.3.8. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2006, Terlapor VII melakukan 

evaluasi kualifikasi terhadap peserta tender. Dalam evaluasi 

tersebut Terlapor IV yang berada pada peringkat 3 (tiga) hasil 

evaluasi teknis dan biaya dinyatakan tidak memenuhi persyaratan 

kualifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai calon 

pemenang karena Kemampuan Dasar-nya (KD) tidak memenuhi 

ketentuan 5 NPT. Berdasarkan hasil evaluasi maka Panitia 

Pengadaan menetapkan: (vide bukti C22, C2S, C24);---------------

No. Nama Perusahaan Harga Penawaran (Rp) Hasil
1 PT Bhakti Wira Husada 29.700.000.000 Calon penenang 1
2 PT Perusahaan Perda^vom  Indooesta 30.580.000.000 Catan panenan* U
3 PT Trimitra Sehati 31240.000.000 Calon pemenang TT1

173.9. Tanggal 17 Oktober 2006, Terlapor Vlll menerbitkan Keputusan 

Kepala Biro Administrasi Wilayah Sctda Propinsi DKI Jakarta 

Nomor 14 Tahun 2006 tentang Penetapan Pemenang Pengadaan 

Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Alat Penyemprot/Pembasmi 

Nyamuk (mesin fogging) yang memutuskan Terlapor I sebagai
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pengadaan Alal Penyemprot/Pembasmi Nyamuk di Biro 

Administrasi Wilayah Propinsi DKJ Jakarta (vide bukti 

B29, B3I);--------------------------------------------------- -

17.4.1.6. Terlapor 1 sudah sering dipinjam untuk mengikuti

tender {vide bukit BI);-----------------------------------  —.

17.4.1.7. Terlapor 1 bersedia digunakan dan siap ditunjuk sebagai

pemenang dengan fee bendera sebesar 2%, untuk 

mengikuti tender pengadaan Alat

Penyemprot/Pembasmi Nyamuk di Biro Administrasi 

Wilayah Propinsi DKI Jakarta. Hal ini dipertegas dalam 

Surat Perjanjian Keijasama antara Terlapor I dengan 

Jeffiy Bunyamin (vide bukii BI, B29, C97);---------------

17.4.1.8. M. Bahri dan Jcffry Bunyamin menugaskan Ahmad

Hidayat untuk mencari perusahaan pendamping bagi 

Terlapor I. Diperoleh Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor

II sebagai perusahaan yang mendampingi Terlapor I 

{vide bukti B3J);--------------------------------------------

17.4.1.9. M. Bahri menghubungi sendiri Direktur Terlapor III

untuk meminjam perusahaannya dalam tender ini, 

Terlapor III bersedia meminjamkan perusahaannya 

namun tidak bersedia menjadi pemenang (vide bukti 

B31danB9);------------------------------------------------

17.4.1.10. Dalam rangka peminjaman perusahaan, Terlapor IV

meminta fee sebesar 5% apabila dinyatakan sebagai 

pemenang tender. Terlapor IV hanya memasukkan Nilai 

Proyek Tertinggi (NPT) sebesar Rp 5 J98.700.000 (lima 

milyar tiga ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus 

ribu rupiah), padahal Terlapor IV pernah mengerjakan 

proyek senilai Rp 12.000.000.000 (dua belas milyar 

rupiah) (vide bukti B4);-------------------------------------

17.4.1.11. Sebagai perusahaan pendamping. Terlapor IV dan 

Terlapor V menerima fee sebesar Rp 15.000.000 (lima 

belas juta rupiah), Terlapor II sebesar Rp 10.000.000 

(sepuluh juta rupiah), sedangkan Terlapor III sampai 

sekarang belum menerima/ee (vide bukti B9, B29); —
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17.4.1.12. Dalam tender ini» JefTry Bunyamin sebagai penghubung 

kepada investor, menerima fee sebesar 1,5% dari nilai 

proyek, sedangkan Sugiarto Santoso selaku investor 

mempaoleh keuntungan sebesar 9% dari nilai proyek 

setelah dikurangi biaya-biaya. Ahmad Hidayat 

memperoleh fee sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta

nipiah) dari Terlapor I (vide bukti B12, B29)\------------

17*4.1.13. Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor II, dan Terlapor UI 

hanya menyiapkan dokumen administrasi perusahaan 

saja sedangkan dokumen penawaran secara keseluruhan 

disusun oleh Sugiarto Santoso bersama dengan M. 

Bahri. Baik Terlapor III, Terlapor Terlapor, maupun 

Terlapor II tidak pemah mengikuti pelaksanaan proses 

tender (vide bukti B18, B22, B23, B31);------------------

17.4.1.14. Prasetyo Sidi (Kepala Cabang Terlapor V Jakarta

Timur) dan Darsim meminjamkan perusahaannya untuk 

mengikuti tender tanpa sepengetahuan Direktur 

Terlapor V. Baik Prasetyo Sidi maupun Darsim tidak 

pemah mengikuti jalannya proses tender, termasuk 

menghadiri acara Aanwijzing maupun pemasukan dan 

pembukaan dokumen penawaran namun tanda 

tangannya ada dalam daftar hadir (vide bukti B22');-----

17.4.1.15. Hasan Basnapal meminjamkan Terlapor U untuk

mengikuti tender tanpa sepengetahuan Direktur 

Terlapor II. Direktur Terlapor U tidak pernah 

menghadiri acara Aanwijzing serta pemasukan dan 

pembukaan dokumen penawaran, namun tanda 

tangannya ada dalam daftar hadir (vide bukti B18);-----

17.4.2. Kerja Sama Antara Terlapor I dan JefTry Buayamu;-----------

17.4.2.1. Tanggal 25 September 2006, Terlapor I membuat Surat 

Perjanjian Kcijasama (selanjutnya disebut SPK) No. 

437/SPK/DC/2006 dengan Jeffiy Bunyamin dalam  

rangka penanganan proyek Pengadaan Alat Kesehatan 

Tahun Anggaran 2006 di Pemda DKI Jakarta. Surat 

Pajanjian ini berisi antara lain tentang pemberian fee
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bendera sebesar 2% dari JefTry Bunyamin kepada 

Terlapor I yang langsung ditransfer ke rekening 

Terlapor I (BNI 46 A/C No. 0011777315 cabang 

Tebet). Dalam SPK ini terdapat Addendum yang 

membahas mengenai Perhitungan Restitusi Pajak (vide 

bukti BI, B12, C97, C105);--------------------------------

17.4.2.2. Tanggal 10 Oktober 2006, Terlapor I memberikan Surat

Kuasa No. 361/UM/BWH/X/2006 kepada JefTry 

Bunyamin untuk membuka rekening atas nama Terlapor 

I di Bank Artha Graha Cabang Suryopranoto, bukan 

kepada Sugiarto Santoso (vide bukti B12, C106);--------

17.4.2.3. Tanggal 20 Desember 2006, Pemda DKI Jakarta

membayar kepada Terlapor I kc rekening Terlapor I di 

Bank Artha Graha sebesar Rp 26.594.965.000 (dua 

puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh empat 

juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah) (vide 

bukti C103);-------------------------------------------------

17.4.2.4. Tanggal 21 Desember 2006, Jeffiy sebagai kuasa

Terlapor I menarik tunai dana sebesar 

Rp 26.594.965.000 (dua puluh enam milyar lima ratus 

sembilan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh 

lima ribu rupiah) (vide bukti C103);---------------------

17.4*2,5. Tanggal 3 Januari 2007, Jeffiy Bunyamin mentransfer 

uang sejumlah Rp 531.000.000 (lima ratus tiga puluh 

satu juta rupiah) kepada Terlapor I melalui Bank BNI 

untuk pembayaran fee peminjaman perusahaan (vide

bukti C99);--------------------------------------------------

17.4.3. Surat Keterangan Dukungan Kenangan dari Bank Artha

Graha;-------------------------------------------------------------------

17.4.3.1. Tanggal 2 Oktober 2006, Bank Artha Graha

menerbitkan Surat Keterangan Dukungan Keuangan 

untuk Terlapor I, Terlapor U, Terlapor III, Terlapor IV, 

Terlapor V, PT Bumi Paradise, dan PT K amani Idola 

(vide bukti B17);------------------------------------- ■------
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17.4.3.2. Surat Keterangan Dukungan Keuangan Terlapor I,

Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V 

diberikan sesuai permintaan Sugiarto Sanioso selaku 

Kuasa Direktur masing-masing perusahaan dengan 

Surat Kuasa tertanggal 2 Oktober 2006 (vide bukíi Cl, 

C2, C3, C4, C6);--------------------------------------------

17.4.3.3. Terlapor III, Terlapor II, dan Terlapor V tidak pernah

memberikan Surat Kuasa kepada Sugiarto Santoso (vide 

bukti B2, BI8, B19, B22);----------------------------------

17.4.4. Pemesanan mesin fogging merek Blancfog oleh Terlapor Vf; —

17.4.4.1. Tanggal 19 Mei 2006, Terlapor VI menjadi agen 

tunggal Blancfog di Indonesia (vide bukti B6, C46); —

17.4.4.2. Tanggal 26 Juni 2006, terdapat dokumen Rincian 

Analisis Perhitungan CIF Harga Satuan Pengadaan 

Peralatan Blancfog Portable Thennal Fogger BL 35 dari 

Terlapor VI kepada Bp Inggard Joshua (vide bukti C9I);

17.4.4.3. Data pembelian mesin fogging Terlapor VI sejak Mei

s/d Oktober 2006 adalah sebagai berikut: (vide bukti 

C75);--------------------------------------------------------

No. Ta»n»l J i a b h
(■*¡0

1. 20 Mei 2006 10
1. 26 Mei 2006 10
3. 23 Agustus200ó 5
4. 28 September 2006 600
5. 10 Oktober 2006 800
6. 30 Oktober 2006 700

17.4.5. Harga Mesin Fogging dalam Buka Patokan Harga Sataan; —

17.4.5.1. Dalam Buku Patokan Harga Satuan Pemda DKI Jakarta

hanya terdapat harga mesin fogging merek Agrofox 

Type AF 35, yaitu sebesar Rp 18.505.700 (delapan 

belas juta lima ratus lima ribu tujuh ratus rupiah) (vide 

bukti B14);------------------------------------------------- -

17.4.5.2. Dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Propinsi DKI

Jakarta No. 6/SE/2004 tanggal 3 Maret 2004, perihal 

Permohonan Usulan Patokan Harga Satuan pada point 3 

dan 4, disebutkan bahwa (vide Bukti B24, C86):---------
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17.4.5.2.1. Terhadap barang/jasa lainnya yang tidak

tcrcantum dalam buku patokan harga 

satuan, Kepala Unit/Satuan Keija dalam 

mengajukan usulan harga satuan agar 

mencantumkan sumber informasi harga 

serta alamat lengkap penyedia barang, 

bentuk usulan beserta lampiran 

permohonan sebagaimana lampiran surat 

edaran ini dan usulan harga tersebut 

merupakan informasi harga yang wajar 

sesuai dengan kebutuhan unit/satuan 

keija;---------------------------------------

17.4.5.2.2. Permohonan harga satuan barang/jasa

lainnya dari unit/satuan keija yang data 

spesifikasi barangnya mirip atau 

mendekati dengan data yang tercantum 

dalam buku patokan harga satuan, maka 

Kepala Unit/Satuan Keija sebagai 

pengguna barang untuk mengikuti/ 

menggunakan harga spesifikasi yang 

telah tercantum dalam buku patokan 

harga satuan dimaksud;-------------------

17.4.5.3. Surat Edaran tersebut dibuat berdasarkan ketentuan 

dalam Pasal 8 angka 3 Keputusan Gubernur Propinsi 

DKI Jakarta No. 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Propinsi DKI Jakarta;--------------------------------------

17.4.6. Pakta lain;--------------------------------------------------------------

17.4.6.1. Addendum dalam Surat Peijanjian Keijasama antara 

Terlapor 1 dan Jefifry Bunyamin mengatur mengenai 

penerimaan restitusi PPN sebesar Rp 1.700.000.000 

(satu milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan pembagian 

sebagai berikut (vide Bukti CI05):------------------------
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»7.4.6.1.1. 60% untuk Terlapor I, sebesar

Rp 1.020.000.000 (satu milyar dua puluh
juta rupiah);--------------------------------

17.4.6.1.2- 40% untuk JefTry Bunyamin, sebesar

Rp 680.000.000 (enam ratus delapan 

puluh juta rupiah);-— ■■ ..

17.4.6.2. Sampai pemeriksaan lanjutan ini berakhir,

permasalahan mengenai pembayaran pajak belum

selesai dan addendum tersebut belum dilaksanakan; —
17S. Dugaan Pelanggaran; —__________________________________________

17.5.1. Persekongkolan Horisontal; -__-________________________

17.5.1.1. Terlapor 1, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan 

Terlapor V diduga bersekongkol dalam mengikuti 

tender pengadaan Alat Penyemprot Nyamuk (mesin 

fogging) di Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI 

Jakarta Tahun 2006 berupa: Persaingan semu dalam 

mengikuti tender pengadaan Alat Penyemprot Nyamuk 

(mesin fogging). Persaingan semu tersebut teijadi dalam 

bentuk kesamaan dokumen tender karena dokumen 

tender tersebut dipersiapkan oleh pihak yang sama, 

yaitu M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeflry Bunyamin, dan

Sugiarto Santoso;-------------------------------------------

17.5.2. Persekongkolah Vertikal; -------------------------------------------- -

17.5.2.1. Terlapor VIII merekomendasikan hanya mesin Fogging

merek Blancfog sebagai produk yang ditawarkan oleh 

Terlapor VI dalam Surat Permohonan Patokan Harga 

Satuan kepada Kepala Biro Perlengkapan Propinsi DKI 

Jakarta;----------- --------------------------------------------

17.6. Analisis;-— ----------------------- --------
17.6.1. Tentang Penyusnnan Dokumen Penawaran;----------------------

17.6.1.1. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor ID, Terlapor TV,

dan Terlapor V mengikuti tender pengadaan Alat 

Penyemprot Nyamuk (mesin fogging) di Biro 

Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta Tahun 

2006;—--------- ----------------— --------------
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17.6.1.2. BahwaTerlapor I, Terlapor II, Terlapor 111, Terlapor IV,

dan Terlapor V tidak menyusun dokumen penawaran, 

termasuk harga penawarannya;----------------------- —

17.6.1.3. Bahwa yang menyusun dokumen penawaran milik

kelima perusahaan tersebut adalah Ki Bahri, Ahmad 

Hidayat, Jcf&y Bunyamin, dan Sugiarto Santoso;-------

17.6.1.4. Bahwa dengan disusunnya dokumen penawaran oleh

pihak yang sama, maka terdapat kesamaan dokumen 

penawaran milik Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, 

Terlapor IV, dan Terlapor V berupa;---------------------

a. Surat Pengantar Penawaran Pengadaan Alat

Fogging;-------------------------------------------------

b. Surat Keterangan Dukungan Keuangan;--------------

c. Garansi Bank;------------------------------------------

d. Dañar Spesifikasi Teknis Beserta Kelengkapannya;

e. Surat Dukungan, Surat Kesanggupan Penyediaan

Suku Cadang, Kesediaan Peninjauan, Kesanggupan 

Pelayanan Puma Jual dari Terlapor VI;---------------

f. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;-----------------------

g. Surat Pernyataan Bersedia Masuk Dalam Dañar

Hitam;---------------------------------------------------

h. Surat Pernyataan Tidak Dalam Pengawasan

Pengadilan;---------------------------------------------

i. Dukungan Bank;---------------------------------------

17.6.1.5. Bahwa dengan disiapkannya dokumen penawaran oleh

pihak yang sama yaitu M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jcf&y 

Bunyamin dan Sugiarto Santoso, termasuk surat 

keterangan dukungan keuangan dan garansi bank dari 

Bank Artha Graha atas nama Terlapor I, Terlapor II, 

Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V, menunjukkan 

telah tajadi pengaturan dalam tender yang 

mengakibatkan terjadinya persaingan semu diantara 

masing-masing perusahaan tersebut;---------------------

17.6.2. Tentang Pengaturan Pemenang Tender;---------------------------
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17.6.2.1. Bahwa Terlapor I bersedia dipinjam oleh M Bahri dan

Jeflry Bunyamin dengan fee bendera sebesar 2% yang 

termuat dalam Surat Perjanjian Keijasama No. 

437/SPK/IX/2006 tanggal 25 September 2006;----------

17.6.2.2. Bahwa pengaturan pemenang tender oleh M. Bahri

bersama dengan Ahmad Hidayat, Jeffty Bunyamin dan 

Sugiarto Santoso dilakukan melalui penentuan harga 

penawaran Terlapor I yang dibuat lebih rendah 

dibandingkan dengan harga penawaran perusahaan 

pendampingnya; —------------------------------------------

17.6.2.3. Bahwa sesuai dengan Surat Pajanjian Keijasama antara

Terlapor 1 dan Jcffiry Bunyamin yang memuat klausul 

tentang besarnya fee bendera yang diminta oleh 

Terlapor I sebesar 2%, maka M. Bahri bersama dengan 

Ahmad Hidayat, Jeflry Bunyamin dan Sugiarto Santoso 

menetapkan Terlapor I sebagai perusahaan yang akan 

ditunjuk sebagai pemenang karena Terlapor I meminta 

fee  yang lebih rendah bila dibandingkan dengan 

perusahaan lain yang menjadi pendamping;-------------

17.6.2.4. Bahwa Panitia menggugurkan Terlapor IV dalam

evaluasi kualifikasi karena Kemampuan Dasarnya (KD) 

tidak mencukupi. Dalam dokumen penawarannya. 

Terlapor IV hanya memasukkan Nilai Proyek Tertinggi 

(NPT) sebesar Rp 5.398.700.000 (lima milyar tiga ratus 

sembilan puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah), 

padahal Terlapor IV pemah mengeijakan proyek senilai 

Rp 12.000.000,000 (dua belas milyar rupiah);----------

17.6.2.5. Bahwa Terlapor IV tidak diposisikan sebagai 

perusahaan pemenang tender oleh M Bahri dan Jcf&y 

Bunyamin karena meminta fee lebih besar dari Terlapor 

I yaitu sebesar 5%. Hal ini dilakukan dengan cara tidak 

memasukkan KD Terlapor IV senilai Rp

12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah). Apabila KD 

Terlapor IV yang dimasukkan senilai Rp

12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah, maka

! SALINAN |j
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Terlapor IV dapal ditunjuk sebagai pemenang karena

penawarannya terendah;----------------------------------  —-

Tentang P ig ta lu a  Mcsla Blaaefog sebagal prm cntBj;---------

17.6.3.1. Bahwa tanggal 26 Juni 2006, Terlapor VIII mengajukan 

patokan harga satuan kepada Biro Perlengkapan 

Propinsi DKI Jakarta dengan hanya mencantumkan

mesin fogging merek Blancfog;----------------------------

17.6J . 2. Bahwa pengajuan harga satuan tersebut mengacu pada 

Surat Edaran Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta 

No. 6/SE/2004 tanggal 3 Maret 2004 perihal

Permohonan Usulan Patokan Marga Satuan;-------------

17.6.3J .  Bahwa point 4 Surat Edaran tersebut menyalakan

"Permohonan harga satuan barang/jasa lainnya dari 

unit/satuan keija yang rfam spesifikasi barangnya mirip 

atau mendekati dengan data yang tercantum dalam bulai 

patokan harga satuan, maka Kepala Unit/Satuan Kerja 

sebagai pengguna barang untuk mengikuti / 

menggunakan harga spesifikasi yang telah tercantum

dalam buku patokan harga satuan dimaksud;-------------

17.6.3.4. Bahwa dalam buku (»lokan harga satuan Panda DKI

Jakarta sudah terdapat harga mesin fogging merek

Agrofox;---------------------------------------------------------

17.6.3 J .  Bahwa mengacu pada point 4 Surat Edaran Sekretaris

Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 6/SE/2004 tanggal 

3 Maret 2004, Terlapor VIII tidak perlu mengajukan 

patokan harga saman mesin fogging yang lain karena 

sudah ada harga patokan untuk barang yang

spesifikasinya mirip atau mendekati;-----------------------

17.6 J . 6. Bahwa mesin fogging adalah barang yang umum, bukan 

merupakan peralatan yang mempunyai spesifikasi 

khusus sehingga spesifikasinya tidak banyak berbeda

antara merek satu dengan yang lain;------------------------

17.63.7. Bahwa dengan demikian, tindakan Terlapor VIII yang 

hanya mengajukan usulan patokan harga satuan mesin 

fogging merek Blancfog adalah karena Blancfog sejak

SA LIN A N
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awal sudah ditetapkan sebagai produk yang akan 

dimenangkan dalam tender ini;------------------ -----------

17.63.8. Bahwa Sugiarto Santoso bersedia menjadi investor 

untuk peserta yang membawa mesin fogging merek 

Blancfog karena sudah mendapat kepastian bahwa 

Btancfog yang akan ditunjuk sebagai pemenang;'-------

17.6.4. Tentang Pemesanan Mesin Fogging Merek Blancfog oleh

Terlapor VI sebelum penentuan pemenang tender; ■

17.6.4.1. Bahwa Terlapor VII mengumumkan Terlapor 1 sebagai

pemenang tender pada tanggal 17 Oktober 2006;--------

17.6.4.2. Bahwa sejak awal Biro Administrasi Wilayah Propinsi

DKI Jakarta telah merencanakan Blancfog sebagai 

pemenang tender sehingga Terlapor VI berani 

melakukan pemesanan mesin fogging merek Blancfog 

dalam jumlah yang besar sejak tanggal 28 September 

2006» jauh sebelum pengumuman pemenang 

sebagaimana diuraikan dalam butir d bagian temuan 

pemeriksaan;-------------------------------------------------

17.6.4.3. Bahwa pemesanan mesin fogging dalam jumlah besar

tersebut membutuhkan biaya yang besar yang secara 

tidak langsung menjadi "cost ” yang harus ditanggung 

oleh Terlapor VI, antara lain biaya penyimpanan;-------

17.6.4.4. Bahwa Terlapor VI tidak mungkin berani memesan

mesin fogging dalam jumlah besar apabila tidak ada 

jaminan bahwa Blancfog akan ditetapkan sebagai 

pemenang karena Terlapor VI akan menanggung risiko 

barang tidak laku;-------------------------------------------

17.6.5. Tentang Keterlibatan Terlapor VII;---------------------------------

17.6.5.1. Bahwa Terlapor III, Terlapor V, Terlapor U tidak

pernah hadir dan mengikuti jalannya proses tender, 

namun terdapat tanda tangan wakil dari masing-masing 

perusahaan tersebut dalam dokumen daftar hadir 

Aanwijzing maupun pemasukan dan pembukaan 

dokumen penawaran;

hal 25 dari 42

Persekongkolan yang..., Rully Hesrul Yudia Wangi, FH UI, 2008



I SALINAN

17.6.5*2. Bahwa Terlapor VII dengan sengaja tidak memeriksa 

personil yang mewakili perusahaan dalam mengikuti

tender;--------------- ----------------------------------------- -

17.6.5.3. Bahwa dengan demikian Terlapor VII tidak

melaksanakan tugas dan fungsinya dengan benar,-------

17.6.6. Tentang Terlapor I ; --------- — ---------------------------------- —

17.6.6.1. Bahwa Terlapor 1 adalah salah satu unit usaha dari

Yayasan Eka Paksi (TNI Angkatan Darat);---------------

17.6.6.2. Bahwa Terlapor I sering dipinjam untuk mengikuti

tender dan berpendapat bahwa pinjam meminjam 

perusahaan merupakan hal yang lazim dalam mengikuti 

tender termasuk pemberian fee sebesar 2 - 5 %  apabila 

menjadi pemenang;-----------------------------------------

17.6.6.3. Bahwa Terlapor I sudah pemah berperkara di KPPU

dan dinyatakan bersalah dalam persekongkolan tender 

pengadaan alat kesehatan di RSUD Cibinong tahun 

2005 walaupun belum mempunyai kekuatan hukum 

yang tetap;----------------------------------------------------

17.6.6.4. Bahwa Terlapor I tidak mempunyai kemampuan baik

secara finansial dan teknikal untuk dapat ditunjuk 

sebagai pemenang tender dimana seluruh pendanaan 

diperoleh dari Sugiarto Santoso;--------------------------

17.7. Kesimpulan;---------------------------------------------------------------------------

17.7.1. Persekongkolan horizontal antara Terlapor I, Terlapor II, Terlapor

III» Terlapor IV, dan Terlapor V yang difasilitasi oleh M. Bahri, 

Ahmad Hidayat, Jefny Bunyamin, dan Sugiarto Santoso untuk 

memenangkan PT Bhakti Wira Husada dalam tender pengadaan 

Alat Penyemprot/Pembasmi Nyamuk (mesin Fogging) pada Biro 

Administrasi Wilayah Setda Propinsi DKI Jakarta tahun 2006;-----

17.7.2. Persekongkolan vertikal antara Terlapor VI dan Terlapor Vtll serta

Terlapor VII untuk memenangkan mesin fogging merek Blancfog 

dalam tender pengadaan Alat Penyemprot/Pembasmi Nyamuk 

(mesin fogging) pada Biro Administrasi Wilayah Setda Propinsi 

DKI Jakarta tahun 2006;-------------------------------------------------
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18. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil 

pemeriksaan Lanjutan kepada Komisi untuk dilaksanakan Sidang Majelis Komisi; —

j9  Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah menyampaikan Laporan Hasil 

pemeriksaan Lanjutan kepada para Terlapor,-----------------------------------------------

20. Menimbang bahwa selanjutnya. Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Pengawas

Persaingan Usaha Nomor 44/PEN/KPPU/V111/2007 tanggal 9 Agustus 2007, untuk 

melaksanakan Sidang Majelis Komisi terhitung sejak tanggal 9 Agustus 2007 sampai 

dengan 20 September 2007;------ - ■ .............. . ■ -----------  --------------

21. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Sidang Majelis Komisi, Komisi menerbitkan

Keputusan Nomor I50/KEP/KPPU/V11I/2007 tanggal 9 Agustus 2007 tentang 

Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi dalam Sidang Majelis Komisi 

Perkara Nomor 06/KPPU-U2007;------------------------------------------------------------

22. Menimbang bahwa selanjutnya Direktur Eksekutif Sekretariat Komisi menerbitkan

Surai Tugas Nomor 562/SET/DE/ST/V1II/2007 tanggal 9 Agustus 2007 yang 

menugaskan Sekretariat Komisi untuk membantu Majelis Komisi dalam Sidang 

Majelis Komisi; ■ ------ — - ■ ■ ■ --------— ■ ■ ■■ ■ — ------- 

23. Menimbang bahwa pada tanggal 14 September 2007, Majelis Komisi telah melakukan 

Sidang Majelis dan menerima tanggapan atau pembelaan lisan dari para Terlapor atas 

Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang telah disampaikan sebelumnya;

24. Menimbang bahwa pada tanggal 17 September 2007, Majelis Komisi telah menerima

pendapat atau pembelaan tertulis dari para Terlapor;--------------------------------------

Tanggapan dan Pembelaan para Terlapor; ■■■ -  -

Tanggapan Terlapor I; ■ ■■■ ........—

25. Menimbang bahwa pada tanggal 17 September 2007, Majelis Komisi telah menerima

pendapat atau pembelaan dari Terlapor 1 yang pada pokoknya menyatakan sebagai 

berikut; — — — — - .......- ...................  ■■■ ■ ■■ —

25.1. Bahwa untuk menyatakan telah teijadi atau tidak teijadinya suatu kejahatan

(delik) atau perbuatan melawan hukum, maka harus memjuk terlebih dahulu 

aturan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP dan Pasal 1365 KUHPer; --------------- -—

25.2. Bahwa Terlapor i keberatan atas dalil dari Tim Pemeriksa mengenai hubungan 

keijasama antara Terlapor I dengan Jcf&y Bunyamin merupakan wujud 

adanya persekongkolan atau permufakatan jahat, dengan alasan hingga saat ini 

tidak ada peraturan penindang-undang&n yang secara tertulis melarang 

diadakannya suatu perjanjian kajasama dalam rangka peminjaman bendera
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(nama perusahaan) untuk mengikuti suatu tender, sebagaimana isi Perjanjian 

Keijasama antara Terlapor 1 dan JefTry Bunyamin;-----  — ■■ ■■ ■ ■

25.3. Bahwa tidak adanya ketentuan hukum yang secara tertulis melarang

penggunaan strategi pemasaran dengan cara peminjaman bendera perusahaan 

oleh pihak lain dalam rangka mengikuti suatu tender, maka tindakan 

peminjaman bendera adalah suatu perbuatan hukum yang sah dan bukan 

merupakan suatu kejahatan (delik) atau suatu bentuk perbuatan melawan

hukum; ■■ ■■■

25.4. Bahwa Terlapor I menyimpulkan arti kata sekongkol/bersekongkol dalam 

bahasa Indonesia memiliki konotasi yang negatif karena berkaitan dengan 

terjadinya suatu kejahatan, permufakatan jahat dan kecurangan, sedangkan 

keijasama dalam bahasa Indonesia memiliki konotasi yang positif;— —

25.5. Bahwa kesimpulan yang mendefinisikan suatu peijanjian keijasama dalam

rangka peminjaman bendera perusahaan merupakan suatu bentuk 

persekongkolan jelas-jelas merupakan suatu bentuk pemaksaan dan 
kesewenang-wenangan yang justru bertentangan dengan hukum dan menjadi 
suatu perbuatan melawan hukum baru;....... .......

25.6. Bahwa Terlapor I keberatan jika tindakan (perbuatan) Sdr Ahmad Hidayat

yang tanpa sepengetahuan Terlapor I telah bersekongkol untuk mengatur dan 
memenangkan tender pengadaan mesin fogging dibebankan kepada Terlapor
1, mengingat Ahmad Hidayat bukanlah karyawan Terlapor I yang terikat 

dalam suatu peijanjian keija sebagai karyawan;----------------------------------

25.7. Bahwa dalam Peijanjian Keijasama antara Terlapor I dan Jefl&y Bunyamin 
tidak ada satupun klausula yang mengatur bahwa Terlapor I sudah pasti 

menjadi pemenang tender ataupun klausula yang memerintahkan Jef&y 

Bunyamin mengatur agar Terlapor I menjadi pemenang tender, dengan 

demikian Terlapor I tidak terbukti dan tidak dapat dipersangkakan telah 

terlibat dalam rangka mengatur dan atau menentukan pemenang tender, 

sebagaimana dimaksud Pasal 22 Undang-undang No. S Tahun 1999;

25.8. Bahwa Terlapor 1 menolak dengan tegas dugaan telah tajadinya 

persekongkolan antara Terlapor I, Terlapor U, Terlapor UI, Terlapor IV, dan 

Terlapor V berupa adanya persaingan semu dalam mengikuti tender dengan 

alasan Terlapor I tidak terbukti pemah berhubungan dan benekongkol dengan 

Terlapor II, Terlapor UI, Terlapor IV, dan Terlapor V dalam rangka mengatur 

dan atau menentukan pemenang tender; -  -  ■ ■ ■
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25.9. Bahwa Terlapor I menolak dengan tegas hasil temuan Tim Pemeriksa yang 
menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh M. Bahri, Ahmad Hidayat, 
Jcfliy Bunyamin dan Sugiarto Santoso dalam rangka menyusun dokumen 
tender merupakan bentuk persekongkolan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 
22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 dengan alasan Terlapor 1 tidak 
mengetahui perbuatan dan M. Bahri, Ahmad Hidayat, JcfTry Bunyamin dan 
Sugiarto Santoso yang selain bekeija sama dengan Terlapor I juga 
berhubungan dengan Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, dan Terlapor V; —

25.10. Bahwa Terlapor I sangat keberatan telah divonis bersalah karena melakukan 
persekongkolan tender pengadaan alat kesehatan di RSUD Cibinong Tahun 
2005, karena perkara tersebut masih belum memiliki kekuatan hukum tetap;—

25.11. Bahwa Terlapor I sangat keberatan telah dianggap tidak memiliki kemampuan
baik secara finansial dan teknikal untuk dapat ditunjuk sebagai pemenang 
tender karena Terlapor I hanya dipinjam perusahaannya oleh Jef&y Bunyamin 
dan seluruh pendanaannya atas proyek tersebut didukung oleh Sugiarto 
Santoso;------------------------------------ ----------------------------  ----——

25.12. Bahwa Terlapor I menolak kesimpulan Tim Pemeriksa yang menyalakan
bahwa terlapor I telah terlibat dalam suatu persekongkolan horizontal dengan 
alasan tidak ada satupun bukti yang akurat dan meyakinkan bahwa Terlapor I 
telah berhubungan apalagi bersekongkol dengan Terlapor II, Terlapor 111, 
Terlapor IV dan Terlapor V, maupun meminta ataupun menyuruh Jef&y 
Bunyamm dan kawan-kawan untuk menghubungi Terlapor II, Terlapor III, 
Terlapor IV dan Terlapor V dalam rangka mengatur dan atau menentukan 
pemenang tender, ■■—■■■ —— -----------------------------

Tanggapan Terlapor 1L----- ------- —■— ■ ■■
26. Menimbang bahwa pada tanggal 17 September 2007, Majelis Komisi telah menerima

pendapat atau pembelaan dari Terlapor U yang pada pokoknya menyatakan
berikut; - .......—.......  ■■—■—  ■ -------------------------------------------
26.1. Bahwa dugaan adanya persekongkolan dalam tender tersebut tidak sesuai

dengan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan karena Terlapor U secara 
institusi badan hukum tidak pernah terlibat untuk mengikuti tender pengadaan 
alat fogging yang diadakan oleh Pemerintah Propinsi DKI Jakarta;------------

26.2. Bahwa keikutsertaan Terlapor U dalam tender tanpa sepengetahuan Direktur 
Terlapor U, oleh karenanya keikutsertaan berkas Terlapor □ dalam dokumen
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tender sccara hukum tidak dapat dikatakan mewakili Terlapor II sebagai badan
hukum; ■ -  .......... ........— ■

26J .  Bahwa dengan demikian secara jelas terungkap bahwa Terlapor I! secara 
badan hukum tidak pemah mengikuti tender atau penawaran atas alat fogging, 
sehingga tidak mungkin Terlapor II melakukan persekongkolan untuk
mengatur atau menentukan pemenang tender alat fogging;......................

T a n g g a p a n T e H io o r I I I : --------------------- — - ■ ......  — . ..

27. Menimbang bahwa pada tanggal 17 September 2007, Majelis Komisi telah menerima
pendapat atau pembelaan dari Terlapor II! yang pada pokoknya menyatakan sebagai 

berikut;---------------------------------------- - --------------------------------------
27.1. Bahwa Terlapor III tidak mengenal JefTry Bunyamin, Sugiarto Santoso, M.

Bahri, dan Ahmad Hidayat yang seolah-olah menggambarkan mereka adalah 

penghubung atau fasilitator terjadinya persekongkolan untuk memenangkan 

salah satu pihak dalam tender pengadaan aJal fogging di Pemda DKI; ...........
27.2. Bahwa Terlapor UI tidak pemah membuat surat kuasa untuk membuat bank

garansi, mengikuti penjelasan pelelangan, dan untuk mengikuti pembukaan 
penawaran harga, sehingga perlu dipertanyakan dan diteliti kembali 
bagaimana Terlapor UI melakukan persekongkolan; ■ -----

273. Bahwa Terlapor III tidak menerima keuntungan finansial atas peminjaman
perusahaan oleh Abidin Herman; ......  — -

Tanggapan Terlapor IV:--------------------------- ■■ --------------------

28. Menimbang bahwa pada tanggal 17 September 2007, Majelis Komisi telah menerima
pendapat atau pembelaan dari Terlapor IV yang pada pokoknya menyatakan sebagai 
berikut: ■
28.1. Bahwa Terlapor IV tidak pemah melakukan kosnpirasi atau persekongkolan 

dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis untuk memenangkan pihak tertentu 
dalam tender pengadaan alat fogging di Pemda DKI Jakarta; ■ ■ ■■ -

28-2. Bahwa Terlapor IV tidak mengenal dan tidak pernah berhubungan
langsung ataupun tidak langsung dengan para pihak yang terkait dengan 
pengadaan alat fogging ini, baik dengan aparat Pemda termasuk panitia 
ataupun pihak rekanan yang ada; ■

283. Bahwa Terlapor IV hanya dipinjam oleh Bp. Hidayat untuk suatu kegiatan
tertentu;-------------- ——■

28.4. Bahwa Terlapor IV telah mengikuti proses pelelangan dari pendaftaran, 
aanwijzing, sampai pemasukan SPH, tetapi tidak mengetahui sama sekali
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adanya persekongkolan karena Terlapor IV tidak mengetahui berapa 
pemsahaan yang didaftarkan oleh Bp. Hidayat, sehingga segala sesuatu yang
terjadi adalah tanggung jawab Bp. Hidayat;*-------------------------— ---------

28.5. Bahwa dugaan persekongkolan yang dituduhkan kepada Terlapor IV tidak 
mempunyai dasar hukum yang kuat, karena Terlopor IV tidak pernah
berhubungan dengan panitia maupun rekanan lainnya; ........- ■■■ —-

Tanggapan Terlapor V:--------- ---------------------------------    ----- — •

29. Menimbang bahwa pada tanggal 17 September 2007, Majelis Komisi telah menerima
pendapat atau pembelaan dari Terlapor V yang pada pokoknya menyatakan sebagai 
berikut; — --------------- .... ■ — -  . ■ ---------------------------------- ------

29.1. Bahwa Terlapor V secara badan hukum tidak pernah mengikuti proses tender
pengadaan alat fogging yang dilakukan oleh Biro Administrasi Wilayah 
Pemda DKI Jakarta;........ .............  — .......— ............

29.2. Bahwa KPPU mengakui peminjaman Terlapor V bersifat pribadi karena tanpa
sepengetahuan Direktur Terlapor V, sehingga Terlapor V tidak dapat dimintai 
pertanggungjawaban terhadap suatu proses tender yang secara badan hukum 
tidak pemah diikuti; — ■

293. Bahwa Terlapor V telah berubah domisilinya yang semula beralamat kantor di 
Jalan Daan Mogot Gg Macan No. 4, Kedoya Utara Jakarta Barai menjadi Jalan 
Kedoya Raya No. 33 Rl 002/Rw.07 Kedoya Utara -  Kebon Jeruk, Jakarta
11520;-----------------------------------------------------------------------------

Tanggapan Terlapor VI: ■ ......... .. ..

30. Menimbang bahwa pada tanggal 17 September 2007» Majelis Komisi telah menerima
pendapa! atau pembelaan dari Terlapor VI yang pada pokoknya menyatakan sebagai 
berikut; —----  ■■■■-........................  .. ■ ■ —

30.1. Bahwa Terlapor VI menolak pernyataan Majelis Komisi dengan alasan Abidin
Herman tidak pemah berbisnis serta terlibat hutang piutang dengan Sugiarto 
Santoso; ■■

30.2. Bahwa Terlapor VI tidak pemah memberikan perincian analisis perhitungan
CIF harga satuan pengadaan peralatan Blancfog Portable Thennal Fogger BL 
35 tanggal 26 Juni 2006 kepada Bp. Inggard Joshua;----------------------------

303. Bahwa tidak benar Biro Administrasi Wilayah Setda Propinsi DKI Jakarta 

telah merencanakan Blancfog sebagai pemenang tender sehingga Terlapor VI 
berani melakukan pesanan mesin fogging merk Blancfog rf»lnm jumlah yang 

besar, karena Terlapor VI merupakan distributor mesin merek Blancfog,
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dengan demikian pemesanan barang dan penyimpanan (stok) dalam jumlah
besar merupakan hal yang wajar,------ ■—  ,—------  ------

T i i » m p w  T erlap o r V II;------------------------------------------ -—  - - ■

3 1. Menimbang bahwa pada tanggal 17 September 2007, Majelis Komisi telah menerima 

pendapat atau pembelaan dari Terlapor VII yang pada pokoknya menyatakan sebagai 

berikut;----------------------- ---------  —.— ------------------------------------------------

31.1. Bahwa Terlapor Vll telah melakukan tugas dan fungsi sebagai panitia

pengadaan barang/jasa dengan baik dan benar yaitu telah melakukan langkah- 

langkah sesuai dengan ketentuan yang balaku;-----------------------------------

31.2. Bahwa dalam pemeriksaan dokumen pesena tender Terlapor Vll hanya

melihat yang bersangkutan benar mewakili perusahaan dan itu telah diterima 

oleh sekretariat dan Terlapor VII beranggapan bahwa d ala yang disampaikan 

tersebut adalah benar,— — ------- ------ — ■ ..... — —

31.3. Bahwa Terlapor Vll tidak mengetahui adanya tindakan persekongkolan dan

pihak rekanan atau perusahaan untuk memenangkan tender. Fakta tersebut 

baru terungkap pada saat proses pemeriksaan sehingga tidak tepat apabila hal 

tersebut dihubungkan dengan Terlapor VII karena tindakan mereka adalah 

dalam lingkup antar mereka dan Terlapor Vll hanya menerima kebenaran 

yang sifatnya formal dan bukan kebenaran materiil melalui data yang 

diserahkan;------——  ....... .-
Tanggapan Terlapor VIII:------------------------------------ — —  ...... ....... —-----

32. Menimbang bahwa pada tanggal 17 September 2007, Majelis Komisi telah menerima 

pendapat atau pembelaan dari Terlapor VIII yang pada pokoknya menyatakan sebagai 
berikut; — -----  ---------------

32.1. Bahwa Terlapor VIII telah mengajukan patokan harga satuan kepada Biro

Perlengkapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hanya melaksanakan 

prosedur sesuai dengan SK Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 108 tahun

2003 dan Surat Edaran Sekretaris Daerah No. 6/SE/2004 tanggal 3 Maret 2004 

dan Terlapor VIII tidak menduga hal ini akan menimbulkan dampak atau 

akibat hukum yang sangat besar khususnya mengenai adanya dugaan 

persekongkolan yang dilarang; ■ ■■ ■ •- ■■■ - ......... — -

32.2. Bahwa pada saat Terlapor VTI1 mengajukan harga satuan, pencantuman merek

dalam permohonan tersebut bukan bermaksud untuk memenangkan mesin 

penyemprot/pembasmi nyamuk Blancfog, karena menurut pengetahuan dari 

Terlapor VIII merek harus dicantumkan; ■ -  — .............
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32.3. Bahwa pelaksanaan tender yang dilakukan oleh Terlapor VII telah sesuai
dengan ketentuan yang berlaku, diantaranya pencantuman merek Blancfog 
tidak tercantum dalam RKS yang disusun oleh Terlapor VII» selain itu tender 
tersebut juga diikuti oleh bermacam-macam merek sehingga tidak melanggar 
ketentuan yang berlaku;--------------  — —-----------------------------— ■ ■

32.4. Bahwa Terlapor VIII tidak mengetahui adanya tindakan persekongkolan dari

pihak rekanan atau perusahaan untuk memenangkan tender. Fakta tersebut 

baru terungkap pada saat proses pemeriksaan sehingga tidak tepat apabila hal 

tersebut dihubungkan dengan Terlapor VIII karena tindakan mereka adalah 
dalam lingkup antar mereka dan Terlapor VIII hanya menerima kebenaran 

yang sifatnya formal dan bukan kebenaran materiil melalui data yang 

diserahkan;----------------------------- ------ ---------------------------- --------

33. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan 

penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan;----------------------------------------

TENTANG HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, pendapat atau 
pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi 
menilai dan menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:-------------------------------------
1.1. Tentang terjadi atan tidak terjadinya snatw kejahataa (delik) atao

perbuatan melawan hukum;----------------------------------------------------

1.1.1. Bahwa dasar hukum mengenai persekongkolan dalam tender telah
diatur di dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, sehingga 
Majelis Komisi berpendapat bahwa Pasal 1 ayat 1 KUHP dan Pasal 
1365 KUHPcr tidak relevan dan tidak dapat dijadikan dasar 
pertimbangan hukum dalam perkara ini;---------------------------------

1.2. Tentang Persekongkolaa Horizoital-------------------------------------------

1.2.1. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV , Terlapor V
dan Terlapor VI dalam pembelaannya telah membantah terlibat di 
dalam persengkongkolan tender pengadaan mesin fogging di Biro 
Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta tahun 2006;----------------

\2 2 .  Bahwa Majelis Komisi berpendapat berdasarkan bukti serta keterangan 
yang ada terbukti perusahaan Terlapor I, Terlapor D, Terlapor III, 

Terlapor IV dan Terlapor V telah dipinjam oleh M. Bahri, Ahmad
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Hidayat, Jcffry Dunyamin dan Sugiarto Santoso untuk mengikuti 
tender pengadaan alat pembasmi/penyemprot nyamuk (mesin fogging) 
di Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta tahun 2006 dengan 

imbalan berupa sejumlah uang (fee bendenv) sebagaimana dijelaskan 
dalam bagian tentang duduk perkara butir 17.6.1 dan 17.6.1 putusan
ini;*-----------------------—----------------------------------- --------——----

1.2.3. Bahwa Majelis Komisi berpendapat walaupun dalam pembelaan dari 

Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV serta Terlapor V yang peda 

intinya menyatakan bahwa para terlapor tidak terlibat secara langsung 

maupun tidak langsung serta tidak mengetahui perusahaannya 

dipinjam dalam proses tender, namun alasan tersebut tidak dapat 

dijadikan dasar hukum oleh para terlapor untuk lepas dari tanggung 

jawab keterlibatan perusahaan dalam persekongkolan dalam tender;—

1.2.4. Bahwa Majelis Komisi berpendapat peminjaman perusahaan para

terlapor oleh M. Bahri, Ahmad Hidayat, JefTry Bunyamin dan 

Sugiarto Santoso adalah suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan 
karena dapat mengurangi persaingan serta dapat menimbulkan

kerugian bagi para pelaku usaha lain yang mengikuti proses tender 

sesuai dengan prosedur;---------------------------------------------------
1.2.5. Bahwa berdasarkan fakta adanya 3 (tiga) merek yang ditawarkan

dalam proses tender, yaitu Blancfog, Super Hawk dan IGEBA, maka 
Majelis Komisi berkesimpulan bahwa dalam tender ini terjadi 
persaingan antar merek mesin fogging;----------------------------------

1.2.6. Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta Terlapor VI telah memesan
mesin fogging dalam jumlah yang besar sebelum penentuan pemenang 
tender;----------------------------------------------------------------------

1.2.7. Bahwa Majelis Komisi berkesimpulan Terlapor VI telah mengetahui 
sejak awal merek Blancfog akan menjadi pemenang dalam tender ini;-

1.2.8. Bahwa perusahaan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV

dan Terlapor V didalam proses tender ini menawarkan mesin fogging 

dengan merek yang sama yaitu merek Blancfog;------------------------

1.2.9. Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berkesimpulan bahwa

Terlapor VI telah bersekongkol dengan Terlapor I, Terlapor II, 

Terlapor m, Terlapor IV dan Terlapor V yang difasilitasi oleh M. 

Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffiy Bunyamin dan Sugiarto Santoso;-------

• SALINAN j
-  -  -  .  ■ I

haL 34 dari 42

Persekongkolan yang..., Rully Hesrul Yudia Wangi, FH UI, 2008



SALINAN
«. —  ■ - -  -  ■. . - g B |

13. Tentang Penekoogkolaa Vertikal; - ■ —
13.1. Bahwa Terlapor VII dan Terlapor VIII dalam pembelaannya lelah

membantah terlibat dalam persengkongkolan tender pengadaan mesin 
fogging di Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta tahun 
2006;------------------------------------------------------------------------

13.2. Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta dalam RKS mengenai 

adanya kesamaan persyaratan tender tentang spesifikasi teknis alat 

penyemprot nyamuk/mesin fogging dengan merek Blancfog; ■■

133. Bahwa Terlapor VII menetapkan metode Merit Point System dalam 

proses tender pengadaan alat pembasmi/penyemprot nyamuk (mesin 

fogging) di Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI Jakarta tahun 
2006;----------------------------------------------------------------------- —

13.4. Bahwa berdasarkan keterangan dari Terlapor VI sebagai agen tunggal

merek Blancfog menyatakan alat penyemprot/mesin fogging bukanlah 

merupakan alat yang memiliki teknologi yang kompleks dan rumit, 
sehingga Majelis Komisi berpendapat Terlapor VII terlalu 

memaksakan penggunaan metode Merit Point System dalam proses 

tender;.....  ■ ...............  - ------------ —
13.5. Bahwa Majelis Komisi menemukan fakta Terlapor VUI

mencantumkan mesin fogging merek Blancfog lengkap dengan 
spesifikasinya dalam permintaan patokan harga satuan kepada Biro 

Perlengkapan Propinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Edaran 
Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 6/SE/2004 tanggal 3 Maret
2004 perihal Permohonan Usulan Patokan Harga Satuan;---------------

13.6. Bahwa Surat Edaran Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta
No. 6/SE/2004 tanggal 3 Maret 2004 perihal Permohonan Usulan

Patokan Harga Satuan tersebut berpotensi mengurangi persaingan
secara substansial;

2. Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan

u Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau 
menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan 
usaha tidak sehat, —■ -  ■

3. Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak tegadinya pelanggaran

Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi
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m cm pertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 
sebagai berikut:------------------------------------------------------------- ---- ------ ...

3.1. Pelaku usaha:----------- ------- —------------------------------- — ---------------

3.1.1. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan 

usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum 

yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam 

wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun 

bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai 

kegiatan usaha dalam bidang ekonomi;---------------------------------- —

3.1.2. Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah

Terlapor I, Terlapor II , Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, dan 

Terlapor VI yang identitasnya disebutkan dalam bagian Tentang 

Duduk Perkara butir 17.1. putusan ini;-------------------------------------

3.1.3. Bahwa dengan demikian, unsur pelaku usaha terpeaabi;----------------

3.2. Bersekongkol:-----------------------------------------------------------------------
3.2.1. Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman

Pasal 22 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 adalah kerjasama yang 
dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun 

dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender 

tertentu;----------------------------------------------------------------------
3.2.2. Bahwa unsur bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-

undang No. 5 Tahun 1999 antara lain dapat berupa:---------------------
3.2.2.1. keijasama antara dua pihak atau lebih;-----------------------

3.2.2.2. secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan 

tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya;—

3.2.2.3. membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; —
3J22.A. menciptakan persaingan semu;--------------------------------

3.2.2.5. menyetujui dan atau memfasilitasi tajadinya
persekongkolan;---------------------------------  ----  -------

3.2.2.6. tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun

mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan 

tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka 
memenangkan peserta tender tertentu; <--------------------- —
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322.1. pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender
atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung 
kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara 
melawan hukum;— —  ---------------------------------- —

3.2.3. Bahwa berdasarkan Pasal I angka (8) Undang-undang Nomor 5 Tahun
1999, persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk keija sama 

yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan 
maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku 

usaha yang bersekongkol;-—---------- -----------------------------------
3.2.4. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-undang Nomor 5

Tahun 1999, persekongkolan dapat teijadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu 
persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan 

dari persekongkolan horizontal dan vertikal;----------------------------
3.2.5. Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah

persekongkolan yang teijadi antara pelaku usaha atau penyedia barang 
dan jasa dengan sesama pelaku usaha alau penyedia barang dan jasa 
pesaingnya; persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang 
teijadi antara salah satu am» beberapa pelaku usaha atau penyedia 
barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau 
pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan, 
sedangkan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal adalah 
persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna 
barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekeijaan dengan sesama 
pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;----------------------------

3.2.6. Bahwa persekongkolan horizontal dilakukan oleh Terlapor U Terlapor
II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V dan Terlapor VI dalam bentuk 
sebagai berikut:------------------------------------------------------------
32.6.1. Bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor 111, Terlapor IV dan

Terlapor V adalah perusahaan yang dipinjam oleh M. Bahri, 
Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin dan Sugiarto Santoso dan 
sccara bersama-sama menawarkan mesin fogging merek 
Blancfog milik Terlapor VI dalam mengikuti tender 

pengadaan alal pembesmi/penyemprot nyamuk (mesin 
fogging) di Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKI 
laVarta;.... — .  . . . .
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3.2.7. Bahwa dengan demikian» unsur bersekongkol terpeonhi; —■
Pihak Lain:--------------------------------- ----------------------- -------------- —
3.3.1. Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain adalah para pihak yang 

terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender 
baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum 
lainnya yang terkait dengan tender tersebut;

3.3.2. Bahwa M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffiy Bunyamin dan Sugiarto

Santoso adalah pihak lain yang terlibat dalam proses tender,-----------

3.3.3. Bahwa dengan demikian, unsur pihak lain terpeoobi; ■■■

Mengatur dan atau menentukan pemenang tender; ■■■ ■—  ■
3.4.1. Bahwa yang dimaksud dengan tender berdasarkan penjelasan Pasal 22

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah tawaran mengajukan 

harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang- 

barang, atau untuk menyediakan jasa; ........................ ......
3.4.2. Bahwa yang dimaksud tender dalam perkara ini adalah tawaran

mengajukan harga untuk pengadaan alat pembasmi/penyemprot 
nyamuk (mesin fogging) di Biro Administrasi Wilayah Propinsi DKJ 

Jakarta tahun 2006;...........................................................  .....
3.4.3. Bahwa dokumen penawaran kelima Terlapor tersebut dibuai oleh M. 

Bahri, Ahmad Hidayat, Jeffry Bunyamin dan Sugiarto Santoso 
sehingga harga penawaran dapat diatur untuk diajukan oleh masing- 

masing Terlapor dan pada akhirnya mengatur salah satu dianiara 5 
(lima) perusahaan Terlapor tersebut menjadi pemenang;

3.4.4. Bahwa dengan demikian, unsur mengatur dan atau menentukan
pemenang tender, terpeoabi;---------------------------------------------

Persaingan usaha tidak sehat:«------------------------------------------------------

3.5.1. Bahwa yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat yang
ditetapkan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 

1999 adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan 
kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang 

dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau 
menghambat persaingan usaha; ...

3.5.2. Bahwa tindakan Terlapor 1, Terlapor II, Terlapor IU, Terlapor IV dan 

Terlapor V yang meminjamkan perusahaannya dan selanjutnya 

digunakan oleh M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jefiry Bunyamin dan
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Sugiarto Santoso untuk mengikuti tender, merupakan sualu tindakan
menghambat persaingan usaha;-------------------------- —---- —-------

3.5.3. Bahwa dengan demikian, unsur persaingan usaha tidak sehat,
terpenuhi; —-— — —  ---------------  --------------------------— —

Menimbang bahwa sebelum memutus perkara ini» Majelis Komisi 
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:---------------------------------------- -----

4.1. Tentang Pendistribusian Mesin Fogging Merek BlancFog;-------------- -------

4.1.1. Bahwa Mesin Fogging Merek BlancFog telah didistribusikan ke

selunih Kelurahan di wilayah Propinsi DKJ Jakarta;------------------ —

4.1.2. Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi tidak membatalkan tender 

pengadaan alat pembasmi/penyemprot nyamuk (mesin Fogging) ini; —

4.2. Tentang Surat Edaran Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 6/SE/2004

tangga) 3 Maret 2004 perihal Permohonan llsulan Patokan Harga Satuan;----

4.2.1. Bahwa Surat Edaran tersebut dibuat berdasarkan ketentuan dalam

Pasal 8 angka 3 Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta No. 10$ 

Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Belanja Daerah Propinsi DKI Jakarta, sebagai berikut;------------------

4.2.1.01. Untuk jenis barang/jasa yang belum ada patokan harga 
satuannya, Kepala Unit/Satuan Kerja mengajukan usulan 
harga satuan untuk barang/jasa dimaksud kepada Gubernur 
dalam hal ini Kepala Biro Administrasi Sarana Perkotaan 
untuk pengadaan jasa pemborongan dan konsultasi serta 
fumiture/meubclair olahan/rakitan yang dibuat sesuai 
dengan gambar/desain (customed made), Biro Perlengkapan 
untuk bidang pengadaan barang/jasa lainnya, sedangkan 
Kantor Pengelola Teknologi Informasi untuk pengadaan 
bidang teknologi informasi, berpedoman pada:--------------
a. Harga pasar setempat;------------------------- - —

b. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara 
resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), asosiasi terkait 

dan sumber data lain yang dapat dipertanggunjawabkan;
c. Daftar biaya/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh

agen tunggal/pabrikan;-----------------------------------
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d. Biaya kontrak sebelumnya, atau yang sedang berjalan 

dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, 
apabila terjadi perubahan biaya;-

e. Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh instansi
yang berwenang; ................... - ................ .

4.2.2. Bahwa Surat Edaran tersebut tidak sesuai dengan SK Gubernur dan 

berpotensi menghambat persaingan karena pengguna barang-asa harus 

sudah mencantumkan merek barang termasuk spesifikasinya secara 

lengkap ketika akan meminta patokan harga satuan kepada Biro 

Perlengkapan Propinsi DKI Jakarta; -----------  ■ ■

5. Menimbang bahwa sebagaimana tugas Komisi yang dimaksud dalam Pasal 35 huruf e

Undang-undang No. 5 Tahun 1999, Majelis Komisi merekomendasikan kepada 

Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dan pihak 

terkait sebagai berikut: — ........ ■ ■ ■ ■■■ ■ ........ .......-

5.1. Merekomendasikan kepada Sekretaris Daerah Propinsi DKI Jakarta untuk

mencabut Surat Edaran No. No. 6/SE/2004 tanggal 3 Maret 2004 perihal 

Permohonan Usulan Patokan Harga Satuan;..............

5.2. Memberikan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Pajak Republik
Indonesia untuk meneliti laporan pajak dari Terlapor I dan Terlapor VI yang 

berkaitan dengan tender pengadaan mesin fogging di Biro Administrasi 
Wilayah Propinsi DKJ Jakarta tahun 2006; -------------------------- - .. ..

6. Menimbang bahwa berdasarkan fakta serta kesimpulan di atas, dan dengan mengingat
Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999» Majelis Komisi:-------------

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, daa
Terlapor VI terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 UidaDg-aadang Nomor 5 

Tahun 1999;--------------------------------------------------------------------------- —
2. Menyatakan Terlapor VII, dan Terlapor VIII tidak terbukti melanggar

ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 5 Tabun 199$;--------------------——
3. Mengbuknm Terlapor I, Terlapor H, Terlapor 111, Terlapor IV, daa Terlapor V

untuk tidak mengikuti tender pengadaan di lingkungan Petneriatab Daerah dl 

Propinsi DKI Jakarta selama 2 (dua) tahun sejak putusan b l mempunyai 
kekuatan hukum tetap; ■■■ ■ ■ — ——
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4* Menghukum TerUpor VI untuk tidak memasok barang/jasa di lingkungan

Pemerintah Daerah di Propinsi DKI Jakarta selama 2 (dia) tabun sejak putnsan 
ini mempunyai kekuatan hakim tetap;--------------------------------------------------

5. Menghukum M. Bahri, Ahmad Hidayat, Jeflry Bunyamin dan Sugiarto Santoso

uotuk tidak terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam tender 

pengadaan di lingkungan Pemerintah Daerah di Propinsi DKI Jakarta selama 2 

(dua) tabun sejak putusan ini mempunyai kekuatan bukum tetap;-----------------

6. Menghukum TerUpor I membayar ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus

juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan 

denda pelanggaran di bidang persaingan nsaba Departemen Keoangan 

Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN 

Jakarta I) yang beralamat dl JL Ir. H» Juaoda No. 19, Jakarta Pusat melalui 

bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda 

Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);---------------------------------------------

7. Menghukum Terlapor U membayar ganti rugi sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh

juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan 

denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen Keuangan 

Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN 

Jakarta I) yang beralamat di JL Ir. H. Juanda No. 19, Jakarta Pusat melalui 

bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda 

Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);---------------------------------------------
8. Menghukum Terlapor IV membayar ganti rugi sebesar Rp. 15.000.000 (linu

belas juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran
pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan nsaba Departemen 

Kenangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas 

Negara (KPKN Jakarta 1) yang beralamat di JL Ir. H. Jnanda No. 19, Jakarta 

Pusat melaini bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan 

Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
9. Menghukum Terlapor V membayar ganti nigi sebesar Rp. 15.000.000 (lima

belas juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagal setoran

pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Departemen 

Kenangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas 

Negara (KPKN Jakarta I) yang beralamat dl JL Ir. IL Jnanda No. 19, Jakarta 

Pusat melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan 

Denda Pelanggaran da Bidang Persaingan Usaha);------------------------ ------------
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10. Menghukum Terlapor VI membayar ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000 (seratus 

juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagal setoran pendapatan 

denda pelanggaran di bidang persaingan asaha Departemen Kenangan 

Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN 

Jakarta 1) yang beralamat di JL Ir. H. Jnanda No. 19, Jakarta Pnsat melalui 

bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423491 (Pendapatan Denda 

Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); ■ .......................................

Demikian putusan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Komisi pada hari 

Selasa tanggal 18 September 2007 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan 

terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 September 2007 oleh kami» anggota 

Majelis Komisi, Benny Pasaribu, Ph.D. sebagai Ketua Majelis Komisi, lr. Tadjuddin Noer 

Said, dan Yoyo Arifardhani, S.H^ MM., LL.M., masing-masing sebagai Anggota Majelis 

Komisi, dibantu oleh Endah Widwianingsih, S.H., dan Dewitya Iriani, S.H. masing-masing 

sebagai Panitera.

Ketua Majelis,

ttd.

Benny Pasaribu, Ph.D.

Anggota Majelis, Anggota Majelis,

ttd.

lr. Tadjuddin Noer Said.

ttd.

Yoyo Arifardhani, S.H., MM., LL.M.

Panitera,

Endah Widwianingsih, SJL

ttd. ttd.

Dewitya Iriani, SJi.
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